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KATA PENGANTAR

ebuah perjalanan pengetahuan dan pemahaman terhampar di

depan mata kita. Siswa kelas 12 SMA, yang sedang melangkah
pada babak akhir pendidikan mereka, diajak untuk menjelajahi
signifikansi hak dan kewajiban warga negara. Mereka diajak
merenungi substansi hak dan kewajiban dalam terang benderang
Pancasila, serta menggugah hati dengan kisah-kisah pelanggaran hak
yang memerlukan tindakan nyata.

Dalam buku ini, kami mengajak Anda untuk menelusuri
serangkaian refleksi yang mendalam mengenai perlindungan dan
penegakan hukum di negeri ini. Pembahasan utama melibatkan
hakikat perlindungan dan peran lembaga penegak hukum, ditemani
dengan pemahaman tentang dinamika pelanggaran hukum yang
terus menghampiri.

Puncaknya, perjalanan ini tidak lengkap tanpa eksplorasi tentang
hakikat negara kesatuan, melacak sejarah persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di sini, kita akan menemukan
nilai-nilai luhur yang menjadi dasar yang kuat bagi persatuan tanah air.

Buku ini merupakan dedikasi kami untuk memenuhi panggilan
ilmu pengetahuan, membimbing siswa-siswa kelas 12 SMA dalam
memahami inti dari hak dan kewajiban warga negara, mengeksplorasi
keberadaan hukum sebagai penjaga keadilan, merenungi perubahan
yang terjadi di era kemajuan iptek, dan menyelami akar persatuan
serta kesatuan sebagai kekuatan utama bangsa.



Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah
memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga setiap
halaman yang dibaca menjadi sumber pencerahan, membuka jendela
kebesaran ilmu, dan membentuk karakter yang kokoh sebagai warga

negara yang bertanggung jawab dan cinta tanah air.

(Penulis)
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KASUS-KASUS PELANGGARAN
HAK DAN PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

elamat datang di buku panduan Pendidikan Pancasila dan
SKewarganegaraan (PPKN) untuk pelajar Kelas 12 SMA. Dalam
buku ini, kita akan mengulas topik yang sangat relevan dengan
kehidupan berkomunitas, yakni "Kejadian Pelanggaran Hak dan
Penelantaran Kewajiban Warga Negara." Sebagai generasi penerus
bangsa, pemahaman yang baik mengenai hak serta kewajiban warga
negara menjadi kunci utama untuk membentuk masyarakat yang adil
dan berbudaya.

Pentingnya pemahaman terhadap hak serta kewajiban warga
negara tidak dapat diabaikan. Hak dan kewajiban merupakan 2 aspek
dari satu kesatuan, yaitu kewarganegaraan. Hak-hak warga negara
dirancang untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-
wenang pemerintah atau pihak ketiga, sementara kewajiban adalah




bentuk tanggung jawab yang harus diemban setiap warga negara
demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan bersama.

Mari kita mulai dengan mengidentifikasi beberapa kasus
pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai
contoh, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat bisa terjadi saat
suatu pemerintah melarang warganya untuk menyuarakan pendapat
atau gagasan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan hak dasar
setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas
sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Contoh kasus lainnya adalah pelanggaran hak atas keadilan dan
keamanan. Misalnya, ketika seorang warga negara ditangkap tanpa
dasar hukum yang jelas atau tanpa pengadilan yang adil, hak-haknya
telah diabaikan. Ini menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum dan
merusak prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Penting juga untuk melihat kasus-kasus pelanggaran
kewajiban warga negara. Salah satunya adalah ketika warga negara
tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak
adalah sumber penghasilan negara yang vital untuk membiayai
layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu,
pengingkaran kewajiban membayar pajak dapat berdampak negatif
pada kemampuan negara untuk menyediakan layanan dasar kepada
warganya.

Contoh kasus lainnya melibatkan ketidakpatuhan terhadap
peraturan lalu lintas. Warga negara yang tidak mematuhi aturan lalu
lintas bukan sekedar membahayakan diri mereka sendiri, melainkan
mengabaikan kewajiban mereka untuk menjaga keamanan bersama di
jalan raya. Ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kepentingan
bersama dan menciptakan risiko yang dapat dihindari.

Dalam setiap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban, terdapat undang-undang yang mengatur dan melindungi
hak serta menetapkan kewajiban warga negara. Sebagai contoh,
pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dapat melanggar
Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak terhadap
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kebebasan berpendapat, berserikat, serta berkumpul secara damai.
Begitu juga, pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak dapat
terkena sanksi sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak serta
pengingkaran kewajiban, penting bagi warga negara untuk
memahami peran serta tanggung jawab mereka. Oleh karena itu,
pembahasan ini akan melibatkan analisis mendalam tentang setiap
kasus, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mengajak pembaca
untuk merenungkan dampak dari tindakan tersebut terhadap
masyarakat dan negara.

Nabh, sesudah Anda mencermati bahasan itu, jawablah pertanyaan
berikut ini.

1. Jelaskan dua kasus pelanggaran hak warga negara yang
pernah dialami di negara kita, sertakan contoh berita yang
mendokumentasikan kasus tersebut. Analisis dampaknya
terhadap individu dan masyarakat serta kemungkinan
pelanggaran terhadap undang-undang yang bersangkutan.

2. Bagaimana ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat
dianggap sebagai pengingkaran kewajiban warga negara?
Identifikasi dampak negatifnya dan usulkan tindakan konkretnya
untuk mencegah pelanggaran tersebut.

3. Pilih satu hak warga negara yang menurutmu sering diabaikan
atau dilanggar di lingkungan sekitarmu. Diskusikan penyebabnya
dan ajukan solusi untuk meningkatkan pemahaman dan
penghormatan terhadap hak tersebut dalam masyarakat.

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang
melekat pada setiap individu sebagai anggota masyarakat atau negara
tertentu. Hak-hak ini umumnya diakui sebagai hak asasi manusia
yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Hak-hak
tersebut mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya.
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Hak sipil mencakup hak-hak individu untuk hidup, kebebasan,
serta keamanan. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau dianiaya,
hak atas privasi, dan hak atas kebebasan beragama. Sebagai contoh,
kasus pelanggaran hak sipil dapat terjadi ketika privasi seseorang
diinvasi tanpa izin, seperti pemantauan yang tidak sah terhadap
komunikasi pribadi.

Hak politik mencakup hak-hak yang terkait dengan partisipasi
dalam proses politik dan pemerintahan. Ini melibatkan hak untuk
memilih dan dipilih, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak
untuk berorganisasi dan berserikat. Pelanggaran hak politik dapat
terjadi jika pemilihan umum tidak dilaksanakan secara adil atau jika
hak-hak berorganisasi dicabut oleh pemerintah.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak-hak terkait
dengan kehidupan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan.
Ini melibatkan hak terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan,
kesehatan, dan budaya. Contoh pelanggaran hak ekonomi adalah
ketidaksetaraan dalam akses pendidikan atau layanan kesehatan.

Di sisi lain, kewajiban warga negara merujuk pada tanggung
jawab yang perlu diemban oleh setiap individu terhadap negara dan
masyarakat. Kewajiban ini mencakup kewajiban hukum, moral, dan
sosial yang membentuk dasar partisipasi aktif dalam pembangunan
negara.

Kewajiban hukum melibatkan kepatuhan atas undang-undang
dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ini mencakup
kewajiban untuk membayar pajak, mengikuti aturan lalu lintas, dan
menghormati hak-hak orang lain. Ketidakpatuhan atas kewajiban
hukum bisa mengakibatkan sanksi hukum.

Kewajiban moral mencakup prinsip-prinsip etika dan moral
yang membentuk dasar kehidupan bersama. Ini mencakup kewajiban
untuk menghormati hak-hak orang lain, berperilaku jujur, dan
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran kewajiban
moral dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat.
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Kewajiban sosial melibatkan partisipasi aktif dalam kehidupan
sosial dan kemanusiaan. Ini termasuk kewajiban untuk membantu
sesama dalam situasi sulit, berkontribusi pada pembangunan
masyarakat, dan menjaga lingkungan. Pelanggaran kewajiban sosial
dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan sosial.

Dalam masyarakat yang beradab, hak dan kewajiban saling
berhubungan dan saling melengkapi. Hak-hak warga negara
memberikan individu kebebasan untuk mengembangkan potensinya,
sementara kewajiban memberikan landasan moral dan hukum yang
mendukung harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan
berkualitas memerlukan kewajiban untuk belajar dengan tekun
dan menghormati hak-hak guru dan teman sekelas. Begitu juga,
hak untuk menyampaikan pendapat memerlukan kewajiban untuk
melakukannya dengan bertanggung jawab tanpa merugikan hak-hak

orang lain.
Tugas Pribadi 1.1

1. Jelaskan hak sipil, politik, dan ekonomi, serta berikan contoh
kasus pelanggaran hak untuk masing-masing kategori tersebut.
Analisis dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

2. Identifikasi satu kewajiban hukum, moral, dan sosial warga
negara. Jelaskan dampak pelanggaran kewajiban tersebut dan
usulkan solusi konkret untuk mendorong ketaatan terhadap
kewajiban warga negara.

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar ideologi negara mengakui hak-hak pokok
setiap warga negara, yang tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila.
Pertama, Ketuhanan YME memberi hak kepada setiap warga negara
untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, seperti
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diungkapkan dalam prinsip pertama Pancasila yang menjamin
kebebasan beragama untuk semua penduduk Indonesia.

Prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin
hak setiap warga negara untuk hidup layak, bebas dari diskriminasi,
dan mendapatkan perlakuan yang adil. Ini mencakup hak atas
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak untuk tidak terjadi
penyiksaan ataupun perlakuan tidak adil.

Prinsip ketiga, persatuan Indonesia, menekankan hak warga
negara untuk bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras,
dan antargolongan. Hak ini menyoroti pentingnya kesatuan dalam
keberagaman, menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Prinsip keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan, menegaskan
hak partisipasi dalam pembangunan negara. Warga negara berhak
menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, serta berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Prinsip kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menegaskan hak atas keadilan ekonomi dan sosial. Setiap warga
negara berhak menikmati hasil pembangunan dan kekayaan alam
secara adil, serta hak untuk hidup sejahtera.

Selain hak, Pancasila juga mengamanatkan kewajiban-kewajiban
bagi setiap warga negara. Pertama, kewajiban untuk menjunjung
tinggi dan memegang teguh persatuan Indonesia. Ini mencakup
kewajiban untuk tidak terlibat dalam tindakan yang bisa merusak
persatuan serta kesatuan bangsa.

Kedua, kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Warga
negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan
ekonomi dan sosial, serta memajukan kesejahteraan bersama. Hal
ini mencakup kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh,
membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan
kepentingan umum.

Ketiga, tanggung jawab untuk menjaga seluruh rakyat Indonesia
dan seluruh keturunan bangsa Indonesia. Ini mencakup tanggung
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jawab untuk menjaga ketenteraman negara, memelihara perdamaian,
dan menghindari terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan
kedaulatan dan keamanan negara.

Keempat, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan
keamanan negara. Warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, baik melalui tugas
militer maupun keterlibatan dalam aktivitas keamanan lainnya.

Kelima, kewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban
kemanusiaan. Ini mencakup kewajiban untuk membantu sesama
dalam situasi sulit, memberikan pertolongan kepada yang
membutuhkan, dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan
kemanusiaan.

Substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila saling melengkapi
dan menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak-
hak warga negara memberikan dasar bagi pengembangan diri dan
partisipasi dalam masyarakat, sementara kewajiban memberikan
landasan moral dan hukum untuk berkontribusi pada keberlanjutan
dan kesejahteraan bersama.

Suatu contoh nyata dari hubungan ini yaitu hak yang dimiliki
oleh setiap warga negara untuk menerima pendidikan yang bermutu,
sejalan dengan tanggung jawab untuk belajar dengan tekun. Hal yang
serupa berlaku untuk hak menyatakan pendapat yang sesuai dengan
tanggung jawab untuk melakukannya secara bertanggung jawab serta
menghormati hak-hak orang lain.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila
Pancasila
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, tidak hanya menjadi
fondasi bagi sistem pemerintahan dan hukum, tetapi juga
mencakup nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi
antarwarga negara. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam lima
sila, yang masing-masing memainkan peran penting dalam
membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Dalam konteks
hak dan kewajiban warga negara, pemahaman yang mendalam
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terkait hubungan antara hak dan kewajiban dengan nilai-

nilai Pancasila merupakan kunci utama dalam membentuk

masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila menekankan signifikansi hubungan
diantara manusia dengan Tuhan YME. Hak dan kewajiban
warga negara terhubung erat dengan setiap nilai keagamaan
yang termanifestasi dalam sila ini. Hak untuk menjalankan
ibadah berdasarkan dengan agama dan keyakinan masing-
masing, serta kewajiban untuk menghormati hak dan
kepercayaan orang lain, membentuk dasar bagi toleransi dan
keharmonisan di antara warga negara.

Perspektif keagamaan juga mempengaruhi pandangan
atas HAM dan tanggung jawab sosial. Hak untuk hidup,
beragama, dan mendapatkan pendidikan menjadi bagian
integral dari nilai-nilai yang berasal dari kepercayaan
kepada Tuhan. Sebaliknya, kewajiban untuk berbuat
baik, memberikan pertolongan, dan berkontribusi dalam
membangun keadilan sosial mencerminkan penerapan
nilai-nilai agama dalam keseharian hidupnya.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dalam Pancasila menegaskan tanggung jawab
untuk membentuk masyarakat yang adil dan bermoral.
Keterkaitan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks
ini berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
dan keadilan sosial. Hak untuk hidup layak, bebas dari
diskriminasi, dan memperoleh perlindungan hukum
merupakan bagian integral dari sila ini. Sebagai bagian
dari kewajiban, warga negara diharapkan untuk turut serta
dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan
adil, menghormati HAM, dan menghindari segala bentuk
tindakan diskriminatif.
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Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Dalam konteks persatuan Indonesia, hak dan kewajiban
warga negara mencerminkan semangat kebersamaan dalam
kebhinekaan. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan
pendapat, serta kewajiban untuk menghormati perbedaan,
menjadi elemen penting dari sila ini. Warga negara
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses
demokratis, sementara kewajiban untuk menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa menjadi tanggung jawab bersama.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan
Hak dan kewajiban warga negara dalam sila keempat
mencerminkan semangat demokrasi. Hak untuk memilih
dan dipilih merupakan ekspresi utama dari sila ini. Warga
negara memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi
dalam proses politik, memberikan suara mereka secara
bijak, dan melibatkan diri dalam kebijakan publik.
Kewajiban untuk menjaga demokrasi dan menghormati
hasil permusyawaratan menjadi bagian utama dalam
membangun negara yang demokratis

Gambar 1.1 Musyawarah mufakat menjadi salah satu kewajiban
warga negara dalam mengambil keputusan

Sumber: www.dpr.go.id
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e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, sila kelima
Pancasila menyoroti pentingnya keadilan sosial. Hak untuk
memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan
ekonomi menjadi bagian integral dari nilai-nilai dalam sila
ini. Kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi dan sosial, serta mengurangi kesenjangan sosial,
menjadi tanggung jawab bersama untuk seluruh warga
negara.

Tugas Mandiri 1.2

Selamat datang, siswa! Dalam tugas mandiri ini, kita akan
mengeksplorasi hak dan kewajiban warga negara yang terkait
dengan masing-masing sila Pancasila. Silakan ikuti langkah-

langkah berikut:
a. Langkah 1: Penelusuran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Sila Ketuhanan YME

o Hak Warga Negara: Identifikasi hak-hak yang
berhubungan dengan kebebasan beragama dan
beribadah.

o Kewajiban Warga Negara: Temukan kewajiban-
kewajiban terkait dengan penghormatan terhadap
keragaman  agama.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

« Hak Warga Negara: Cari informasi mengenai hak-hak
asasi manusia yang melibatkan keadilan, kebebasan,
dan perlindungan hak-hak individu.

o Kewajiban Warga Negara: Temukan kewajiban-
kewajiban yang berhubungan dengan menghormati
HAM dan berperilaku adil terhadap sesama.
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Sila Persatuan Indonesia

« Hak Warga Negara: Identifikasi hak-hak yang menjamin
partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa
diskriminasi.

o Kewajiban Warga Negara: Teliti kewajiban untuk
mendukung persatuan dan menghindari tindakan yang
dapat memecah-belah bangsa.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan

o Hak Warga Negara: Temukan hak-hak yang terkait
dengan kebebasan berekspresi, hak memilih, dan hak
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

o Kewajiban Warga Negara: Cari kewajiban-kewajiban
yang berkaitan dengan partisipasi aktif dalam proses
demokrasi dan menghormati hasil perwakilan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

o Hak Warga Negara: Identifikasi hak-hak yang
mendukung keadilan sosial, seperti hak atas pendidikan,
pekerjaan, dan kesehatan.

o Kewajiban Warga Negara: Teliti kewajiban-kewajiban
yang terkait dengan partisipasi dalam usaha mencapai
keadilan sosial dan menghindari tindakan diskriminatif.

Langkah 2: Pembuatan Tabel Hak dan Kewajiban

Buat tabel dengan dua kolom terpisah untuk hak dan
kewajiban warga negara pada setiap sila Pancasila.
Cantumkan temuan Anda secara terperinci.

Sila Pancasila Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara
Sila 1
Sila 2
Sila 3
Sila 4
Sila 5
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c. Langkah 3: Kesimpulan dan Presentasi
Kesimpulan Individu: Tuliskan kesimpulan singkat mengenai
pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam konteks
Pancasila.

Presentasi Kelas

Bagikan temuan dan kesimpulan Anda dalam bentuk
presentasi di kelas. Diskusikan bersama teman-teman
mengenai peran hak dan kewajiban warga negara dalam
menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Selamat mengerjakan! Apabila ada pertanyaan lebih lanjut,
jangan ragu untuk bertanya.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental

Sila-Sila Pancasila

Hak dan tanggung jawab warga negara memegang peran

krusial dalam pembentukan masyarakat yang adil, sejahtera,

dan demokratis. Sebagai pijakan ideologis negara, Pancasila
mencerminkan filosofi hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks
ini, nilai-nilai instrumental dari sila-sila Pancasila tidak hanya
berfungsi sebagai dasar moral, tetapi juga menguraikan hak dan
tanggung jawab yang perlu dipikul oleh setiap warga negara.

Bagian ini akan secara mendalam menggali substansi hak dan

tanggung jawab warga negara dalam perspektif nilai instrumental

sila-sila Pancasila, sambil menganalisis implementasinya dalam

UUD NRI Tahun 1945.

a. Hak dan Kewajiban dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama, Ketuhanan YME, membentuk dasar bagi hak
dan tanggung jawab warga negara terkait dengan kebebasan
beragama. Hak untuk memilih agama dan melaksanakan
ibadah berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing
adalah prinsip utama. Sebagai tanggung jawab, warga negara
diharapkan untuk menghormati hak tersebut pada sesama
warga negara. Dalam kerangka UUD 1945, hak ini dijamin
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oleh Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan
berkeyakinan, sambil diimbangi dengan kewajiban menjaga
kerukunan antar umat beragama.

Hak dan Kewajiban dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, melibatkan
hak dan tanggung jawab warga negara atas kesejahteraan
bersama. Hak untuk hidup layak, bekerja, dan mendapatkan
pendidikan adalah hak dasar yang muncul dalam sila ini.
Tanggung jawab warga negara terletak pada partisipasi
aktif dalam menjaga perdamaian, menghormati HAM, dan
membangun masyarakat yang adil. UUD 1945 pada Pasal 27
ayat (2) menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja
dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hak dan Kewajiban dalam Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan
bagi hak dan kewajiban warga negara dalam menciptakan
kesatuan dan persatuan bangsa. Hak untuk berserikat dan
menyampaikan pendapat adalah hak politik yang diberikan
oleh sila ini. Warga negara berkewajiban untuk menghargai
perbedaan, menjunjung tinggi kebinekaan, serta menolak
segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan.
Dalam UUD 1945, hak berorganisasi dijamin oleh Pasal 28E
ayat (3) dengan kewajiban untuk melaksanakannya dalam
koridor hukum.

Hak dan Kewajiban dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,
mengatur hak dan tanggung jawab warga negara terkait
dengan proses demokrasi. Hak untuk memberikan suara
dan menjadi calon adalah hak politik pokok yang ditegaskan
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oleh sila ini. Tanggung jawab warga negara terletak pada
keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, mendukung
pembangunan, dan mematuhi hukum serta peraturan yang
berlaku. UUD 1945 menjamin hak untuk memilih dan
menjadi calon dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2).

e. Hak dan Kewajiban dalam Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
Hak dan tanggung jawab dalam Sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu sila kelima, membentuk
hak dan tanggung jawab warga negara dalam membentuk
masyarakat yang adil dan berkeadilan. Hak terhadap
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak terhadap
lingkungan yang bersih menjadi fokus utama dalam sila
ini. Tanggung jawab warga negara melibatkan penghargaan
terhadap hak-hak tersebut dan berperan aktif dalam
mengurangi ketidaksetaraan sosial. UUD 1945 menetapkan
hak untuk bekerja dalam Pasal 27 ayat (2) dan hak atas
pendidikan dalam Pasal 31.

Gambar 1.2 Setiap warga negara berhak berkumpul,
mengemukakan pendapat dan pikirannya

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com
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Hak dan Kewajiban dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum yang
menguraikan dengan detail hak dan kewajiban warga negara.
Pasal 26 mengatur hak atas kewarganegaraan, sementara Pasal
27 ayat (1) menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, dan hak atas pekerjaan serta penghidupan yang
layak dijamin oleh Pasal 27 ayat (2). Hak dan kewajiban dalam
bela negara diatur oleh Pasal 27 ayat (3), sementara kemerdekaan
berserikat dan berkumpul diatur oleh Pasal 28E ayat (3). UUD
1945 menjadi alat konkret yang menjamin dan mengatur
pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Tugas Mandiri

Selamat datang, siswa! Dalam tugas mandiri ini, kita akan
mengeksplorasi implementasi hak dan kewajiban warga negara
yang dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Silakan ikuti
petunjuk berikut:

a. Terangkan hak-hak dasar warga negara yang dijamin
oleh UUD NRI Tahun 1945. Fokus pada hak-hak seperti
kebebasan berpendapat, hak hidup, dan hak atas pendidikan.

b. Temukan pasal-pasal atau ketentuan dalam UUD NRI Tahun
1945 yang menegaskan kewajiban-kewajiban warga negara.
Misalnya, kewajiban untuk taat pada hukum dan kewajiban
membela negara.

c. Pilih satu pasal atau beberapa pasal dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang mengatur hak warga negara. Buatlah studi
kasus dengan mengidentifikasi bagaimana hak tersebut
telah diimplementasikan atau menjadi perhatian dalam
masyarakat.

d. Pilih satu pasal atau beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun
1945 yang menetapkan kewajiban warga negara. Buatlah
studi kasus dengan menggambarkan bagaimana kewajiban
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tersebut dapat diimplementasikan atau pernah dihadapi
dalam kehidupan sehari-hari.

e. Rancang poster atau infografis yang menyajikan informasi
mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI
Tahun 1945. Gunakan gambar, grafik, dan kata-kata kunci
untuk membuatnya menarik dan informatif.

Kesimpulan Individu

Tuliskan kesimpulan singkat Anda tentang pentingnya
perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI
Tahun 1945 untuk menciptakan masyarakat yang demokratis.

Refleksi Pribadi

Bagaimana pemahaman Anda tentang hak dan kewajiban warga
negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda memiliki
pengalaman pribadi terkait hak atau kewajiban tersebut?

Presentasi dan Diskusi Kelas

Bagikan poster atau infografis yang telah Anda buat di depan
kelas. Jelaskan poin-poin utama tentang hak dan kewajiban
warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Ajukan pertanyaan kepada teman-teman sekelas tentang
pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban warga negara.
Diskusikan bersama bagaimana implementasi hak dan kewajiban
ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Selamat mengerjakan tugas mandiri ini! Apabila ada pertanyaan
lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praktik Sila-Sila
Pancasila

Sila-sila Pancasila, sebagai landasan falsafah negara Indonesia,
mempunyai peran yang utama sekali dalam membentuk
karakter dan perilaku warga negara. Dalam konteks Hak dan
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Kewajiban Warga Negara, kita tidak dapat melepaskan diri dari

substansi nilai praktis yang terkandung dalam masing-masing

sila Pancasila. Sila-sila tersebut bukan hanya sekadar norma

atau aturan formal, melainkan pedoman etis yang mengarahkan

sikap dan tindakan setiap warga negara Indonesia. Dalam sub

bab ini, kita akan menjelajahi dengan seksama bagaimana Hak

dan Kewajiban Warga Negara tercermin dalam nilai praktis dari

masing-masing sila Pancasila.

a.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan YME, menjadi landasan
spiritual bagi warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban
warga negara dalam nilai praktis sila ini mencerminkan
penghormatan  terhadap keberagaman agama dan
keyakinan. Dalam keseharian hidupnya, sikap positif atas
sila ini tercermin dalam toleransi antarumat beragama,
kebersamaan dalam perayaan keagamaan, dan partisipasi
dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Warga negara yang
menjunjung tinggi Ketuhanan YME juga cenderung lebih
peduli terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai
konteks, baik di lingkungan pribadi maupun sosial.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua mengajarkan terkait pentingnya perlakuan adil
dan beradab antarwarga negara. Hak dan kewajiban warga
negara dalam nilai praktis sila ini tercermin dalam sikap
empati, kepedulian terhadap kesetaraan, dan partisipasi
aktif dalam memerangi ketidakadilan. Dalam keseharian
hidupnya, warga negara dapat menunjukkan sikap positif
terhadap Sila Kedua dengan mendukung program-program
kemanusiaan, memberikan bantuan kepada sesama yang
membutuhkan, dan menolak segala bentuk diskriminasi.
Penghargaan atas HAM juga menjadi bagian integral dari
nilai praktis Sila Kedua.
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Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menegaskan
utamanya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.
Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila
ini mencerminkan sikap gotong royong, kebersamaan,
dan kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa. Dalam
keseharian hidupnya, sikap positif atas Sila Ketiga tercermin
dalam partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pengembangan
potensi daerah, dan penolakan terhadap tindakan yang dapat
memecah belah persatuan. Warga negara yang memiliki
kesadaran akan Persatuan Indonesia juga cenderung lebih
responsif terhadap perbedaan dan siap bekerja sama untuk
mencapai maksud bersama.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia

Sila Keempat menyoroti bentuk pemerintahan yangbijaksana
dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Hak dan
tanggung jawab warga negara dalam konteks nilai praktis
sila ini mencerminkan partisipasi aktif dalam membangun
demokrasi, menegakkan hukum, dan berupaya menciptakan
pemerintahan yang transparan. Dalam keseharian hidupnya,
sikap positif atas Sila Keempat tercermin dalam keterlibatan
dalam pemilihan umum, upholding hak asasi, dan peduli
terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Warga
negara yang menghargai nilai praktis Sila Keempat juga lebih
cenderung berperan aktif dalam menyuarakan pendapat dan
memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila Keempat menyoroti bentuk pemerintahan yang bijaksana
dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Hak dan
tanggung jawab warga negara dalam konteks nilai praktis
sila ini mencerminkan partisipasi aktif dalam membangun

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



demokrasi, menegakkan hukum, dan berupaya menciptakan
pemerintahan yang transparan.

Dalam keseharian hidupnya, sikap positif atas Sila Keempat
tercermin dalam keterlibatan dalam pemilihan umum,
upholding hak asasi, dan peduli terhadap kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat. Warga negara yang menghargai nilai
praktis Sila Keempat juga lebih cenderung berperan aktif dalam
menyuarakan pendapat dan memberikan kontribusi dalam
pembangunan bangsa.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara

Sebelum kita membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara, penting untuk memahami
bahwa hak dan kewajiban merupakan 2 sisi dari koin yang sama dalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban
warga negara tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara dapat merugikan individu dan masyarakat

secara keseluruhan.

Gambar 1.3 Warga negara yang tergolong sebagai anak jalanan menghadapi
ketidakberuntungan karena tidak dapat sepenuhnya menikmati hak-hak
mereka.

Sumber: http://gmsrwiZ2.blogspot.com
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Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
adalah permasalahan serius yang berpotensi merugikan baik
individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk
memahami akar penyebab terjadinya pelanggaran tersebut, perlu
dianalisis faktor-faktor yang mendasarinya. Sejumlah faktor
kompleks dan saling terkait dapat menjadi pemicu terjadinya
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

a. Ketidakpahaman akan Hak dan Kewajiban Warga Negara
Salah satu penyebab utama pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban adalah ketidakpahaman warga
negara terhadap hak-hak dan kewajiban mereka. Banyak
individu yang belum sepenuhnya memahami hak-hak yang
dimilikinya, sehingga rentan menjadi korban pelanggaran.
Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban
sebagai warga negara dapat mengakibatkan perilaku yang
merugikan masyarakat.

b. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi
Ketidaksetaraan dan diskriminasi dapat menjadi pemicu
pelanggaran hak. Jika suatu kelompok dalam masyarakat
mengalami perlakuan tidak adil atau diskriminatif,
hal tersebut dapat merangsang ketegangan sosial dan
pelanggaran hak yang lebih serius. Pendidikan dan kesadaran
akan pentingnya menghormati hak setiap individu menjadi
kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan ini.

c.  Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
pemerintah atau pejabat publik dapat mengarah pada
pelanggaran hak serta kewajiban warga negara. Misalnya,
ketidaktransparan dalam pengelolaan dana publik atau
penyalahgunaan wewenang dapat merugikan masyarakat.
Pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang tegas
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menjadi kunci untuk menghindari pelanggaran hak yang
diakibatkan oleh tindakan tersebut.

Konflik Sosial dan Politik

Konflik sosial dan politik seringkali menjadi sumber
pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga
negara. Konflik tersebut bisa menciptakan kondisi di mana
hak-hak individu diabaikan atau bahkan dilanggar demi
kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Meningkatkan
dialog, menciptakan inklusivitas, dan mengatasi konflik
politik dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran
hak.

Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan tekanan pada
masyarakat dan meningkatkan risiko pelanggaran hak.
Ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan
dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses atas layanan
dasar semisal pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan.
Solusi jangka panjang melibatkan upaya meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kurangnya Perlindungan Hukum

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seringkali
terjadi ketika sistem hukum tidak mampu memberikan
perlindungan yang memadai. Kurangnya penegakan hukum
atau keberlanjutan ketidakadilan dapat membuat individu
atau kelompok merasa tidak memiliki tempat untuk
mengajukan keluhan atau melaporkan pelanggaran yang
mereka alami.

Krisis Kemanusiaan dan Pengungsi

Krisis kemanusiaan dan pengungsi juga dapat menjadi
pemicu pelanggaran hak. Pengungsi sering kali menghadapi
tantangan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan,
pendidikan, dan pekerjaan. Perilaku diskriminatif atau
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ketidaksetaraan terhadap mereka dapat menyebabkan
pelanggaran hak yang serius.
h. Kondisi Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat
menciptakan ketidakpastian sosial dan ekonomi. Hal
ini dapat memicu konflik, persaingan sumber daya, dan
pelanggaran hak terutama terhadap kelompok masyarakat
yang lebih rentan.

Contoh Pelanggaran Hak Warga Negara
Isu pelanggaran hak warga negara merupakan permasalahan
serius yang melibatkan kelalaian terhadap hak-hak dasar
yang seharusnya dijamin dan dihormati oleh negara. Untuk
memahami kompleksitas isu ini, mari kita telaah beberapa
contoh pelanggaran hak warga negara yang mencuat di berbagai
bagian dunia.

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konflik
Bersenjata
Salah satu contoh yang sering terjadi yaitu pelanggaran HAM
dalam situasi konflik bersenjata. Sebagai contoh, konflik di
Suriah mencatat penggunaan senjata kimia serta serangan
atas warga sipil. Tindakan semacam ini melanggar hak-hak
mendasar, seperti hak hidup dan hak untuk dilindungi dari
penyiksaan. Pelanggaran seperti ini menekankan pentingnya
komitmen global untuk menghormati dan melindungi hak
asasi manusia selama konflik bersenjata.

b. Diskriminasi Gender dan Pelanggaran Hak Perempuan
Kasus-kasus diskriminasi gender juga menjadi sorotan
dalam konteks pelanggaran hak warga negara. Misalnya, di
beberapa negara, perempuan mengalami diskriminasi dalam
hal pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi.
Kasus ini menggarisbawahi perlunya perubahan sosial dan
kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender dan hak-
hak perempuan diakui dan dihormati sepenuhnya.
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Pelanggaran Hak Pribadi melalui Pengawasan Massa dan
Teknologi

Perkembangan teknologi seringkali menimbulkan ancaman
terhadap hak pribadi warga negara. Kasus pengawasan
massa oleh pemerintah atau entitas swasta yang melanggar
privasi individu sering kali menjadi perbincangan.
Contohnya, program pengawasan massal di beberapa negara
yang melibatkan penyadapan komunikasi pribadi tanpa
izin, melanggar hak atas kehidupan pribadi dan kebebasan
berekspresi.

Penangkapan dan Penahanan Tanpa Dasar Hukum yang
Jelas

Pelanggaran hak seringkali terjadi melalui penangkapan
dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas. Kasus ini
mencakup penangkapan sewenang-wenang oleh aparat
keamanan tanpa bukti yang kuat atau tanpa alasan hukum
yang jelas. Contoh nyata adalah penahanan aktivis politik
atau jurnalis tanpa proses hukum yang adil, yang merugikan
hak atas kebebasan dan keadilan.

Pelanggaran Terhadap Kebebasan Pers dan Media
Ketidakbebasan pers dan serangan terhadap media
merupakan bentuk pelanggaran hak yang semakin sering
terjadi. Negara-negara di mana kebebasan pers dibatasi
atau wartawan menghadapi ancaman dapat menghambat
penyebaran informasi yang benar dan merugikan hak
masyarakat untuk mendapatkan berita yang objektif. Contoh
kasus termasuk penangkapan dan penahanan wartawan
yang mencoba mengungkap kebenaran.

Pelanggaran Hak Anak-anak dalam Konflik Bersenjata
Konflik bersenjata juga sering melibatkan pelanggaran hak
anak-anak. Kasus perekrutan anak-anak sebagai prajurit,
pembunuhan anak-anak, atau penggunaan mereka sebagai
perisai manusia merugikan hak anak-anak untuk hidup,
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tumbuh, serta berkembang dengan aman. Penegakan
hukum internasional dan perlindungan terhadap anak-anak
di wilayah konflik menjadi penting untuk mencegah dan

menindak pelanggaran semacam ini.

Tugas Kelompok

Analisis Studi Kasus

a. Setiap kelompok dapat memilih salah satu kasus pelanggaran
hak yang dibahas di atas.

b. Analisis studi kasus tersebut dengan mendalam, mencakup
konteks, dampak, dan tanggapan pemerintah atau
masyarakat  internasional.

c. Presentasikan temuan kelompok dalam bentuk laporan
ataupun presentasi di depan kelas.

Contoh Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan fenomena

yang merugikan karena melibatkan kelalaian atau penolakan

individu atau kelompok dalam memenuhi tanggung jawab

mereka terhadap negara dan masyarakat. Saat menelaah contoh-

contoh pengingkaran kewajiban warga negara, kita dapat

menjelajahi beberapa situasi yang mencakup berbagai aspek

kehidupan.

a. Tidak Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum
Salah satu contoh konkret dari pengingkaran kewajiban
warga negara adalah ketidakpartisipasian dalam pemilihan
umum. Meskipun pemilihan umum merupakan hak serta
kewajiban warga negara, masih banyak individu yang tidak
terlibat dalam proses demokratis ini. Mereka yang tidak
memilih secara tidak langsung mengesampingkan hak untuk
memberikan suara dan berkontribusi pada pembentukan
kebijakan negara.
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Kurangnya Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dan
Kemanusiaan

Pengingkaran kewajiban juga tercermin dalam kurangnya
keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Misalnya, tidak banyak warga negara yang aktif terlibat
dalam kegiatan sukarela, donor darah, atau membantu
masyarakat yang membutuhkan. Kewajiban untuk saling
membantu sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan
bersama sering kali diabaikan.

Pengelolaan Sampah yang Tidak Bertanggung Jawab
Contoh lain dari pengingkaran kewajiban adalah perilaku
yang tidak Dbertanggung jawab dalam pengelolaan
sampah. Ketika warga negara tidak membuang sampah
pada tempatnya atau tidak peduli terhadap praktik daur
ulang, mereka dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban
lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka
terhadap bumi dan lingkungan hidup.

Tidak Menghormati Peraturan Lalu Lintas

Kewajiban warga negara juga terkait dengan ketaatan
terhadap peraturan dan hukum, termasuk di jalan raya.
Kasus pengingkaran kewajiban dapat terlihat pada perilaku
tidak menghormati peraturan lalu lintas, seperti melanggar
lampu merah, tidak menggunakan helm, atau berkendara
dalam keadaan mabuk. Tindakan semacam ini bukan sekedar
membahayakan diri sendiri melainkan masyarakat sekitar.
Penyelundupan dan Perdagangan Narkotika

Pengingkaran kewajiban terhadap kesehatan dan keamanan
masyarakat tercermin dalam kasus penyelundupan dan
perdagangan narkotika. Warga negara yang terlibat dalam
kegiatan ilegal ini bukan sekedar merugikan diri sendiri
melainkan merusak kesehatan serta stabilitas sosial
masyarakat. Tindakan semacam ini melanggar kewajiban
untuk menjaga kesejahteraan bersama.
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Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pendapatan
Kewajiban ekonomi juga merupakan bagian dari tanggung
jawab warga negara. Pengingkaran kewajiban muncul dalam
bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pendapatan.
Warga negara yang tidak membayar pajak dengan benar atau
menghindari kewajiban ekonomi mereka dapat merugikan
pembangunan dan penyediaan layanan publik yang dibiayai
oleh pajak.

Ketidakpatuhan terhadap Protokol Kesehatan

Salah satu contoh pengingkaran kewajiban terkini adalah
ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama
selama pandemi COVID-19. Individu atau kelompok yang
tidak mengikuti protokol, seperti tidak menggunakan
masker, tidak menjaga jarak fisik, atau tidak mentaati aturan
lockdown, dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan
meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

Tugas Kelompok

Studi Kasus: "Ketidakpartisipasian dalam Pemilihan Umum"

a.

Identifikasi kelompok warga negara yang tidak berpartisipasi
dalam pemilihan umum.

Tinjau alasan mereka menghindari pemilihan umum dan
dampaknya pada proses demokrasi.

Tinjau dampak ketidakpartisipasian dalam pemilihan umum
terhadap representasi politik dan kebijakan publik.
Identifikasi konsekuensi jangka panjang dari kurangnya
partisipasi warga negara.

Usulkan solusi atau strategi untuk meningkatkan partisipasi
warga negara dalam pemilihan umum.

Diskusikan peran sekolah dan lembaga pendidikan dalam
meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik.
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Soal Kelompok

a.

Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk meningkatkan
partisipasi warga negara dalam pemilihan umum?
Bagaimana sekolah dapat berperan dalam membentuk
kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara?
Apakah adanya hukuman atau insentif dapat meningkatkan
keterlibatan warga negara dalam kegiatan sosial dan
kemanusiaan? Mengapa atau mengapa tidak?

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Penanganan situasi di mana hak-hak dilanggar dan kewajiban warga

negara diabaikan menjadi aspek yang krusial dalam menjaga keadilan

dan kedaulatan hukum di suatu negara. Pemerintah memainkan

peran sentral dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan

perlindungan HAM. Bagian ini akan membahas berbagai tindakan

yang diambil oleh pemerintah untuk menangani situasi pelanggaran

hak serta pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran

Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

a.

Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif:

Pemerintah berupaya memperkuat sistem hukum dan
peradilan untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran
hak dapat ditangani dengan adil dan transparan. Peningkatan
kapasitas aparat penegak hukum, reformasi peradilan, dan
pemberdayaan lembaga-lembaga terkait menjadi bagian dari
strategi ini. Contohnya, reformasi peradilan seperti pembaruan
regulasi, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, dan
pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim dan jaksa.
Pengawasan dan Penegakan Hukum Internal

Pemerintah menetapkan mekanisme pengawasan internal

yang ketat di dalam lembaga-lembaga penegak hukum.
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Pembentukan lembaga independen untuk menilai kinerja
aparat penegak hukum, serta audit internal secara berkala,
menjadi bagian dari langkah-langkah ini. Hal ini bertujuan
untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan
memastikan akuntabilitas dalam penanganan kasus.

c. Kerjasama Internasional
Pemerintah  aktif berpartisipasi dalam  kerjasama
internasional untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak
yang melibatkan warga negaranya. Kerjasama ini melibatkan
pertukaran informasi, dukungan hukum, dan kolaborasi
dalam investigasi. Contohnya, bekerjasama dengan lembaga
HAM internasional dan organisasi non-pemerintah untuk
mendukung penyelidikan dan pengungkapan kebenaran.

d. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
Pemerintah berusaha meningkatkan pemahaman hukum
dan kesadaran masyarakat terkait hak serta kewajiban warga
negara. Program pendidikan hukum di sekolah-sekolah
dan kampanye informasi publik menjadi instrumen untuk
mencapai tujuan ini. Masyarakat yang paham akan hak dan
kewajibannya cenderung lebih aktif dalam melibatkan diri
dalam sistem hukum.

Tugas Mandiri

Sebagai tugas mandiri untuk siswa, mereka dapat menganalisis
kasus konkret yang terjadi di negara atau wilayah tertentu.
Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hak serta pengingkaran
kewajiban warga negara:

Padatahuntertentu, dialamikasus diskriminasi etnis di dalam
sistem pendidikan suatu negara. Sejumlah siswa dari kelompok
etnis tertentu mengalami perlakuan diskriminatif dalam bentuk
akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kurikulum yang
tidak mencerminkan keberagaman, dan perlakuan tidak adil di
sekolah.
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Siswa diharapkan melakukan analisis mendalam terhadap
kasus ini, termasuk identifikasi aspek hukum yang terlibat, peran
pemerintah dalam menanggapi kasus, dan implikasi jangka
panjang dari tindakan yang diambil atau belum diambil. Siswa
juga dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem
pendidikan dan perlindungan hak warga negara dalam konteks
kasus itu.

Dengan melakukan analisis kasus konkret, siswa dapat
mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang
kompleksitas penanganan kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara serta mempertajam
kemampuan mereka dalam merumuskan solusi yang berbasis
hukum dan berkeadilan.

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara, tindakan krusial yang harus diambil
adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya
pencegahan. Keterlibatan aktif warga negara tidak hanya
mencakup pengidentifikasian masalah, tetapi juga melibatkan
mereka dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Bagian
ini akan membahas berbagai strategi dan mekanisme yang dapat
digunakan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam
mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
a. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hak
Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran warga
negara tentang hak dan kewajiban mereka. Melalui
integrasi pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif,
sekolah dapat menjadi wahana efektif untuk menyebarkan
pemahaman mengenai hak asasi manusia, tata cara
melaporkan pelanggaran, dan peran masyarakat dalam
mencegahnya. Sebagai contoh, dalam struktur kurikulum
sekolah, dapat dimasukkan pengkajian mengenai situasi
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pelanggaran hak yang relevan beserta inisiatif-upaya
pencegahan yang bisa dilibatkan oleh masyarakat.

Pelibatan Aktif dalam Organisasi Sipil

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam
membangun partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat
aktif terlibat dalam organisasi-organisasi ini, yang fokus
pada hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Pemerintah
dapat memfasilitasi kerja sama antara organisasi-organisasi
ini dan warga negara dalam mengawasi pelanggaran hak
dan merancang program pencegahan yang efektif. Sebagai
contoh, kelompok hak asasi manusia lokal yang bekerja sama
dengan masyarakat dalam memonitor pemilihan umum
untuk mencegah intimidasi dan pelanggaran hak politik.
Sistem Pelaporan Publik yang Efektif

Pemerintah dapat memperkuat partisipasi masyarakat
melalui pengembangan sistem pelaporan publik yang
efektif. Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan
aman untuk melaporkan kasus pelanggaran hak. Contoh
implementasinya adalah platform pelaporan online yang
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Informasi
ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi dan
menanggapi cepat atas berbagai kasus pelanggaran hak yang
mungkin dialami di lapangan.

Pemberdayaan Komunitas Lokal

Pemberdayaan komunitas lokal juga sangat penting.
Pemerintah dapat memberdayakan warga negara dengan
memberikan pelatihan mengenai hak dan kewajiban mereka,
serta cara-cara untuk melibatkan diri dalam pencegahan
pelanggaran hak. Contoh positifnya adalah program
pelatihan di tingkat desa yang memberdayakan para
pemimpin lokal dan masyarakat untuk mengidentifikasi,
mencegah, serta melaporkan pelanggaran hak yang dialami
di lingkungan mereka.
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Kampanye Sosial dan Media Massa

Kampanye sosial dan media massa memiliki peran signifikan
dalam membentuk opini publik dan membangun partisipasi
masyarakat. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye yang
melibatkan masyarakat, seperti kampanye media sosial atau
kampanye iklan televisi, untuk meningkatkan kesadaran
dan membujuk masyarakat untuk terlibat aktif dalam
pencegahan pelanggaran hak. Contoh suksesnya adalah
kampanye nasional yang menggalang dukungan publik

untuk melawan diskriminasi gender.

Tugas Kelompok

a.

Dalam rangka mengidentifikasi upaya-upaya partisipasi
masyarakat, berikut adalah tugas kelompok yang dapat
dilakukan oleh siswa:

Analisis Program Pendidikan: Menganalisis efektivitas
program pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah
lokal. Bagaimana program ini dapat ditingkatkan untuk
lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam mencegah
pelanggaran hak?

Evaluasi Media Massa: Menilai peran media massa lokal
dalam membentuk opini publik mengenai hak dan kewajiban
warga negara. Bagaimana media massa dapat lebih efektif
dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat?
Studi Kasus Organisasi Sipil: Membuat studi kasus tentang
peran organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan
pelanggaran hak di lingkungan lokal. Bagaimana organisasi
ini dapat lebih diberdayakan untuk melibatkan lebih banyak
warga negara?

Analisis Sistem Pelaporan: Mengevaluasi efektivitas sistem
pelaporan yang ada. Bagaimana sistem ini dapat ditingkatkan
agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat?
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t.  Forum  Partisipatif: =~ Mengidentifikasi  forum-forum
partisipatif yang ada di komunitas lokal. Bagaimana
pemerintah dapat lebih mempromosikan dan mendukung

keberlanjutan forum-forum ini?

Melalui tugas kelompok ini, pelajar bisa mendapatkan
penguasaan yang lebih mendalam mengenai kontribusi
masyarakat dalam menghindari pelanggaran hak dan pengabaian
kewajiban warga negara. Selain itu, mereka dapat memberikan
saran untuk meningkatkan situasi lebih lanjut.

Rangkuman dan Refleksi

Bab I menghadirkan konten yang mendalam mengenai signifikansi
serta esensi hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka
Pancasila. Dalam pembahasannya, bab ini juga mengeksplorasi
kasus-kasus dimana terjadi pelanggaran hak dan kelalaian dalam
memenuhi kewajiban. Berikut adalah ringkasan dengan evaluasi dan
7 pertanyaan untuk merenung:

Pentingnya hak dan kewajiban warga negara sebagai pijakan
moral dalam membentuk kepribadian serta kontribusi personal
dalam kehidupan bersama.

Hak dianggap sebagai pemberian yang perlu dijaga, sementara
kewajiban diartikan sebagai tanggung jawab yang memperkuat dasar
keberlanjutan masyarakat.

Nilai-nilai dasar Pancasila mencerminkan hak dan kewajiban
warga negara yang menjadi fondasi kehidupan bersama, menciptakan
struktur sosial yang berdasarkan prinsip keadilan dan persatuan.

Substansi hak dan kewajiban dalam nilai instrumental
memberikan pengajaran mengenai pentingnya menerapkan nilai-
nilai Pancasila dalam tindakan kesehariannya, membentuk warga
negara yang memiliki integritas.

Seringkali, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dipicu
oleh ketidakpahaman, ketidaksetaraan, dan kegagalan dalam penegakan
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hukum. Kasus pelanggaran hak dapat melibatkan diskriminasi,
pembatasan kebebasan, atau penyalahgunaan hak asasi manusia.

Pengabaian kewajiban dapat terjadi dalam bentuk korupsi,
pelanggaran aturan, atau sikap acuh tak acuh terhadap tanggung
jawab sosial. Pemerintah diharapkan mengambil tindakan hukum,
merumuskan peraturan, dan mengadopsi pendekatan yang
komprehensif untuk menanggulangi kasus pelanggaran tersebut.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara.
Keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mencegah
pelanggaran, menciptakan kesadaran kolektif akan hak dan kewajiban
guna membentuk masyarakat yang adil.

Pertanyaan Reflektif

1. Bagaimana pengaruh makna hak dan kewajiban warga negara
terhadap perkembangan karakter individu dalam keseharian?

2. Apakah peran kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya
pelanggaran hak serta kelalaian dalam memenuhi kewajiban
warga negara?

3. Bagaimana gagasan hak dan kewajiban warga negara dapat
disatukan dalam perumusan kebijakan pemerintah?

Refleksi ini mengajak kita untuk merenung tentang makna,
esensi, serta contoh konkret dari pelanggaran hak dan kelalaian
dalam memenuhi kewajiban warga negara, sambil membangkitkan
kesadaran akan pentingnya terlibat secara aktif dalam membentuk
masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap
Mari kita introspeksi sejauh mana perilaku kita mencerminkan
peran sebagai warga negara yang selalu memperhatikan hak dan
kewajiban. Mohon lihat daftar perilaku di bawah ini dan isi kolom
kegiatan dengan tingkat frekuensi yang paling sesuai: selalu,
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sering, terkadang, atau tidak pernah, dengan menandai (x). Isi
dengan jujur dan sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Kadang- | Tidak

Al
kadang | Pernah s

No. Contoh Perilaku Selalu | Sering

Memberikan
1. | kontribusi uang untuk

kas kelas tepat waktu.

Menjalankan tugas
membersihkan
lingkungan secara
berkala.
Menyertakan sumber

referensi ketika
3. | mengambil kutipan

dari pendapat orang

lain.
4 Tkut serta dalam
" | pemilu
s Tidak mencontek saat

menghadapi ujian.

Selalu menggunakan
6. |helm saat berkendara

motor.

Berjalan di trotoar
ketika beraktivitas
sebagai pejalan kaki di
sepanjang jalan.
Melakukan ibadah

8. |sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan.
Tidak absen dari
sekolah tanpa

9. | memberikan
keterangan yang
detail.
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Pemahaman Materi

Ketika menjelajahi isi bab ini, tentu terdapat materi yang
Anda mengerti dengan lancar, sementara materi lain mungkin
menimbulkan kesulitan pemahaman. Oleh karena itu, evaluasilah
pemahaman Anda atas konten bab ini dengan menandai
kolom paham sepenuhnya, paham sebagian, dan belum paham

menggunakan tanda centang (V).

Tabel Pemahaman Diri dari BAB I

No. Sub Materi

Pemahaman Siswa

Pentingnya Hak dan Kewajiban

[ ] Sangat memahami [ | Cukup

Kelalaian Kewajiban

Warga Negara memahami [ ] Tidak memahami
5 Esensi Hak dan Kewajiban dalam | [ ] Sangat memahami [ | Cukup
" | Pancasila memahami [ ] Tidak memahami
; Pandangan Hak dan Kewajiban [ ] Sangat memahami [ ] Cukup
" | dalam Nilai Dasar Pancasila memahami [ ] Tidak memahami
4 Praktik Hak dan Kewajiban dalam | [ ] Sangat memahami [ | Cukup
" | Pelaksanaan Pancasila memahami [ ] Tidak memahami
5 Faktor Pelanggaran Hak dan [ ] Sangat memahami [ ] Cukup

memahami [ ] Tidak memahami

6. | Contoh Pelanggaran Hak Individu

[ ] Sangat memahami [ ] Cukup

memahami [ ] Tidak memahami

Contoh Kelalaian Kewajiban

[ ] Sangat memahami [ ] Cukup

Kewajiban Warga Negara

& Warga Negara memahami [ ] Tidak memahami
N Langkah Pemerintah dalam [ ] Sangat memahami [ ] Cukup
" | Mengatasi Pelanggaran Hak memahami [ ] Tidak memahami
Partisipasi Masyarakat dalam [ ] Sangat paham [ ] Cukup paham [ ]
Mencegah Pelanggaran Tidak Paham
9 Pemahaman Hak dan Kelalaian [ ] Sangat memahami [ ] Cukup

memahami [ | Tidak memahami

Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Warga Negara

[ ] Sangat memahami [ | Cukup
memahami [ | Tidak memahami

Siswa diminta untuk menandai kotak yang sesuai dengan
tingkat pemahaman mereka terhadap setiap sub materi.

Jika Anda memahami materi dengan sangat baik, mungkin
Anda ingin meminta guru untuk memberikan materi pengayaan

guna memperdalam pemahaman Anda. Di sisi lain, jika
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pemahaman Anda tergolong sebagian atau belum memadai,
Anda disarankan untuk berkomunikasi dengan guru, meminta
penjelasan lebih lanjut, supaya bisa menguasai materi yang
sebelumnya kurang dikuasai dengan lebih cepat.

Proyek Kewarganegaraan
Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negar
Pertama-tama, pelajar akan dikelompokkan menjadi tim kecil.
Masing-masing tim akan memilih satu kasus pelanggaran hak
atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban warga negara dari
BAB I sebagai fokus dari proyek mereka.
a. Pemilihan Kasus:
»  Diskusi kelompok untuk memilih satu kasus dari BAB I.
e  Menetapkan peran masing-masing anggota kelompok.

b. Penelitian dan Analisis:
« Masing-masing anggota kelompok meneliti lebih lanjut
tentang kasus yang dipilih.
«  Menganalisis penyebab kasus dan dampaknya terhadap
individu dan masyarakat.

c. Penyusunan Laporan:
« Ringkasan kasus yang dipilih.
o Analisis penyebab terjadinya pelanggaran atau
pengingkaran.
o  Dampak kasus tersebut atas hak serta kewajiban warga
negara.
« Potensi solusi atau langkah-langkah perbaikan.

d. Presentasi Proyek:
o  Setiap kelompok menyajikan laporan proyeknya kepada
kelas.
o Menyampaikan hasil penelitian dan analisis dengan
menggunakan visual seperti slide presentasi.
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Evaluasi:

o Mengukur kontribusi masing-masing anggota dalam
penelitian dan presentasi.

o Menilai tingkat pemahaman kelompok terhadap kasus
yang dipilih.

Refleksi:

« Apayang mereka pelajari dari kasus yang dipilih?

« Bagaimana pengalaman ini memperkaya pemahaman
mereka terkait hak dan kewajiban warga negara?

Tindak Lanjut:

Mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendiskusikan

bagaimana masyarakat dapat mencegah kasus serupa dan

meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban warga negara.
Proyek ini dirancang untuk mengembangkan

pemahaman siswa tentang konsep hak dan kewajiban warga

negara melalui aplikasi praktis dalam kasus nyata.

E. Uji Kompetensi BAB1

SOAL PILIHAN GANDA

1.
a.
b.
C.
d.
2.

Apa yang menjadi fokus utama pada BAB I buku ini?

Penyebab Pelanggaran Hak

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kasus

Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila

mencakup aspek:

a.

b.
c.
d

Etika dan Moral
Politik dan Hukum
Ekonomi dan Sosial
Semua jawaban benar
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3. Apayangdimaksud dengan nilai instrumental Sila-Sila Pancasila?

a. Nilai yang bersifat dasar

b. Nilai yang bersifat turunan
c. Nilai yang bersifat konkrit
d. Nilai yang bersifat abstrak

4. Kasus pelanggaran hak warga negara dapat terjadi melalui:

a. Tindakan diskriminatif
b. Pungutan liar

c. Penipuan

d. Semua jawaban benar

Mengapa pemahaman hak dan kewajiban warga negara penting?
a. Untuk menegakkan keadilan

b. Untuk menciptakan kedamaian

c.  Untuk membangun negara yang berkeadilan sosial

d. Hanyaadanb

Apa yang menjadi langkah konkrit dalam penanganan kasus
pelanggaran hak oleh pemerintah?

a. Penegakan hukum

b. Pembentukan kebijakan

c. Melibatkan masyarakat

d. Hanyaadanb

Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat
mencakup:

a. Pungutan liar

b. Penipuan

c. Tindakan diskriminatif

d. Hanyabdanc

Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?

a. Melalui kegiatan sosial

b. Mengawasi kebijakan pemerintah
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c.  Memberikan edukasi
d. Semua jawaban benar

9. Apa yang menjadi dampak negatif dari pengingkaran kewajiban
warga negara terhadap stabilitas masyarakat?
a. Konflik sosial
b. Ketidaksetaraan
c. Ketidakadilan
d. Hanyaadanb

10. 1Mengapa penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk
bersama-sama menangani kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara?

a. Untuk menciptakan keadilan

b. Untuk memperkuat stabilitas masyarakat
c.  Untuk menghindari konflik sosial

d. Hanyabdanc

Soal Essay

1. Jelaskan secara detil mengapa pemahaman terkait hak dan
kewajiban warga negara memiliki signifikansi besar dalam proses
pembangunan suatu negara.

2. Gambarkan bagaimana hak dan kewajiban warga negara
tercermin dalam nilai dasar Sila-Sila Pancasila. Berikan contoh
konkret yang mendukung setiap Sila.

3. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Sertakan contoh kasus yang relevan untuk mendukung argumen
Anda.

4. Diskusikan berbagai tindakan yang dapat diambil oleh
pemerintah untuk memproses kasus pelanggaran hak warga
negara. Jelaskan juga kendala-kendala yang mungkin dihadapi.

5. Jelaskan secara menyeluruh bagaimana masyarakat dapat

berperan aktif dalam mencegah pelanggaran hak dan
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pengingkaran kewajiban warga negara. Berikan contoh nyata
untuk mendukung argumen Anda.

Soal Uraian

1.

Terangkan mengapa pemahaman mengenai hak dan kewajiban
warga negara merupakan fondasi utama dalam pembentukan
masyarakat yang adil dan beradab. Bagaimana pemahaman ini
dapat memperkuat identitas nasional?

Jelaskan relevansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai
dasar Sila-Sila Pancasila. Sejauh mana implementasi nilai-nilai
ini dapat membentuk karakter warga negara yang berkualitas?

Analisis secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penyebab
pelanggaran hak warga negara. Bagaimana faktor-faktor tersebut
dapat diatasi dan dicegah untuk mencegah pelanggaran hak?

Jelaskan dampak negatif dari pelanggaran hak terhadap stabilitas
masyarakat. Bagaimana pelanggaran hak dapat merusak
keharmonisan dan keadilan dalam suatu komunitas?

Tinjau peran pemerintah dan masyarakat dalam memproses
kasus pelanggaran hak. Sejauh mana keterlibatan masyarakat
dapat memperkuat upaya pemerintah dan sebaliknya? Bagaimana
sinergi keduanya dapat dioptimalkan?
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PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA

elamat datang dalam Bab 2 buku ajar Pendidikan Pancasila dan
SKewarganegaraan (PPKN) untuk Kelas 12 SMA ini yang akan
membahas dengan mendalam tentang "Perlindungan dan Penegakan
Hukum di Indonesia.” Bab ini bakal mengajak kita untuk menjelajahi
lebih dalam mengenai fondasi, perkembangan, dan tantangan dalam
sistem hukum Indonesia yang dirancang untuk melindungi dan
menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang dinamis.
Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia memiliki sistem
hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga penegak
hukum. Dalam bab ini, kita akan mempelajari peran kunci lembaga-
lembaga tersebut, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan,
dan bagaimana mereka bersinergi untuk menciptakan sistem hukum

yang efektif.
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Gambar 2.1 Simbol peradilan

Sumber: www.pasti.co.id

Melalui pemahaman mendalam tentang sejarah perkembangan
sistem hukum di Indonesia, kita akan melihat bagaimana demokrasi,
hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan, menjadi pilar utama
dalam perumusan dan penegakan hukum. Penanganan kasus-kasus
penting dan perubahan-perubahan signifikan dalam regulasi hukum
juga akan menjadi bagian dari eksplorasi kita.

Tetapi, bukan hanya tentang struktur dan peraturan hukum,
bab ini juga bakal membahas secara kritis berbagai tantangan yang
dihadapi sistem hukum Indonesia. Mulai dari permasalahan korupsi,
peradilan yang lamban, hingga tantangan global seperti kejahatan
siber dan perdagangan manusia, kita akan membahas bagaimana
negara terus beradaptasi untuk menjawab dinamika zaman.

Bab ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang
aspek-aspek teknis hukum semata, tetapi juga untuk membangun
kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya peran
masyarakat dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum.
Keterlibatan aktif warga negara dalam menegakkan hukum adalah
kunci bagi keberhasilan setiap sistem hukum.
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Semoga bab ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi
pembaca mengenai perlindungan dan penegakan hukum diIndonesia.
Mari kita bersama-sama menjelajahi kompleksitas dan dinamika
sistem hukum, serta memahami bahwa setiap warga negara berperan
strategis dalam menjaga keadilan serta ketertiban di Indonesia yang
kita cintai. Selamat membaca!

A. Prinsip dan Pelaksanaan Perlindungan serta
Penegakan Hukum di Indonesia

1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Dasar utama untuk menjaga ketertiban dan keadilan di suatu
negaraterletak pada perlindungan dan penegakan hukum. Konsep
ini melibatkan rangkaian prinsip, nilai, serta tindakan yang
diformulasikan untuk melindungi hak-hak individu, mencegah
pelanggaran hukum, dan menegakkan aturan serta norma
yang berlaku. Dalam ranah Indonesia, prinsip dan pelaksanaan
perlindungan dan penegakan hukum mencerminkan keseriusan
negara terhadap supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan
perlindungan hak asasi manusia.

Gambar 2.2 Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan

Sumber: www.merdeka.com
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Supremasi Hukum dan Keadilan

Prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama bagi
upaya perlindungan serta penegakan hukum di Indonesia.
Dengan kata lain, setiap tindakan, termasuk yang pemerintah
lakukan, wajib mematuhi hukum dan tidak boleh melanggar
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penerapan supremasi
hukum memastikan bahwa semua warga negara berada di
bawah aturan yang sama, tanpa kecuali. Contohnya dapat
dilihat dalam kasus perkara yang diadili di pengadilan, di
mana setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan
diri dan mendapatkan keadilan.

Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Individu

Upaya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia
juga mencakup aspek perlindungan atas HAM. Hak-hak asasi
manusia dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-
undangan, dengan sistem hukum Indonesia berkomitmen
untuk melindungi hak-hak tersebut. Contohnya, penegakan
hukum terhadap diskriminasi, penindasan, atau kekerasan
adalah langkah-langkah konkret untuk menjaga hak asasi
manusia setiap individu.

Pencegahan Pelanggaran Hukum dan Sanksi Hukum

Aspek pencegahan pelanggaran hukum menjadi esensial
dalam konsep ini. Pemerintah dan lembaga penegak hukum
berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan
menyusun peraturan yang jelas, memberikan edukasi kepada
masyarakat, dan menciptakan mekanisme pengawasan. Di
samping itu, sanksi hukum diterapkan sebagai alat untuk
menegakkan aturan dan memberikan konsekuensi kepada
pelaku pelanggaran. Sebagai contoh, dalam penanganan
praktik korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
sanksi tegas diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum.
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d. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum
Upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat
mencapai efektivitasnya tanpa partisipasi aktif masyarakat.
Konsep ini menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat
dalam memberikan informasi, mendukung upaya penegakan
hukum, dan berperan sebagai kontrol sosial. Contoh
positifnya adalah ketika masyarakat secara aktif melibatkan
diri dalam pengawasan pemilihan umum atau memberikan
informasi terkait kasus kriminal kepada pihak berwenang.

e. Integritas dan Akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum
Integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum
merupakan pondasi kuat dalam hakikat perlindungan dan
penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga-lembaga ini tergantung pada transparansi, efisiensi,
dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Contoh
implementasinya adalah langkah-langkah yang diambil
untuk memastikan independensi Kejaksaan Agung atau
Komisi Polisi Nasional.

Contoh Kasus: Penanganan Kasus HAM dan Transparansi

Sebagai ilustrasi konsep tersebut, kita dapat merinci penanganan
kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Proses pengadilan
dan sanksi yang diberikan kepada pelaku merupakan bentuk
perlindungan dan penegakan hukum. Kasus-kasus ini juga
menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam
memberikan kesaksian dan mendukung proses hukum.

Tugas Pribadi

Sebagai pekerjaan individu, siswa diajak untuk meneliti landasan
hukum mengenai perlindungan dan penegakan hukum di
Indonesia dengan merujuk kepada banyak sumber. Mereka dapat
merinci konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan
yang menopang sistem hukum, serta mencari informasi dari
putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan melakukan
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tugas ini, siswa akan lebih memahami fondasi hukum yang
membentuk hakikat perlindungan dan penegakan hukum di
Indonesia.

Tugas Mandiri

Perlindungan dan implementasi hukum merupakan hasil dari
fondasi hukum yang kukuh. Sekarang, mari kita mencari laporan
dari banyak sumber, misalnya buku ataupun internet, mengenai
dasar hukum terkait perlindungan serta penegakan hukum.
Catatlah temuan-temuan Anda pada tabel berikut.

No. Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Selamat datang dalam pembahasan yang sangat penting dan

relevan, teman-teman! Kita akan membahas mengenai hakikat

dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini

bukan sekadar materi pelajaran, melainkan kunci untuk

memahami bagaimana sistem hukum di negara kita bekerja

untuk melindungi hak dan menjaga ketertiban.

a. Menjaga Keadilan dan Kesetaraan
Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang
pertama adalah menjaga keadilan dan kesetaraan di
antara kita semua. Pikirkan tentang hukum sebagai garda
terdepan yang melindungi setiap individu dari segala
lapisan masyarakat. Saat hukum diterapkan dengan benar,
tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan latar belakang, jenis
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kelamin, atau status sosial. Semua orang, tanpa terkecuali,
mendapatkan perlindungan yang sama dan hak yang setara.

Contoh konkretnya dapat kita lihat dalam kasus-kasus
diskriminasi gender. Hukum bekerja untuk melindungi hak-
hak perempuan, mencegah diskriminasi di tempat kerja, dan
memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang
tanpa terbatas oleh stereotip gender.
Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Selainitu, perlindungan dan penegakan hukum jugaberperan
besar dalam mencegah pelanggaran HAM. Kita semua tahu
bahwa setiap individu memiliki hak yang mendasar sebagai
manusia. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, negara
memiliki dasar untuk melindungi hak-hak tersebut.

Misalnya, ketika negara mengambil tindakan terhadap
tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi
lainnya, itu adalah contoh konkret bagaimana hukum bekerja
untuk melindungi martabat manusia. Mahkamah Hak Asasi
Manusia PBB memberikan pedoman global, dan Indonesia,
sebagai anggota PBB, terlibat aktif dalam memastikan hak
asasi manusia dilindungi secara efektif.
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Peran ketiga yang tak kalah penting adalah menjaga
ketertiban dan keamanan masyarakat. Bayangkan hidup
di suatu tempat tanpa aturan hukum yang jelas. Kita
mungkin akan hidup dalam kekacauan, tanpa kepastian,
dan kebebasan kita bisa terancam. Oleh karena itu, hukum
bekerja sebagai <pemelihara ketertiban> masyarakat. Ini
mencakup segala sesuatu mulai dari menegakkan peraturan
lalu lintas hingga mengatasi kasus kriminal yang mungkin
terjadi di sekitar kita.

Contoh konkretnya bisa kita lihat dalam kebijakan
penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini
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bukan sekedar bagi menegakkan aturan, melainkan untuk
menjaga keselamatan setiap individu di jalan raya.
Menegakkan Aturan dan Norma-Norma Sosial

Keempat, perlindungan dan penegakan hukum juga
bertujuan untuk menegakkan aturan dan norma-norma
sosial di masyarakat kita. Tanpa adanya aturan, kita
mungkin kehilangan panduan dalam berinteraksi satu sama
lain. Hukum menciptakan landasan bersama yang kita ikuti,
memberikan batasan-batasan dalam berkomunikasi dan
berperilaku.

Contoh nyata bisa dilihat dalam kasus-kasus
penyelesaian konflik atau perselisihan yang melibatkan hak
kepemilikan atau bisnis. Hukum memberikan cara yang
jelas untuk menyelesaikan masalah dan memberi kepastian
hukum untuk seluruh pihak yang terlibat.

Menjaga Integritas Sistem Hukum

Terakhir, peran penting perlindungan dan penegakan hukum
adalah menjaga integritas sistem hukum itu sendiri. Hukum
haruslah dipandang sebagai sesuatu yang adil dan dapat
diandalkan. Proses peradilan yang transparan, hukuman
yang setimpal, dan independensi lembaga penegak hukum
adalah kunci untuk memastikan bahwa kita semua memiliki
keyakinan pada sistem hukum yang berlaku.

Contoh nyata adalah bagaimana lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) beroperasi di Indonesia.
Mereka berperan besar dalam memberantas korupsi dan
menjaga integritas hukum di negara kita.

Mari kita mencuri pandangan dari Mahatma Gandhi,
pemimpin besar dari India. Beliau pernah mengatakan,
"Hukum yang tidak adil sama buruknya dengan ketiadaan
hukum." Dengan perkataan ini, Gandhi mengingatkan
kita bahwa hukum bukan hanya tentang eksistensinya,
tetapi juga tentang keadilan yang dihasilkannya. Gagasan
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ini mendorong kita untuk memastikan bahwa setiap
hukum yang dibuat dan diterapkan benar-benar adil dan
mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

Tugas Pribadi

Baca sebuah berita terkini yang melibatkan hukuman mati dalam

konteks hukum di Indonesia. Setelah membaca, kerjakan analisis

dengan mengeksplorasi beberapa pertanyaan berikut:

a.

Apa latar belakang kasus yang mengakibatkan hukuman
mati?

Apakah kasus tersebut memiliki aspek-aspek kontroversial
atau konteks yang mendalam?

Bagaimana hukuman mati dalam kasus ini mencerminkan
konsistensi dalam sistem hukum Indonesia?

Apakah ada preseden atau kasus sebelumnya yang serupa
yang telah dihukum mati?

Sejauh mana hukuman mati dalam kasus ini memperhatikan
dan melindungi HAM?

Adakah isu HAM yang muncul dalam proses hukum kasus
ini?

Bagaimana reaksi masyarakat terhadap hukuman mati
dalam kasus ini?

Apakah terdapat perbedaan pendapat di kalangan publik
mengenai hukuman mati?

Sejauh mana hukuman mati dianggap sebagai efektif dalam
mencegah kejahatan serupa di masa depan?

Apakah ada bukti empiris yang mendukung atau menentang
efektivitas hukuman mati?

Apakah ada alternatif hukuman yang dapat dianggap sebagai
pengganti hukuman mati dalam kasus ini?

Bagaimana alternatif tersebut dapat mencerminkan
kebijakan hukum yang lebih humanis?
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B. Fungsi Lembaga Penegak Hukum untuk
Menjaga Keadilan dan Kedamaian

1. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri merupakan salah satu badan penegak hukum yang

memegang peran utama dalam memastikan keamanan,

ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam

konteks ini, Polri menjalankan berbagai fungsi dan tanggung

jawab yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan

dan kedamaian dalam masyarakat.

a.

Pencegahan dan Penanganan Kejahatan
Peran utama Polri adalah mencegah dan menanggulangi
berbagai bentuk kejahatan. Melalui kehadiran yang aktif di
berbagai lapisan masyarakat, Polri dapat mengidentifikasi
potensi kejahatan serta memberikan respons cepat terhadap
situasi yang mengancam keamanan. Contohnya, Polri
secara rutin melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan
kriminalitas, seperti area perkotaan atau daerah yang dikenal
dengan tingkat kejahatan tinggi

UU yang mengatur peran ini antara lain UU No.
2 Tahun 2002 terkait Polri. Dalam UU itu, diterangkan
bahwasanya Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan
tugas pencegahan dan penanganan kejahatan guna menjaga
keamanan serta ketertiban masyarakat.
Penegakan Hukum dan Penyidikan
Polri juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum
dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum.
Dalam hal ini, Polri memiliki kekuasaan untuk menangkap
dan membawa pelaku kejahatan ke jalur peradilan. Proses
penyidikan harus dilakukan secara profesional dan
transparan guna memastikan keadilan bagi semua pihak
yang terlibat.
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Contoh konkret dari peran ini adalah ketika Polri
berhasil membongkar sindikat narkotika atau mengungkap
kasus korupsi di lingkungan pemerintahan. Tindakan tegas
dan terukur Polri dalam hal ini menciptakan rasa keadilan di
mata masyarakat.

Penanganan Konflik Sosial

Polri tidak hanya terlibat dalam penanganan kejahatan
kriminal, tetapi juga berperan dalam menangani konflik
sosial. Dalam situasi konflik antarindividu atau kelompok,
Polri dapat melakukan mediasi dan menciptakan dialog
untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Hal ini sesuai
dengan prinsip-prinsip kepolisian berkeadilan yang
menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara preventif
dan rekreatif.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Polri dalam
menjalankan fungsi-fungsi di atas sangat tergantung
pada profesionalisme, integritas, dan independensinya.
Oleh karena itu, UU No. 2 Tahun 2002 juga menekankan
pentingnya kepolisian yang bebas dari intervensi politik dan
kepentingan tertentu.

Gambar 2.3 Petugas polisi tengah melakukan inspeksi lokasi
kejadian

sumber:www.antarafoto.com

BAB 2

51



http://www.antarafoto.com/

d. Pemberdayaan Masyarakat

Polri tak hanya menjalankan tugas sebagai lembaga
penegak hukum, melainkan juga berperan sebagai kawan
sejati bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi
peran tambahan yang diemban Polri dalam menjalankan
tugasnya. Dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat,
Polri dapat lebih efektif dalam pencegahan kejahatan dan
menanggulangi masalah sosial yang kompleks.

Contoh implementasi dari pemberdayaan masyarakat
adalah program-program sambang desa, pertemuan dengan
komunitas, dan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan
Polri. Melalui kehadiran yang akrab dengan masyarakat,
Polri dapat lebih mudah mendeteksi potensi konflik serta
merespons permasalahan yang ada.

Dampak dan Tantangan

Meskipun Polri memiliki peran yang sangat penting, namun
tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga ini juga dihadapkan pada
sejumlah tantangan. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus
senantiasa menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum
dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, tuntutan akan
transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan masyarakat menjadi
faktor krusial dalam memastikan bahwa Polri dapat menjalankan
perannya secara efektif.

Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI mempunyai peran yang utama sekali dalam
kerangka peradilan di Indonesia sebagai salah satu lembaga
penegak hukum. Peran Kejaksaan RI mencakup berbagai aspek,
dari penegakan hukum, penuntutan, hingga pemberantasan
tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, mari eksplorasi secara
rinci bagaimana Kejaksaan RI berkontribusi dalam menjamin
keadilan dan kedamaian di masyarakat.
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Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara
Peran utama Kejaksaan RI terletak pada proses penuntutan
dan pemeriksaan perkara pidana. Kejaksaan memiliki
wewenang untuk mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan
oleh penyidik kepolisian dan memutuskan apakah perkara
tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.
Kejaksaan bekerja dengan prinsip independensi dan
objektivitas untuk memastikan bahwa keputusan penuntutan
didasarkan pada hukum dan keadilan.

Contoh konkret dari peran ini adalah ketika Kejaksaan
RI menangani kasus-kasus besar, seperti tindak pidana
korupsi yang melibatkan pejabat publik atau swasta. Dalam
hal ini, Kejaksaan harus menyajikan bukti-bukti yang kuat
dan merinci dalam persidangan untuk memastikan bahwa
keadilan ditegakkan.
Pemulihan Kerugian Negara
Kejaksaan RI juga memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana.
Jika seseorang dinyatakan bersalah, Kejaksaan memiliki
kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata guna
mendapatkan ganti rugi bagi negara. Tindakan ini tidak
hanya menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan,
tetapi juga mengembalikan aset negara yang telah dirugikan.

Undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU No
31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tipikor. Dalam UU
tersebut diterangkan mekanisme pemulihan kerugian negara
dan kewajiban Kejaksaan RI untuk melaksanakannya.
Pendampingan dalam Proses Peradilan
Kejaksaan RI juga berperan sebagai pendamping dalam
proses peradilan. Dalam hal ini, jaksa memberikan bantuan
hukum kepada penyidik kepolisian dan memberikan
panduan teknis kepada hakim dalam persidangan.
Keterlibatan Kejaksaan RI membantu memastikan bahwa
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proses peradilan berjalan lancar dan sesuai dengan norma
hukum yang berlaku.

Contoh dari peran ini adalah ketika Kejaksaan RI
memberikan klarifikasi hukum kepada hakim dalam kasus-
kasus yang kompleks, seperti pelanggaran hak asasi manusia
atau tindak pidana transnasional. Kejaksaan RT harus mampu
menguraikan secara detil fakta-fakta hukum yang relevan
untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil.

d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan kejahatan korupsi menjadi fokus utama
Kejaksaan RI untuk mendukung upaya pemerintah
menciptakan tatakelolapemerintahan yangbersih. Kejaksaan
RI memiliki bagian khusus, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus, yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus
korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan RI berkolaborasi dengan
KPK untuk menyelidiki, menuntut, serta memberantas
Tipikor.

Peraturan yang terkait dengan peran ini mencakup
berbagai undang-undang, seperti UU No 20 Tahun 2001
terkait Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 terkait
Pemberantasan Tipikor. Peraturan ini mengatur berbagai
aspek pemberantasan korupsi, termasuk tugas dan
wewenang Kejaksaan RI.

Dampak dan Tantangan

Kejaksaan RI memiliki dampak positif yang signifikan dalam
menjaga keadilan dan kedamaian di masyarakat. Melalui
penuntutan yang cermat, pemulihan kerugian negara, dan
pemberantasan korupsi, Kejaksaan RI berkontribusi dalam
menciptakan lingkungan hukum yang bersih dan adil. Namun,
tantangan seperti tekanan politik, kebutuhan akan sumber
daya yang memadai, dan kompleksitas kasus-kasus hukum
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memerlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan

efektivitas Kejaksaan RI.

Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki peran

sentral dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan serta

kedamaian di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim

harus memiliki independensi, integritas, dan kebijaksanaan

untuk mengambil keputusan yang adil berdasarkan hukum dan

keadilan.

a. Interpretasi dan Penerapan Hukum
Peran utama hakim adalah menginterpretasikan dan
menerapkan hukum dalam setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Hakim harus memiliki pemahaman mendalam
terhadap norma hukum dan memberikan kejelasan
dalam menafsirkan undang-undang untuk memastikan
keputusan yang sesuai dengan keadilan. Misalnya, dalam
kasus pelanggaran hak asasi manusia, hakim harus
mampu mengaplikasikan norma hukum yang relevan dan
memberikan keputusan yang menghormati dan menjaga
hak-hak individu.

Undang-undang yang mengatur peran hakim dalam
interpretasi dan penerapan hukum antara lain UU No 48
Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU itu,
diterangkan prinsip-prinsip dan norma yang wajib diikuti
oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penyelesaian Sengketa
Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan
sengketa yang diajukan kepadanya secara adil dan efektif.
Proses persidangan harus dilakukan dengan transparansi,
dan hakim harus memastikan bahwa seluruh pihak yang
terlibat mempunyai akses yang sama terhadap keadilan.
Contoh nyata adalah ketika hakim menangani sengketa
tanah antara dua pihak yang berselisih. Hakim harus mampu
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menggali fakta, menilai bukti, dan memberikan keputusan
yang adil untuk mengakhiri sengketa tersebut.
Perlindungan HAM dan Kedaulatan Hukum

Hakim juga memiliki peran strategis dalam melindungi
hak asasi manusia (HAM) dan memastikan kedaulatan
hukum di negara. Dalam keputusannya, hakim harus selalu
memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar,
dan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ketika
hakim menangani kasus pelanggaran HAM, mereka harus
memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan
pelaku dihukum sesuai dengan hukum.

Pembinaan dan Pengembangan Profesi Hukum

Selain berperan dalam peradilan, hakim juga memiliki
tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan
profesi hukum. Hal ini termasuk memberikan pembinaan
kepada para calon hakim, memastikan etika dan integritas
profesi, serta berkontribusi dalam pengembangan hukum
melalui putusan-putusan yang memberikan preceden
hukum. UU yang terkait dengan pembinaan profesi hukum
antara lain UU No 14 Tahun 2005 mengenai Mahkamah
Agung.

Pengawasan terhadap Penegakan Hukum

Hakim juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap
penegakan hukum. Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung
jawab untuk meninjau keabsahan proses penyidikan
dan menilai apakah bukti yang diajukan memadai
untuk menghukum seseorang. Hakim yang bersifat
independen dapat menjadi alat pengawas terhadap potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penegak hukum

lainnya.
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Dampak dan Tantangan

Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki
dampak besar terhadap keadilan dan kedamaian di masyarakat.
Keputusan-keputusan hakim menciptakan preseden hukum,
membentuk norma hukum, dan memberikan keyakinan kepada
masyarakat bahwa sistem peradilan bekerja secara adil. Meskipun
demikian, tantangan seperti tekanan eksternal, korupsi, dan
kurangnya sumber daya dapat mempengaruhi independensi dan
kredibilitas hakim.

Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Advokat, atau pengacara, memegang peran krusial dalam sistem
peradilan untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak warga
negara, dan mengamankan kedamaian dalam suatu masyarakat.
Keberadaan advokat diatur oleh UU dan mempunyai peran serta
tanggung jawab tertentu yang diarahkan untuk memberikan

dukungan hukum kepada individu, kelompok, atau masyarakat
secara keseluruhan.
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Gambar 2.5: Pengacara atau konsultan hukum juga termasuk di antara
mereka yang bertugas menegakkan hukum.

sumber: www.hukumonline.com

a. Pemberian Bantuan Hukum
Peran utama advokat adalah memberi bantuan hukum
kepada seseorang yang memerlukan. Advokat hadir untuk
memberikan nasihat hukum, membantu dalam penyusunan
dokumen-dokumen hukum, dan mewakili kliennya di
berbagai tingkat pengadilan. Dalam konteks penegakan
hukum, advokat dapat membantu korban pelanggaran hak
untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Mereka
memberikan dukungan, menyampaikan informasi hukum,
dan memastikan bahwa hak-hak klien diakui dan dilindungi.
Contoh: Seorang advokat dapat membantu korban
kekerasan domestik dalam menyusun pengajuan gugatan
perceraiannya, memberikan perlindungan hukum, dan
mewakili kliennya di persidangan untuk memastikan bahwa
keadilan ditegakkan.
b. Penyelidikan dan Persiapan Kasus
Advokat memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki
kasus yang mereka tangani dan mempersiapkan argumen
hukum yang solid. Mereka harus memahami fakta-fakta
kasus dengan seksama, menganalisis bukti-bukti yang
ada, dan merancang strategi untuk meraih kemenangan di
pengadilan. Persiapan kasus yang cermat menjadi kunci
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kesuksesan dalam menegakkan hukum dan memastikan
bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.

Contoh: Seorang advokat yang menangani kasus pidana
harus memeriksa secara detil bukti-bukti yang diajukan oleh
penyidik, mengidentifikasi kelemahan dalam kasus tersebut,
dan merancang strategi pembelaan yang efektif.

Pembelaan di Pengadilan

Peran yang paling terlihat dari advokat adalah ketika
mereka memberikan pembelaan di pengadilan. Advokat
mewakili kliennya, menyajikan argumen hukum, dan
berinteraksi dengan hakim serta pihak-pihak terkait lainnya.
Keberhasilan advokat dalam membela klien mereka di
pengadilan adalah gambaran langsung dari kemampuan
mereka dalam menegakkan hukum dengan adil.

Contoh: Seorang advokat pidana harus mampu
menyusun argumen yang meyakinkan, menjelaskan
fakta-fakta yang mendukung kliennya, dan menanggapi
pertanyaan dari jaksa penuntut atau hakim dengan tegas dan
bijaksana.

Penjaga Hukum dan Pemangku Kepentingan Sosial
Advokat berfungsi sebagai penjaga hukum yang menjaga
agar proses hukum berlangsung sesuai dengan aturan
dan prinsip-prinsip keadilan. Mereka memiliki kewajiban
etika untuk mematuhi kode etik profesi advokat dan
memastikan integritas sistem peradilan. Selain itu, advokat
juga dapat menjadi pemangku kepentingan sosial yang
aktif, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan hukum,
dan menyumbangkan pandangan hukum mereka untuk
meningkatkan kualitas hukum dan keadilan dalam
masyarakat.

Contoh: Advokat dapat memberikan pendapat hukum
mereka terkait draft undang-undang yang diajukan di
parlemen, berpartisipasi dalam kegiatan advokasi untuk
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hak-hak warga negara, atau memberikan pelatihan hukum
kepada masyarakat.
e. Keberadaan Advokat yang Diatur Undang-Undang

Di Indonesia, keberadaan advokat diatur oleh Undang-
Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. UU ini memberikan
kerangka hukum yang mengatur pendidikan advokat,
persyaratan keanggotaan, etika profesi, dan kewajiban
advokat dalam memberikan bantuan hukum. Melalui
regulasi ini, negara memastikan bahwa praktik advokasi
dijalankan dengan standar etika yang tinggi serta memberi
perlindungan hukum yang optimal untuk masyarakat.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Memberantas praktik korupsi menjadi salah satu elemen krusial
dalam menjaga keadilan dan perdamaian di suatu negara. Di
Indonesia, tugas penanggulangan korupsi diberikan kepada
KPK. Bagian ini akan membahas secara komprehensif peran
KPK, melibatkan aspek tugas dan wewenang yang dimilikinya.
Ujian Tindakan Pidana Korupsi (KPK) dibentuk sesuai UU
No. 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tipikor. KPK
berfungsi sebagai entitas independen yang diberi wewenang
untuk menjalankan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan
atas kejahatan korupsi. Fokus utamanya adalah memberantas
praktek korupsi yang merasuki berbagai lapisan masyarakat dan
sektor pemerintahan.
a. Tugas KPK
1) Penyelidikan: Tugas utama KPK adalah melakukan
penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi dan
bukti untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup
untuk memulai penyidikan lebih lanjut.
2) Penyidikan: Setelah melalui tahap penyelidikan,
KPK mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
penyidikan atas kasus-kasus korupsi. Pada fase ini,
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3)

4)

lembaga tersebut dapat melaksanakan penggeledahan,
pemanggilan saksi, dan pengumpulan bukti untuk
membangun dasar hukum sebuah kasus.
Penuntutan: KPK dapat melakukan penuntutan
terhadap pelaku korupsi di pengadilan. Proses ini
mencakup penyusunan dakwaan, persiapan sidang, dan
memberikan argumen untuk membuktikan kesalahan
terdakwa di hadapan hakim.

Pencegahan: Selain aspek penegakan hukum, KPK juga
memiliki tugas pencegahan korupsi. Ini melibatkan
kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan
dan masyarakat sipil untuk menerapkan sistem dan
kebijakan yang mengurangi potensi korupsi.

Wewenang KPK

1)

2)

3)

4)

Penyadapan: KPK memiliki wewenang untuk
melakukan penyadapan sebagaibagian dari penyelidikan
atau penyidikan korupsi. Namun, penyadapan ini
harus memenuhi standar hukum dan mendapatkan
persetujuan dari pengadilan.

Penggeledahan: Untuk mengumpulkan bukti, KPK
dapat melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang
dianggap terkait dengan kasus korupsi. Penggeledahan
dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Pemanggilan dan Penahanan: KPK memiliki wewenang
untuk memanggil saksi dan terdakwa dalam rangka
penyidikan. Selain itu, KPK dapat melakukan penahanan
terhadap tersangka korupsi sesuai dengan prosedur
hukum yang ditetapkan.

Kerjasama Internasional: KPK dapat bekerja sama
dengan lembaga penegak hukum dari negara lain untuk
mengatasi tipikor yang melibatkan unsur internasional.

BAB 2

61




c. Kontribusi Undang-Undang dan Pernyataan Tokoh Terkait
KPK
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan
dukungan melalui berbagai peraturan hukum, termasuk
UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No. 19 Tahun
2019 yang merubah UU No. 30 Tahun 2002. Perundang-
undangan tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh
untuk KPK menjalankan tugas dan kewenangannya.

Terkait dengan dukungan tokoh, banyak pihak
yang memberikan apresiasi terhadap peran KPK dalam
memberantas korupsi. Beberapa tokoh masyarakat
sipil, akademisi, dan pejabat pemerintah secara terbuka
menyatakan dukungannya terhadap upaya KPK dalam
menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa peran KPK tidak hanya
terbatas pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi
juga berperan dalam memberikan efek jera dan mendorong
perubahan perilaku dalam pengelolaan pemerintahan.
Melalui pelaksanaan tugasnya secara profesional, KPK
menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan,
transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan negara.

Tugas Kelompok

Membuat Kliping mengenai Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara

Kelompok diminta untuk mencari dan menyusun kliping, yaitu
ringkasan artikel dari berita atau media yang relevan dengan tema
tersebut. Harapannya, kliping tersebut dapat memberikan gambaran
konkret tentang situasi terkini terkait kasus-kasus pelanggaran hak
dan kewajiban warga negara.

1. Setiap kelompok diminta untuk memilih satu topik kasus yang
berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
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warga negara. Misalnya, kasus diskriminasi, pelanggaran hak
asasi manusia, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban warga
negara.

2. Caridan pilihlah kliping berita yang berkaitan dengan topik yang
telah dipilih. Pastikan kliping yang dipilih adalah artikel berita
terkini dan dapat memberikan informasi yang relevan.

3. Setelah mendapatkan kliping, analisislah secara rinci isinya.
Fokus pada bagaimana kasus tersebut terjadi, siapa yang terlibat,
dampaknya terhadap individu atau kelompok, dan reaksi
masyarakat serta pemerintah terkait kasus tersebut.

4. Terangkan dengan rinci bagaimana kasus yang dipilih melibatkan
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Identifikasi unsur-unsur yang menunjukkan bahwa hak individu
atau kelompok telah disalahgunakan dan kewajiban warga negara
tidak dipenuhi.

5. Sambungkan kasus yang diambil dengan materi Bab 1 buku ajar
mengenai "Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara". Jelaskan bagaimana kasus tersebut
mencerminkan konsep-konsep yang dibahas dalam buku ajar.

6. Berikan opini kelompok mengenai kasus tersebut. Apakah ada
solusi atau rekomendasi yang diusulkan oleh kelompok untuk
menangani atau mencegah kasus serupa di masa depan?

7. Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil kliping dan
analisisnya dalam bentuk presentasi. Gunakan media atau materi
pendukung lainnya untuk menjelaskan dengan lebih detail.

Catatan:

o Pastikan kliping yang dipilih berasal dari sumber yang dapat
dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
o  Fokus pada keobjektifan dalam menganalisis kasus yang dipilih.
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Dalam presentasi, berikan kesempatan bagi peserta kelompok
untuk berbagi pendapat dan pandangan mereka terkait kasus
yang dibahas.

. Dinamika Pelanggaran Hukum

Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum
Pelanggaran hukum di Indonesia melibatkan berbagai lapisan
masyarakat, mulai dari individu umum hingga pejabat tinggi.
Dinamika ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang
dihadapi oleh sistem peradilan dan lembaga penegak hukum
dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Dalam sub bab ini,
kita akan mengeksplorasi sejumlah peristiwa pelanggaran
hukum di berbagai segmen masyarakat, mengidentifikasi akar
penyebabnya, dan menguraikan berbagai langkah penegakan
hukum yang dapat diambil.

Saat ini, fenomena pelanggaran hukum sering terjadi
di tengah-tengah masyarakat kita. Hampir setiap harinya,
kita disuguhi informasi mengenai pelanggaran norma, yang
dilakukan baik oleh warga biasa maupun oleh pihak yang
seharusnya menegakkan hukum itu sendiri. Di bawah ini adalah
contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
a. Dalam konteks lingkungan keluarga, beberapa contoh di

antaranya adalah:

1) Menyia-nyiakan petunjuk atau perintah dari orang tua;

2) Mengganggu saudara yang tengah serius belajar;

3) Tidak mematuhi waktu yang telah ditetapkan untuk

menjalankan ibadah;

4) Menonton konten yang tidak sesuai untuk anak-anak;

5) Menonton televisi hingga larut malam;

6) Bangun terlalu siang.
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b. Dalam lingkup pendidikan di sekolah, beberapa contoh

melibatkan:

1) Bertindak curang saat ujian;

2) Keterlambatan masuk sekolah;

3) Membolos dari kegiatan pembelajaran;

4) Tidak memberikan perhatian pada penjelasan dari guru;
5) Berpakaian secara kurang rapi dan tidak sesuai dengan

peraturan sekolah.
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Gambar 2.6 Siswa yang absen dari sekolah mendapat penegakan

aturan dari pihak penegak hukum.
sumber: www.kulonprogonews.wordpress.com

Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:

Kasus Pencurian dan Perampokan: Pelanggaran hukum di

tingkat individu seringkali melibatkan tindakan pencurian

dan perampokan. Faktor ekonomi, ketidaksetaraan, dan

ketidakadilan dapat menjadi pemicu bagi individu untuk terlibat

dalam tindakan kriminal ini. Upaya penegakan hukum di tingkat

ini melibatkan kepolisian dan sistem peradilan pidana.

KasusNarkotikadan Obat-obatan Terlarang: Penyalahgunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah serius
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di berbagai lapisan masyarakat. Penegakan hukum di bidang
ini mencakup penyelidikan, penggerebekan, dan penuntutan
terhadap pelaku serta pengambilan langkah preventif untuk
mencegah penyalahgunaan.

Kasus Pencucian Uang dan Korupsi di Tingkat Lokal: Di
tingkat komunitas, terdapat kasus pencucian uang dan korupsi
yang melibatkan pejabat pemerintah setempat. Faktor kekuasaan,
ketidaktransparan, dan kurangnya akuntabilitas dapat menjadi
pemicu. Penegakan hukum di tingkat ini memerlukan kerjasama
antara lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk
membongkar praktik korupsi.

Pelanggaran Lingkungan di Perusahaan: Beberapa
perusahaan di Indonesia terlibat dalam pelanggaran lingkungan,
seperti pembuangan limbah berbahaya atau deforestasi ilegal.
Penegakan hukum di bidang lingkungan melibatkan lembaga
pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menjamin
keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus korupsi di
tingkat nasional yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi.
Tindakan korupsi di level ini dapat merugikan keuangan negara
dan menghambat pembangunan. Lembaga seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran kunci dalam
menangani kasus-kasus ini.

Kasus pelanggaran hakasasimanusia (HAM) ditingkat nasional
melibatkan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, diskriminasi,
dan pembatasan kebebasan berserikat. Proses penegakan hukum di
bidang HAM mencakup investigasi, penuntutan, dan rekonsiliasi
untuk memastikan keadilan bagi korban.

Tugas Mandiri
a. Berital

'Pejabat Tinggi Tersandung Kasus Korupsi Proyek
Infrastruktur Billion Rupiah"
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Seorang pejabat tinggi di tingkat pemerintahan daerah diduga
terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek infrastruktur
senilai miliaran rupiah. Dalam investigasi, terungkap
bahwa ada indikasi manipulasi dalam pengadaan proyek,
pemalsuan dokumen, dan pembagian fee kepada pihak-
pihak terkait. Kasus ini mencuat setelah dilakukan audit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan
ketidaksesuaian antara anggaran yang dihabiskan dan
pekerjaan yang sebenarnya dilakukan.

Kasus ini melibatkan pelanggaran hukum di bidang
korupsi, yang mencakup pemalsuan dokumen, manipulasi
dalam pengadaan proyek, dan pembagian fee yang tidak
sesuai dengan prosedur.

Penyalahgunaan dana dalam proyek infrastruktur
merugikan negara, karena alokasi anggaran yang
seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat
malah dimanfaatkan secara tidak benar. Konsekuensinya
mencakup pemborosan dana, pelaksanaan proyek yang tidak
memenuhi standar kualitas, dan dampak negatif terhadap
ekonomi daerah.

Masyarakat diharapkan bereaksi terhadap kasus ini
dengan meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang
terlibat. Tanggapan masyarakat dapat mencakup tuntutan
transparansi, penuntutan hukum, dan perubahan sistem
pengadaan proyek.

Laporan:

o Siswa diminta untuk menuliskan laporan yang berisi
analisis kasus ini, termasuk identifikasi pelanggaran
hukum, dampaknya, dan tanggapan masyarakat.
Laporan juga dapat mencakup saran-saran untuk
pencegahan korupsi di sektor pengadaan proyek
infrastruktur.
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Berita 2

'Aksi Demonstrasi Berujung Pelanggaran HAM,
Aktivis Ditangkap Tanpa Alasan Jelas'

Sebuah aksi demonstrasi di ibu kota berakhir dengan
tindakan represif dari aparat keamanan yang menyebabkan
pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis yang berpartisipasi
dalam aksi tersebut ditangkap tanpa alasan yang jelas,
beberapa di antaranya mengalami kekerasan fisik dan
penyiksaan di dalam tahanan. Kelompok hak asasi manusia
dan masyarakat menyuarakan kecaman terhadap tindakan
represif ini.

Kasus ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia,
termasuk penangkapan tanpa alasan yang jelas, kekerasan
fisik, dan penyiksaan terhadap aktivis. Tindakan ini
melanggar prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh
undang-undang.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam aksi demonstrasi
dapat menciptakan ketakutan di kalangan aktivis dan
masyarakat umum. Hal ini juga merusak citra pemerintah
dalam pengelolaan hak asasi manusia dan demokrasi.

Masyarakat diharapkan bereaksi terhadap kasus ini
dengan menuntut pertanggungjawaban aparat keamanan
yang terlibat. Tanggapan masyarakat dapat mencakup unjuk
rasa damai, kampanye hak asasi manusia, dan pengawasan
terhadap tindakan aparat keamanan di masa mendatang.

Laporan:

o Siswa diminta untuk menuliskan laporan yang berisi
analisis kasus ini, termasuk identifikasi pelanggaran
hukum, dampaknya, dan tanggapan masyarakat.
Laporan juga dapat mencakup saran-saran untuk
memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam
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konteks aksi demonstrasi dan interaksi antara aparat
keamanan dan masyarakat sipil.

2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

a.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana berupa hukuman penjara diberikan sebagai
respons terhadap pelanggaran hukum yang serius. Hukuman
penjara dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga
seumur hidup, tergantung pada tingkat kesalahan dan
ketentuan undang-undang yang berlaku.

Denda merupakan bentuk sanksi pidana dalam bentuk
pembayaran sejumlah uang tertentu oleh pelaku pelanggaran.
Besaran denda dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan
dan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Pembebasan bersyarat memberikan kesempatan kepada
pelaku untuk menjalani sisa masa hukuman di luar penjara
dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat mencakup
kewajiban melibatkan diri dalam program rehabilitasi atau
pelayanan masyarakat.

Sanksi Administratif

Bagi pelaku pelanggaran yang memiliki izin atau lisensi,
sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin atau lisensi
tersebut. Contohnya adalah pencabutan izin usaha bagi
perusahaan yang terbukti melanggar peraturan lingkungan.

Sanksi administratif ringan seperti teguran atau
peringatan dapat diberikan terutama untuk pelanggaran
yang bersifat ringan atau pertama kali terjadi. Hal ini
memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki
perilakunya.

Sanksi Perdata

Sanksi perdata mencakup tanggung jawab pembayaran
ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat
pelanggaran hukum, termasuk kerugian materiil dan
imateriil yang timbul dari pelanggaran tersebut.
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Dalam konteks perdata, sanksi juga dapat berupa
perubahan status hukum. Sebagai contoh, pengadilan dapat
memutuskan untuk mengembalikan hak kepemilikan atau
mengubah status pernikahan sebagai respons terhadap
pelanggaran tertentu.

d. Hubungan Sanksi dengan Norma

Keterkaitan antara sanksi dan norma hukum sangatlah
signifikan. Setiap hukuman yang diberlakukan berkaitan erat
dengan norma hukum yang dilanggar, yang dapat bersifat
pidana, administratif, atau perdata. Sebagai ilustrasi, sanksi
pidana berkorelasi dengan pelanggaran norma-norma
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Sanksi administratif terkait dengan norma-
norma administratif yang dijelaskan dalam peraturan
pemerintah. Di samping itu, sanksi perdata berkorelasi
dengan pelanggaran norma-norma perdata yang mengatur
hubungan hukum antara individu atau badan hukum..

Tabel 6 Perbedaan Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat

Norma | Sumber Sifat Tujuan Kegunaan Sanksi
Mengarahkan
Menginspirasi sikap dan
Tuhan/ manusia agar perilaku
Agama Universal Dosa
Agama memiliki iman dan manusia di
taqwa. kehidupan ini

dan di akhirat.

Menyusun tutur

kata, sikap, dan
Membangun nilai
perilaku setiap
Hati kesusilaan yang tinggi
Kesusilaan Universal individu melalui | Penyesalan
nurani dalam kehidupan
peringatan dari
bersosial.
hati nurani

mereka sendiri.
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Kesopanan | Masyarakat | Lokal keteraturan dalam manusia dalam | dari

Merinci Cemooh/

Menyelenggarakan kehidupan antar | celaan

kehidupan bersosial. | berinteraksi satu | anggota

sama lain. masyarakat
Melindungi
Menciptakan kepentingan
keteraturan dan sesama,
harmoni dalam termasuk yang | Hukuman
masyarakat guna berkaitan dan
Hukum Negara Lokal
menghasilkan dengan sanksinya
keadilan dan kehidupan, memaksa

keyakinan terhadap integritas tubuh,

sistem hukum. martabat, dan

harta benda.

Penjelasan tabel:

1)

2)

Norma Agama dan Sanksinya

Norma agama merujuk pada aturan moral dan etika
yang berasal dari ajaran agama. Setiap agama memiliki
norma-norma yang mengatur perilaku, keyakinan, dan
hubungan antara manusia dengan Tuhan. Norma agama
bersumber dari keyakinan terhadap adanya entitas ilahi
dan seringkali terdapat dalam kitab-kitab suci atau
ajaran-ajaran agama.

Penjelasan Sanksi: Sanksi dalam norma agama
terutama berupa dosa. Dosa merujuk pada pelanggaran
terhadap ajaran agama yang dapat merugikan hubungan
individu dengan Tuhan. Sanksi ini dapat mencakup efek
spiritual seperti hilangnya berkah, ketidakharmonisan
dalam hubungan spiritual, atau kewajiban untuk
bertaubat.

Norma Kesusilaan dan Sanksinya

Norma kesusilaan berkaitan dengan aturan moral dan
etika yang berasal dari hati nurani individu. Norma ini
mengacu pada kesadaran individu terhadap tindakan
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3)

4)

yang benar dan salah, baik dalam perilaku, tutur kata,
maupun hubungan dengan sesama.

Penjelasan Sanksi: Sanksi dalam norma kesusilaan
adalah penyesalan. Pelanggaran terhadap norma ini
menciptakan rasa penyesalan dalam hati nurani individu.
Penyesalan ini bukan hanya sebagai konsekuensi
negatif, tetapi juga sebagai panggilan untuk introspeksi,
perbaikan diri, dan peningkatan kesadaran moral.
Norma Kesopanan dan Sanksinya
Norma kesopanan melibatkan aturan perilaku yang
mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Norma
ini menciptakan tatanan hidup bermasyarakat yang
lebih teratur dan melibatkan adab dan etika dalam
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Penjelasan Sanksi: Sanksi dalam norma kesopanan
dapat berupa cemooh dan celaan dari sesama
masyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesopanan
dapat menyebabkan reaksi negatif dari masyarakat,
seperti sindiran, ejekan, atau penolakan sosial. Sanksi ini
bertujuan untuk mengajarkan individu mengenai tata
krama dan perilaku yang diterima dalam masyarakat.
Norma Hukum dan Sanksinya
Norma hukum adalah aturan-aturan resmi yang
ditetapkan oleh negara dan diberlakukan oleh lembaga
peradilan. Norma ini mencakup aspek-aspek hukum
pidana, perdata, administratif, dan konstitusional yang
mengatur perilaku masyarakat.

Sanksi dalam norma hukum mencakup hukuman
dan sanksi memaksa. Hukuman dapat berupa denda,
pidana penjara, atau hukuman lainnya yang dijatuhkan
oleh sistem peradilan. Sanksi memaksa mencakup
tindakan penegakan hukum yang bersifat paksa, seperti
penahanan, penyitaan harta benda, atau tindakan
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penegakan hukum lainnya yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum.

Tugas Kelompok

Wawancara dengan Kapolsek atau Anggota Polisi

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai dinamika pelanggaran hukum dan penegakan hukum
di wilayah tempat tinggal Anda, tugas ini mengharuskan Anda
untuk melakukan wawancara dengan Kapolsek atau anggota
polisi lainnya. Pusat perhatian wawancara akan difokuskan pada
kasus-kasus yang tengah ditangani oleh Polsek setempat dan
ragam sanksi yang diterapkan.

Persiapan Wawancara

a. Tentukanjadwalyangsesuaiuntuk melaksanakan wawancara
dengan Kapolsek atau anggota polisilokal.

Susun daftar pertanyaan yang akan diajukan, mencakup:
Total kasus yang sedang ditangani oleh Polsek.

Jenis kasus yang umumnya dihadapi.

Rinciannya mengenai proses penanganan kasus.

™0 a6 o

Ragam sanksi yang umumnya diberlakukan.

Pelaksanaan Wawancara

a. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan terstruktur selama
wawancara.

b. Berikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan
lebih lanjut dan memberikan contoh kasus yang relevan.

c. Catat informasi yang diberikan dengan cermat.

Penyusunan Laporan Tertulis

Setelah wawancara selesai, kelompok harus menyusun laporan
tertulis yang mencakup:

a. Ringkasan hasil wawancara.

b. Jumlah kasus yang ditangani.
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c. Jenis kasus yang sering muncul.
d. Proses penanganan kasus.
e. Jenis sanksi yang biasanya diterapkan.

Presentasi di Depan Kelas

a. Setiap kelompok mempresentasikan hasil wawancara secara
singkat dan jelas di depan kelas.

b. Gunakan visual seperti grafik atau tabel untuk menyajikan
data yang ditemukan.

c. Terbuka untuk pertanyaan dan diskusi dari kelas setelah
presentasi.

Evaluasi

a. Evaluasilah keakuratan informasi yang diberikan oleh
narasumber.

b. Diskusikan dan analisislah hasil wawancara dalam kelompok.

c. Tinjau bagaimana pengetahuan yang didapatkan dapat
dikaitkan dengan topik "Macam-Macam Sanksi atas
Pelanggaran Hukum" yang telah dipelajari sebelumnya.

Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum
Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum
merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan
di suatu negara, termasuk Indonesia. Masyarakat memiliki
peran krusial dalam mendukung aparat penegak hukum agar
dapat bekerja secara efektif dan transparan. Partisipasi ini tidak
hanya mencakup keikutsertaan dalam pengawasan, tetapi juga
melibatkan masyarakat dalam menyosialisasikan norma hukum
dan mengedukasi agar masyarakat lebih sadar akan hak dan
kewajibannya.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi landasan utama
dalam dinamika pelanggaran hukum. Semakin tinggi kesadaran
hukum, semakin mudah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi
pelanggaran hukum dan melaporkannya kepada aparat penegak
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hukum. Dalam konteks ini, pendidikan hukum di sekolah-
sekolah dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam
membentuk pemahaman yang baik mengenai sistem hukum di
Indonesia.

Media massa memiliki peran strategis dalam mengungkap
dan menyuarakan pelanggaran hukum. Jurnalis yang independen
dan berintegritas dapat membantu masyarakat menyadari kasus
pelanggaran hukum yang mungkin terjadi di berbagai lapisan
masyarakat. Lebih dari sekadar menyampaikan berita, media juga
memiliki tanggung jawab untuk memberikan analisis mendalam
guna memahami akar permasalahan hukum dan mencari solusi
yang tepat.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran
penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan
transparan. Mereka dapat melakukan advokasi, memantau
kinerja aparat penegak hukum, dan menyediakan bantuan
hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui partisipasi
aktif, OMS dapat menjadi penengah antara masyarakat dan
lembaga penegak hukum.

Dalam era digital, muncul tantangan baru dalam konteks
pelanggaran hukum. Kejahatan cyber, penyebaran informasi
palsu, dan beragam tindakan ilegal lainnya dapat dengan mudah
dilakukan melalui platform digital. Oleh karena itu, upaya
perlindungan dan penegakan hukum di era digital memerlukan
pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan regulasi
yang berlaku.

Mengingat semakin terbukanya batas-batas negara dalam
era globalisasi, keterlibatan internasional dalam penanganan
pelanggaran hukum menjadi krusial. Kerjasama antarnegara
dalam pertukaran informasi, extradisi, dan penegakan hukum
bersama sangat penting untuk mengatasi kejahatan lintas batas
yang semakin kompleks.
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Lebih dari sekadar menindak setelah terjadinya pelanggaran,
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran
hukum menjadi langkah proaktif. Ini melibatkan pembentukan
kesadaran kolektif, peningkatan kemampuan masyarakat dalam
mengenali potensi pelanggaran, dan menciptakan lingkungan
yang tidak mendukung tindakan ilegal.

Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum
bukanlah tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum, tetapi
merupakan komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat
yang adil, aman, dan berkeadilan. Melalui sinergi antara
pemerintah, masyarakat, media, dan lembaga internasional,
Indonesia dapat menghadapi dinamika pelanggaran hukum
dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, masyarakat berperan sebagai mata dan
telinga bagi aparat penegak hukum. Partisipasi ini mencakup
melaporkan kejadian yang melanggar hukum, memberikan
kesaksian, dan berperan aktif dalam proses penegakan hukum.
Seiring dengan itu, partisipasi dalam pemahaman hukum dan
hak asasi juga menjadi kunci untuk membangun masyarakat
yang sadar hukum.

Ciri-ciri Orang yang Menaati Hukum
a. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memegang peran sentral dalam

membentuk karakter individu terkait dengan ketaatan

pada hukum. Orang yang taat hukum umumnya berasal
dari keluarga yang memberikan pendidikan moral yang
kuat. Ciri-ciri orang yang menaat hukum di lingkungan
keluarga melibatkan pembelajaran nilai-nilai moral, etika,

serta norma hukum sejak dini. Orang yang taat hukum di

lingkungan keluarga cenderung memahami pentingnya

ketaatan pada peraturan dan norma yang berlaku, serta
memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.
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Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, ciri-ciri orang yang menaat hukum
mencakup sikap disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan
terhadap aturan sekolah. Mereka tidak hanya mematuhi
norma-norma pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam
menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah.
Ciri positif lainnya adalah keterlibatan dalam kegiatan
ekstrakurikuler atau organisasi sekolah yang berfokus pada
pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai hukum.
Lingkungan Masyarakat

Dinamika pelanggaran hukum di masyarakat melibatkan
partisipasi aktif warga dalam menegakkan hukum. Ciri-
ciri masyarakat yang berpartisipasi dalam menegakkan
hukum termasuk kesadaran terhadap lingkungan sekitar,
keterlibatan dalam program keamanan warga, dan kerjasama
dalam melaporkan potensi pelanggaran hukum kepada
pihak berwenang. Masyarakat yang berpartisipasi aktif
juga cenderung lebih peduli terhadap penyelesaian konflik
secara damai dan menghindari tindakan balas dendam yang
melanggar hukum.

Gambar 2.7 Partisipasi dalam patroli malam menunjukkan
ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Sumber: hasprabu.blogspot.com
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d. Lingkungan Bangsa

Karakteristik individu yang patuh terhadap hukum di
tingkat nasional melibatkan keterlibatan dalam proses
politik, pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai
warga negara, serta dukungan terhadap lembaga-lembaga
penegakan hukum. Warga negara yang patuh terhadap
hukum akan menunjukkan penghormatan terhadap
peraturan, mematuhi norma sosial, dan bertindak tanggung
jawab terhadap kemajuan masyarakat dan negara.

Refleksi

Setelah mengeksplorasi materi tentang perlindungan dan
penegakan hukum, menjadi semakin jelas bahwa sebagai warga
negara, penting untuk mematuhi semua aturan yang berlaku.
Tinjau kembali sikap dan perilaku sehari-hari, apakah pernah
melakukan pelanggaran hukum atau tidak, dan berikan alasan
dari perspektif pribadi Anda.

Tidak
No. Sikap dan Perilaku Pernah 1 Alasan
Pernah

1. | Mengabaikan aturan sekolah.

2. | Terlambat datang ke sekolah.

Menyalin pekerjaan teman dan

bilang itu hasil karya sendiri.

Membantu teman dengan memberi

4. |uang agar mengerjakan PR.

Tidak ikut serta menyelesaikan

tugas kelompok.

Membela adik yang salah dalam

6. | masalah dengan temannya.

Menunda bayar uang sekolah dari

orang tua.
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Mengambil uang belanja tanpa

8. | ceritakan ke ibu.

9. | Meniru tanda tangan orang tua.

10. | Berlaku tidak jujur saat ujian.

Rangkuman

a. Pokok Bahasan Perlindungan dan Penegakan Hukum

Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

o Ide dan Konsep Dasar di Balik Perlindungan dan
Penegakan  Hukum

o Penjelasan tentang Arti dan Prinsip-Prinsip Mendasar
terkait Perlindungan dan Penegakan Hukum.

 Signifikansinya dalam Mempertahankan Keadilan dan
Ketenangan di Masyarakat.

b. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan

dan Kedamaian.

o Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

o Penjabaran peran Polri dalam menjaga keamanan dan
memberantas kejahatan.

«  Peran Kejaksaan Republik Indonesia

e Menyajikan peran Kejaksaan dalam mengawal proses
peradilan dan menegakkan hukum.

o  Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

e Membahas fungsi hakim sebagai penegak hukum
yang mengambil keputusan berdasarkan hukum yang
berlaku.

o  Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

o Menyoroti kontribusi advokat dalam memberikan
bantuan hukum dan memastikan keadilan terwujud.

o  Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
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o Menggambarkan peran KPK dalam memberantas
korupsi dan menjaga integritas pemerintahan.

c. Perkembangan Pelanggaran Hukum

« Rangkuman Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum

«  Menjelaskan beberapa kasus pelanggaran hukum yang
mencerminkan berbagai aspek hukum di Indonesia.

« Ragam Sanksi atas Tindak Pelanggaran Hukum

o Menyajikan variasi sanksi yang diterapkan sebagai
akibat dari pelanggaran hukum.

o  Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakan
Hukum

o Menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat
dalam mendukung usaha perlindungan dan penegakan
hukum.

Rangkuman

Bab II menggambarkan hakikat perlindungan dan penegakan
hukum dengan membahas konsep dasar, kepentingan, dan peran
lembaga penegak hukum di Indonesia. Fokus diberikan pada
Polri, Kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK sebagai pemain kunci.
Dinamika pelanggaran hukum disajikan melalui berbagai kasus
dan sanksi, sementara penekanan pada partisipasi masyarakat
menunjukkan bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam
menjaga integritas dan keadilan sistem hukum.

Penilaian Diri

Penilajian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana
Anda mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Tolong baca daftar tindakan berikut, lalu pilih tingkat kebiasaan
yang biasa terjadi pada Anda, seperti selalu, sering, kadang-
kadang, dan tidak pernah, dengan memberikan tanda silang (x).
Harap diingat, jawaban harus mencerminkan situasi sebenarnya
yang Anda alami.
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Sikap Perilaku

Kadang- | Tidak
No. Sikap Perilaku Selalu | Sering Alasan
Kadang | Pernah

1. | Dalam kehidupan bersama

keluarga:

a.  Mematuhi aturan-
aturan orang tua.

b.  Menunaikan ibadah
sesuai waktu.

c.  Menghormati anggota
keluarga lain seperti
ayah, ibu, kakak, adik,
dan sebagainya.

d. Menuruti peraturan
yang telah dibuat dan

disepakati keluarga.

2. | Dalam kehidupan di sekolah:

a.  Menghargai kepala
sekolah, guru, dan staf
sekolah.

b.  Mengenakan seragam
sekolah sesuai
ketentuan.

c. Tidak melakukan
menyontek saat ujian.

d.  Memperhatikan
penjelasan dari guru.

e.  Mengikuti pelajaran
sesuai jadwal yang
berlaku.

f. Tidak terlambat datang
ke sekolah.
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a.

3. | Dalam kehidupan di

masyarakat:

Mengikuti norma-
norma yang berlaku di
masyarakat.
Berpartisipasi dalam
kegiatan kerja bakti.
Menghormati tetangga
di sekitar rumah.
Menjauhi tindakan yang
bisa mengakibatkan
kerusuhan di
masyarakat, seperti
tawuran, judi, mabuk-

mabukan, dan lainnya.

a.

4. | Dalam kehidupan di bangsa

dan negara:

Menunjukkan ketaatan
saat berlalu lintas di
jalan raya.

Membayar pajak.
Merawat dan menjaga
fasilitas negara.
Membayar retribusi
parkir.

Mengelola sampah
dengan membuangnya
pada tempat yang

ditentukan.

D. Uji Kompetensi BAB 2

SOAL PILIHAN GANDA

1. Apayangdimaksud dengan konsep perlindungan dan penegakan
hukum?
a. Upaya memperketat peraturan hukum
b. Prinsip dasar dalam menjaga keadilan melalui hukum
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c. Penyelidikan kasus kriminal
d. Pembentukan undang-undang baru

Mengapa perlindungan dan penegakan hukum dianggap

penting?

a. Hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku
kejahatan

b. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

c. Hanya sebagai formalitas hukum

d. Mengamankan kepentingan pribadi tertentu

Tugas utama Polri adalah...

a. Menyusun undang-undang

b. Menjaga keamanan dan memberantas kejahatan
c.  Mengadili pelaku kejahatan

d. Mengawasi kejaksaan

Apa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan?

a. Menjaga keamanan nasional

b. Mengawasi kinerja legislatif

c. Mengawal proses peradilan dan menegakkan hukum
d. Menyusun undang-undang baru

Fungsi utama hakim adalah...

a. Menyusun peraturan perundang-undangan

b. Mengevaluasi kinerja eksekutif

c.  Mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku
d. Menyelidiki kasus kriminal

Apa yang menjadi peran advokat dalam sistem hukum?

a. Menyusun undang-undang

b. Memberikan bantuan hukum dan memastikan keadilan
terwujud

c.  Menjaga keamanan nasional
Menegakkan hukum secara langsung
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7. Fokus utama KPK adalah...
a. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
b. Memberantas korupsi
c. Menilai kinerja legislatif
d. Mengawasi peradilan tinggi
8. Apa tujuan dari penyajian berbagai kasus pelanggaran hukum?
a. Menghibur pembaca
b. Menyulitkan pemahaman hukum
c.  Memperlihatkan beragam aspek hukum di Indonesia
d. Menyembunyikan informasi penting
9. Sanksi yang dapat diterapkan sebagai konsekuensi pelanggaran
hukum adalah...
a. Hanya peringatan lisan
b. Hukuman mati
c. Beragam, termasuk denda, kurungan, dan pemiskinan
d. Pembebasan tanpa syarat
10. Mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam
perlindungan dan penegakan hukum?
a. Hanya untuk mengisi waktu luang
b. Masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga integritas
dan keadilan sistem hukum
c. Hanya untuk menciptakan konflik
d. Masyarakat tidak memiliki dampak signifikan dalam hukum
SOAL ESSAY
1. Jelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan hakikat
perlindungan hukum. Bagaimana konsep ini berkaitan dengan
keberlangsungan kehidupan bermasyarakat?
2. Tuliskan pandangan Anda mengenai peran hakikat perlindungan

hukum dalam mewujudkan keadilan di dalam suatu negara. Apa
implikasi yang mungkin timbul jika hakikat ini tidak dijunjung
tinggi?
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10.

Bagaimana perlindungan hukum dapat memberikan rasa
keadilan kepada masyarakat? Berikan contoh konkret dari kasus-
kasus nyata di Indonesia.

Diskusikan peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian
dan kejaksaan, dalam menjamin keadilan dan kedamaian
masyarakat. Apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh
lembaga-lembaga  ini?

Mengapa independensi lembaga penegak hukum penting dalam
sistem hukum suatu negara? Jelaskan bagaimana independensi
ini dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum.

Analisis dampak dari keberadaan lembaga penegak hukum yang
efektif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan.

Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya
dinamika pelanggaran hukum di masyarakat. Apakah ada
hubungan antara kondisi sosial dan tingkat pelanggaran hukum?

Dalam konteks dinamika pelanggaran hukum, bagaimana peran
pendidikan dan budaya dapat mempengaruhi perilaku individu?
Berikan contoh kasus yang relevan.

Analisis peran masyarakat dalam pencegahan pelanggaran
hukum. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh
masyarakat untuk mendukung penegakan hukum?
Bagaimana penanganan pelanggaran hukum dapat memengaruhi
stabilitas dan keamanan suatu negara? Jelaskan dengan merinci,
sertakan contoh kasus yang mendukung argumen Anda.
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PENGARUH KEMAJUAN IPTEK
TERHADAP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

alam mengarungi abad ke-21, Indonesia sebagai Negara
D Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi tantangan
besar dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Salah satu gejolak paling
mencolok dari era ini adalah kemunculan teknologi informasi,
yang menjadikan internet sebagai tulang punggung revolusi digital.
Sebagai garda terdepan dalam menghadapi era ini, kita tidak hanya
dihadapkan pada kesempatan untuk kemajuan, tetapi juga risiko dan
perubahan yang mendasar dalam tatanan masyarakat.

Internet sebagai Teknologi Berdampak Baik dan Buruk,
Mengapa?

Internet, dalam segala kehebatannya, adalah dua sisi mata uang yang
dapat membawa konsekuensi signifikan bagi NKRI. Dalam aspek
positifnya, internet menjadi katalisator bagi percepatan pertumbuhan
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ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan
masyarakat. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah meningkat
secara substansial, mencapai lebih dari 70% dari total populasi pada
tahun terakhir.

Dampak positif ini tercermin dalam pemberdayaan masyarakat
melalui akses cepat terhadap informasi, pendidikan, dan peluang
bisnis. Internet memungkinkan pertukaran pengetahuan tanpa
batas geografis, membuka pintu bagi kolaborasi lintas batas, dan
mempercepat proses inovasi. Sebagai alat komunikasi global, internet
juga memperluas wawasan masyarakat terhadap perkembangan
dunia, menjembatani kesenjangan informasi, dan memperkuat
persatuan dalam keragaman.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat risiko yang tidak
boleh diabaikan. Dampak buruk internet terlihat dalam maraknya
penyebaran informasi palsu (hoax) yang dapat merusak stabilitas
sosial dan politik. Selain itu, meningkatnya kejahatan siber,
pelanggaran privasi, dan ketergantungan terhadap teknologi dapat
merusak nilai-nilai tradisional dan menciptakan kesenjangan digital
di antara masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengaruh
kemajuan Iptek, terutama melalui internet, perlu dianalisis dengan
cermat. Bagaimana NKRI mampu merangkul dan memanfaatkan
teknologi ini sebagai peluang untuk pembangunan, sambil tetap
menjaga keutuhan sosial, budaya, dan politik, adalah pertanyaan
krusial yang harus dijawab. Mari kita telaah bersama-sama peran
internet dalam menciptakan masa depan NKRI yang berkelanjutan,
inklusif, dan tetap memegang teguh nilai-nilai pancasila.

Sekarang, mari kita lihat lebih dekat dampak internet terhadap
NKRI dan mari kita berpikir bersama untuk menganalisis dan
memberikan pendapat kita. Saya akan meminta Anda untuk merinci
lima hal berikut:
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1. Pendidikan: Bagaimana internet telah memengaruhi akses dan
kualitas pendidikan di Indonesia?

2. Ekonomi: Apadampakinternet terhadap perkembangan ekonomi
di NKRI? Apakah semua lapisan masyarakat mendapatkan
manfaat yang setara?

3. Identitas Budaya: Bagaimana internet memengaruhi identitas
budaya Indonesia? Apakah kemajuan Iptek melibatkan
pelestarian atau ancaman terhadap warisan budaya kita?

4. Partisipasi Sosial: Sejauh mana internet memperluas partisipasi
masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik?

5. Tantangan dan Solusi: Menurut Anda, apa tantangan terbesar
yang dihadapi NKRI dalam mengelola dampak internet, dan
adakah solusi yang dapat diusulkan untuk meminimalkan
dampak negatifnya?

Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini
agar kita dapat memahami secara mendalam bagaimana internet
membentuk NKRI kita saat ini dan di masa depan.

A. Menelusuri Pengaruh Perkembangan lImu
Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia

Dalam mengarungi lautan kemajuan abad ke-21, Indonesia sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi saksi
perkembangan pesat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
Kemajuan ini, yang terutama diwujudkan dalam revolusi teknologi
informasi, membawa konsekuensi besar terhadap dinamika politik
dan ekonomi NKRI. Sub bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi
secara rinci dan komprehensif pengaruh kemajuan Iptek, terutama
dalam aspek politik dan ekonomi, terhadap negara kita yang besar
dan kompleks ini.

Mengidentifikasi pengaruh kemajuan Iptek terhadap NKRI
adalah sebuah perjalanan yang menarik dan penting untuk
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dilakukan. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri 4.0,

Indonesia merasakan getaran kuat perubahan yang membawa

implikasi mendalam terhadap sistem politik dan ekonomi. Sejak awal

abad ke-21, kita melihat pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,

komunikasi yang semakin terhubung, dan big data yang menjadi

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana semua

ini memengaruhi NKRI?

1. Manfaat Baiknya Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi untuk Kehidupan Bersama, Bangsa, dan Negara

a.

Pengaruh Kemajuan Iptek di Aspek Politik

Partisipasi Politik dan Demokrasi: Kemajuan Iptek,
terutama internet, telah membawa perubahan signifikan
dalam partisipasi politik masyarakat. Kini, informasi politik
dapat diakses oleh siapa saja, dan interaksi antara warga dan
pemerintah menjadi lebih langsung melalui platform online.
Partisipasi dalam pemilihan umum, diskusi kebijakan, dan
pemantauan pemerintahan menjadi lebih mudah diakses
dan dilakukan oleh warga negara. Ini membawa aspek positif
dalam memperkuat dasar demokrasi di NKRI.

Transparansi dan  Akuntabilitas: Perkembangan
teknologi informasi memungkinkan adopsi praktik
transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan
pemerintahan. Proses pengambilan keputusan, anggaran, dan
pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara lebih terbuka
oleh masyarakat. Dengan adanya platform daring untuk
menyampaikan keluhan dan laporan, tingkat akuntabilitas
pemerintahan meningkat, menciptakan pemerintahan yang
lebih responsif dan terpercaya.
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Gambar 3.1 Warga bisa mengenal kemampuan calon pemimpinnya
melalui diskusi yang ditayangkan secara langsung di TV.

Sumber: www.tribunnews.com

Tantangan Keamanan Cyber: Namun, sisi lain dari koin
ini adalah tantangan dalam keamanan siber. Kemampuan
negara atau kelompok tertentu untuk memanfaatkan
teknologi untuk kepentingan politik atau keamanan
nasional dapat menciptakan ketidakstabilan. Serangan siber,
penyebaran berita palsu, dan interferensi dalam proses
demokrasi melalui dunia maya menjadi ancaman serius
yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat.
Pengaruh Kemajuan Iptek di Aspek Ekonomi
Perekonomian Digital: Kemajuan Iptek telah menciptakan
terobosan besar dalam  struktur ekonomi NKRI.
Perekonomian digital, yang terutama didorong oleh sektor
teknologi informasi, e-commerce, dan start-up, menjadi pilar
penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis
online, pembayaran digital, dan layanan finansial teknologi
(fintech) merombak cara masyarakat berinteraksi dengan
ekonomi, memberikan kontribusi signifikan terhadap
Produkt Domestic Bruto (PDB).

Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Penggunaan
teknologi dalam proses bisnis dan produksi meningkatkan
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efisiensi dan produktivitas. Automatisasi proses industri,
penerapan Internet of Things (IoT), dan big data analytics
memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan
cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya
saing global. Peningkatan produktivitas ini, pada gilirannya,
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan Pengangguran Struktural: Namun, seiring
dengan efisiensi yang diperoleh melalui otomatisasi dan
teknologi, muncul pula tantangan terhadap ketenagakerjaan.
Pengangguran struktural dan perubahan kebutuhan
keterampilan dalam era digital menjadi isu penting yang
harus diatasi untuk memastikan inklusivitas ekonomi.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam
Kehidupan Sosial dan Budaya
Hubungan dan Komunikasi: Kemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, khususnya internet, merubah cara kita
berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Masyarakat menjadi
lebih terhubung, dan informasi dapat diakses dengan cepat
dan mudah. Namun, kita juga menyaksikan tantangan
terkait seperti perpecahan informasi (information bubble)
yang dapat memicu polarisasi masyarakat.

Identitas Budaya dan Globalisasi: Dalam era globalisasi,
kemajuan Iptek memfasilitasi pertukaran budaya yang cepat.
Namun, seiring dengan itu, muncul risiko homogenisasi
budaya di tengah perubahan yang cepat, mengancam
keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana NKRI dapat
mempertahankan identitas budaya yang kuat di tengah arus
globalisasi adalah suatu pertanyaan yang perlu dijawab.

Pendidikan dan Akses Informasi: Kemajuan Iptek
membuka pintu lebar-lebar untuk pendidikan dan akses
informasi. Platform daring menyediakan sumber belajar
tanpa batas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan
memfasilitasi perkembangan sumber daya manusia yang
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unggul. Namun, kita juga perlu memerhatikan kesenjangan
akses terhadap teknologi yang dapat memperlebar
kesenjangan pendidikan.

d. Pengaruh Kemajuan Iptek di Aspek Hukum, Pertahanan,
dan Keamanan
Keamanan Siber dan Ancaman Digital: Dengan
ketergantungan yang meningkat pada teknologi, muncul
pula tantangan baru dalam bentuk ancaman keamanan siber.
Serangan siber, pencurian data, dan cyber warfare menjadi
realitas yang harus dihadapi. NKRI harus memperkuat
infrastruktur keamanan siber untuk melindungi kedaulatan
dan kepentingan nasional.

Regulasi Hukum dan Etika Teknologi: Kemajuan Iptek
membutuhkan kerangka hukum dan etika yang mampu
mengakomodasi perkembangan baru. Regulasi tentang
privasi data, hak cipta, dan etika kecerdasan buatan perlu
dikembangkan dan diperbarui secara kontinu untuk
menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak
asasi manusia.

Pertahanan dan Kemanan Nasional: Dalam konteks
pertahanan dan keamanan, teknologi membawa perubahan
besar dalam strategi militer. Drone, kecerdasan buatan, dan
teknologi militer canggih menjadi aset penting. Peningkatan
kemampuan ini harus diimbangi dengan kebijakan
pertahanan nasional yang adaptif dan inovatif.

Tugas Mandiri

Lakukanlah Analisis dan Tuliskan pendapatmu

a. Sejauh mana kita dapat menjaga keberlanjutan pendidikan
digital di seluruh wilayah Indonesia? Adakah tantangan
khusus dalam menghadirkan teknologi ini di daerah
terpencil?
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b. Apakah regulasi hukum yang ada sudah memadai untuk
melindungi hak-hak individu dan kepentingan nasional
dalam era digital ini? Bagaimana kita dapat memastikan
penegakan hukum yang efektif?

c. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan kesenjangan
sosial, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi, yang
mungkin timbul akibat kemajuan Iptek?

d. Sejauh mana kita telah siap dalam menghadapi ancaman
cyber warfare? Apakah investasi dan strategi pertahanan
siber sudah mencukupi?

e. Bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan antara
inovasi teknologi dan pelestarian nilai-nilai budaya? Adakah
pendekatan yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa
perubahan tidak merusak keberagaman budaya NKRI?

Melalui analisis dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita
dapat memahami secara lebih mendalam kompleksitas dan
dinamika yang muncul akibat kemajuan Iptek di NKRI. Dengan
pemahaman ini, kita dapat merancang kebijakan dan strategi
yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan
risiko, memastikan bahwa kemajuan Iptek mendukung
pembangunan NKRI yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya
saing global. Mari bersama-sama menjelajahi masa depan yang
penuh tantangan dan peluang ini dengan bijak dan bertanggung
jawab.

2. Dampak Buruk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada
Kehidupan Bersama, Bangsa, dan Negara
Dampak Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
pada Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sebuah
realitas yang tak terhindarkan dalam perjalanan menuju masa
depan. Meskipun kita sering mendengar tentang manfaat dan
kemajuan yang dibawa oleh Iptek, tidak dapat diabaikan bahwa
terdapat dampak negatif yang perlu diidentifikasi. Sub Bab ini
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akan membahas secara rinci dampak negatif Iptek pada aspek

ekonomi NKRI, menggali permasalahan yang mungkin muncul

dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

a. Pengaruh Negatif Iptek di Aspek Ekonomi
Kesenjangan Ekonomi: Salah satu dampak negatif yang perlu
diidentifikasi adalah potensi pembentukan kesenjangan
ekonomi yang lebih besar. Meskipun Iptek dapat memicu
pertumbuhan ekonomi, namun tidak semua lapisan
masyarakat dapat secara merata menikmati manfaatnya.
Ada risiko bahwa kelompok yang kurang terkoneksi dengan
teknologi atau tidak memiliki akses yang memadai dapat
tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Pengangguran Struktural: Kemajuan Iptek, terutama
dalam otomatisasi dan implementasi teknologi canggih di
berbagai sektor, dapat memicu pengangguran struktural.
Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia
dapat digantikan oleh mesin atau program komputer,
meningkatkan tingkat pengangguran dalam masyarakat.
Hal ini menuntut adanya penyesuaian dan peningkatan
keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan ini.

Ketergantungan pada  Teknologi Asing:  Saat
NKRI semakin bergantung pada Iptek, terdapat risiko
ketergantungan yang signifikan pada teknologi asing.
Ketergantungan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan
dalam perdagangan, meningkatkan risiko kerentanan
ekonomi terhadap perubahan di pasar global, serta
meningkatkan risiko kehilangan kontrol atas sektor-sektor
kunci ekonomi.

Ketidaksetaraan Akses dan Literasi Digital: Dalam
menghadapi revolusi teknologi, terdapat risiko bahwa tidak
semua masyarakat dapat mengikuti perkembangan tersebut
dengan baik. Ketidaksetaraan akses dan literasi digital dapat
menciptakan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan
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antarindividu dan kelompok, membawa konsekuensi negatif
terhadap partisipasi ekonomi mereka.

Pengaruh Negatif Iptek di Aspek Politik

Polarisasi Politik dan Opini Publik: Salah satu dampak negatif
yang muncul dari kemajuan Iptek adalah meningkatnya
polarisasi politik dan perpecahan dalam opini publik.
Media sosial dan platform daring memungkinkan informasi
tersebar dengan cepat, namun seringkali juga menciptakan
ruang untuk penyebaran pandangan ekstrem, memperkeruh
perbedaan politik, dan memecahbelah masyarakat.

Manipulasi Informasi dan Hoaks: Kecepatan dan
aksesibilitas informasi di era digital juga membuka pintu
lebar-lebar untuk manipulasi informasi dan penyebaran
berita palsu (hoaks). Praktik-praktik ini dapat merusak
proses demokrasi dengan mempengaruhi pemilihan
umum, merusak reputasi pemimpin, dan menciptakan
ketidakpercayaan terhadap lembaga politik.

Ancaman Keamanan Siber Politik: Kemajuan Iptek
memberikan lapisan baru dalam ancaman terhadap
keamanan nasional, terutama dalam bentuk serangan
siber yang dapat mengakibatkan kerusakan besar pada
sistem pemerintahan dan infrastruktur. Serangan siber
dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi hasil
pemilihan, menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan,
atau mencuri informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan politik.

Ketergantungan pada Algoritma: Pemakaian algoritma
dalam penyajian berita dan informasi politik dapat
menciptakan gelembung informasi (echo chamber) di
mana individu cenderung hanya mendapatkan pandangan
yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Hal ini
dapat menghambat dialog konstruktif dan menghalangi
terbentuknya pemahaman bersama.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



Pengaruh Negatif Iptek di Aspek Sosial Budaya
Kesenjangan Akses Pendidikan Digital: Meskipun kemajuan
Iptek membuka peluang dalam pendidikan, terdapat risiko
kesenjangan akses pendidikan digital. Masyarakat di daerah
terpencil atau dengan akses terbatas terhadap teknologi
mungkin tertinggal, menciptakan kesenjangan dalam
penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

Erosi Nilai-Nilai Tradisional: Globalisasi melalui
teknologi dapat menyebabkan erosi nilai-nilai tradisional
dan budaya lokal. Paparan yang intens terhadap konten
digital global dapat menggeser preferensi budaya lokal,
menyebabkan hilangnya identitas budaya dan mengancam
keberagaman warisan budaya NKRI.

Gambar 3.2. Gaya hidup mewah di klub malam adalah salah satu
akibat buruk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber: http://702ent.com

Perubahan Pola Komunikasi: Teknologi komunikasi
digital telah mengubah pola interaksi sosial. Meskipun
memungkinkan terhubungnya orang-orang di seluruh dunia,
terdapat risiko isolasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.
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Orang mungkin lebih terpaku pada perangkat digital mereka
daripada berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar.

Pencemaran Budaya Visual dan Audio: Kemajuan
teknologi media visual dan audio dapat menyebabkan
pencemaran budaya. Penyajian konten yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai lokal dapat merusak moral dan etika
masyarakat, menciptakan ketegangan antargenerasi, dan
menghadirkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial.

Kesenjangan Generasi: Pemahaman teknologi yang
berbeda antara generasi dapat menciptakan kesenjangan
dalam pola berpikir dan nilai-nilai. Generasi yang lebih tua
mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan
teknologi, sementara generasi muda dapat menjadi terlalu
terpaku pada tren digital baru.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Identitas Individu:
Media sosial dapat memengaruhi pembentukan identitas
individu. Kesenjangan antara citra diri yang dihasilkan di
platform digital dan realitas sehari-hari dapat menciptakan
konflik identitas dan menciptakan tekanan sosial yang
merugikan, terutama di kalangan remaja.

Tantangan Terhadap Pendidikan Karakter: Munculnya
platform digital yang penuh dengan konten yang tidak selalu
mendukung pendidikan karakter membawa tantangan
signifikan bagi pengembangan nilai-nilai moral dan etika
dalam masyarakat. Hal ini menciptakan risiko kehilangan
landasan moral dan spiritual dalam pembentukan karakter
bangsa.

Dampak Buruk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada
Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Pelanggaran Privasi dan Keamanan Data: Kemajuan
teknologi informasi membawa risiko besar terkait
pelanggaran privasi dan keamanan data. Serangan siber
yang terus meningkat dapat merugikan pribadi, perusahaan,
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dan bahkan pemerintah. Ini menciptakan tantangan baru
dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang dapat
melindungi informasi sensitif tanpa menghambat inovasi.

Penggunaan Teknologi untuk Tindak Kejahatan: Iptek
juga dapat dimanfaatkan untuk kejahatan, baik secara
konvensional maupun siber. Kejahatan seperti cybercrime,
penyalahgunaan teknologi surveilans, dan penciptaan
senjata baru menjadi ancaman serius bagi ketertiban hukum
dan keamanan nasional.

Pengaruh Teknologi dalam Sistem Hukum: Penggunaan
teknologi dalam sistem hukum dapat menciptakan
ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Meskipun teknologi
dapat mempercepat proses hukum, tetapi kemungkinan
kesenjangan akses dan diskriminasi terhadap kelompok yang
kurang berdaya juga menjadi kenyataan yang perlu diatasi.

Pertahanan dan Keamanan Siber: Keamanan
siber menjadi isu kritis dalam era digital ini. Ancaman
serangan siber terhadap infrastruktur kritis, seperti sistem
kelistrikan dan komunikasi, dapat menyebabkan kerugian
besar. Perluasan serangan siber dapat melibatkan negara-
negara asing atau kelompok teroris yang memanfaatkan
kerentanannya.

Kemampuan Pemantauan yang Berlebihan: Teknologi
surveilans yang terus berkembang dapat membawa
dampak negatif terhadap privasi individu dan kebebasan
sipil. Pemantauan yang berlebihan oleh pemerintah dapat
mengancam hak asasi manusia dan melemahkan fondasi
demokrasi.

Proliferasi Senjata Teknologi: Kemajuan dalam
teknologi militer dapat menyebabkan proliferasi senjata
teknologi yang dapat memberikan keunggulan strategis
kepada negara-negara tertentu. Hal ini dapat menciptakan
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ketidakseimbangan kekuatan dan meningkatkan risiko
konflik regional.

Tantangan Hukum Internasional: Kemajuan Iptek
menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum
internasional. Perbedaan dalam interpretasi hukum dan
norma-norma internasional berkaitan dengan penggunaan
teknologi dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan
antar negara.

Tugas Mandiri

'Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia Memicu
Pro dan Kontra: Tantangan Mendesak bagi Pemerintah
dan Masyarakat

Pada tanggal 10 Mei 2023, ribuan pengungsi Rohingya tiba di
perairan Indonesia, menciptakan situasi yang mendesak dan
memicu perdebatan nasional. Kedatangan mereka disambut
dengan berbagai tanggapan dari masyarakat, pemerintah, dan
organisasi kemanusiaan. Ini menjadi tantangan serius bagi
Indonesia, yang telah lama berkomitmen terhadap penanganan
isu pengungsi.

Puluhan kapal yang membawa pengungsi Rohingya
mencapai perairan Indonesia setelah melalui perjalanan
berbahaya melintasi Selat Malaka. Kondisi kesehatan para
pengungsi menjadi perhatian utama, dengan laporan awal
menyebutkan bahwa sebagian besar di antara mereka mengalami
kondisi kesehatan yang buruk akibat perjalanan panjang dan
berisiko.

Pemerintah Indonesia merespons cepat dengan mengirimkan
bantuan kemanusiaan dan merencanakan proses identifikasi
serta penanganan medis. Namun, reaksi masyarakat Indonesia
terhadap kedatangan pengungsi Rohingya tidaklah seragam.

Sebagian masyarakat Indonesia bersikap simpatik terhadap
nasib pengungsi Rohingya. Mereka menyoroti kemanusiaan
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dalam menerima mereka sebagai bentuk solidaritas internasional.
Kelompok ini menekankan perlunya menyediakan bantuan dan
perlindungan untuk mereka yang melarikan diri dari konflik dan
kekerasan di Myanmar.

Di sisi lain, ada juga suara yang menentang penerimaan
pengungsi Rohingya di Indonesia. Beberapa alasan yang
diajukan termasuk kekhawatiran akan dampak ekonomi, potensi
konflik sosial, dan ketidakpastian status hukum para pengungsi.
Kelompok ini mengingatkan bahwa Indonesia sendiri memiliki
tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diatasi.

Pertanyaan untuk Siswa:

a. Bagaimana Pemerintah Indonesia Merespons Kedatangan
Pengungsi Rohingya?

b. Pemerintah Indonesia memberikan respons cepat dengan
mengirimkan bantuan kemanusiaan dan merencanakan
proses identifikasi serta penanganan medis bagi pengungsi.

c. Apa yang Menjadi Poin Pro dan Kontra dalam Penerimaan
Pengungsi Rohingya?

d. Poin pro melibatkan solidaritas internasional dan
kemanusiaan, sementara poin kontra  mencakup
kekhawatiran ekonomi dan potensi konflik sosial.

e. Bagaimana Posisi Anda dalam Isu Ini? Apakah Penerimaan
Pengungsi Rohingya Menurut Anda Penting?

f.  Siswa diharapkan memberikan pendapat pribadi mereka,
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, pertimbangan
ekonomi, dan dampak sosial.

g. Apa Tantangan yang Mungkin Dihadapi oleh Pemerintah
Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya?

h. Tantangan mungkin meliputi aspek kesehatan, keamanan,
sosial, dan ekonomi, serta perlu koordinasi dengan organisasi
internasional.
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i. Bagaimana Langkah-langkah yang Bisa Diambil untuk
Menyelesaikan Pro Kontra Terkait Penerimaan Pengungsi
Rohingya?

Langkah-langkah mungkin mencakup dialog terbuka,
edukasi ~masyarakat, dan penerapan kebijakan yang
memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kemanusiaan dan
keamanan nasional.

Berita kasus ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk
mendiskusikan dan membahas isu-isu sosial, politik, dan
kemanusiaan yang kompleks. Ini juga dapat menjadi peluang
untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana
pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam menghadapi
tantangan kemanusiaan internasional.

Mengembangkan Sikap Bijak Menghadapi
Perkembangan IImu Pengetahuan dan
Teknologi

Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dalam Perkembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Mengembangkan sikap tanggung jawab dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi suatu
prinsip utama bagi masyarakat Indonesia, terutama di era
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin terbuka
terhadap pengaruh global. Bagian ini akan membahas cara
mengembangkan sikap bijak dalam menghadapi berbagai
dampak kemajuan iptek, dengan menempatkan tanggung jawab
sebagai inti dari kemajuan iptek yang berkelanjutan.

Sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek
harus dimulai dengan pemahaman terhadap kewajiban dan
tanggung jawab negara. Konstitusi 1945 menegaskan bahwa
negara bertanggung jawab atas pengembangan iptek untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 31 ayat 1). Ini
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mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung pertumbuhan iptek sejalan dengan
pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
menekankan pentingnya membangun sistem iptek yang
inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami kewajiban dan
tanggung jawab negara, masyarakat dapat berkontribusi dalam
mengarahkan kemajuan iptek sesuai dengan kepentingan
nasional.

Dalam menghadapi dampak kemajuan iptek yang beragam,
perlu difokuskan perhatian pada aspek keamanan dan kedaulatan
digital. Fenomena seperti serangan siber dan penyebaran
informasi palsu menjadi ancaman nyata, yang memerlukan sikap
bijak dan kewaspadaan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah contoh
konkret bagaimana negara berupaya melindungi masyarakat
dari dampak buruk kemajuan iptek.

Gambar 3.3 Dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi dapat diminimalkan melalui pendidikan di sekolah yang
berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sumber: www.beritajakarta.com
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Tanggung jawab juga mencakup aspek etika dalam
pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hukum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan
menyoroti urgensi pembinaan etika dalam lingkup pekerjaan.
Demikian juga, dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi,
masyarakat perlu memahami serta menginternalisasi prinsip-
prinsip etika yang mencakup elemen-elemen seperti privasi,
keamanan, dan dampak sosial.

Sebagai contoh, dalam pembangunan kecerdasan buatan
(AI), dibutuhkan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi
tersebut tidak menyalahi hak asasi manusia dan nilai-nilai moral
yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Membentuk
sikap selektif berarti tidak hanya mempertimbangkan manfaat
teknologi, tetapi juga memperhatikan konsekuensi etis yang
mungkin muncul.

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk
sikap selektif. Inisiatif seperti Gerakan Literasi Teknologi (GLiT) bisa
menjadi contoh bagaimana masyarakat dapat diberdayakan untuk
memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Ini sejalan dengan semangat Hukum
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menegaskan kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
pendidikan.Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup
penguatan literasi teknologi, tetapi juga melibatkan mereka dalam
proses pengembangan iptek lokal. Contohnya, program-program
kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas lokal dalam
mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
lokal.

Pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan nasional memiliki peran besar dalam membentuk
sikap selektif masyarakat terhadap kemajuan iptek. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menegaskan pentingnya
pendidikan karakter dalam membangun generasi yang memiliki
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integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan
sekitar.

Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek
bukanlah sekadar penolakan, melainkan refleksi dari nilai-nilai
yang ditanamkan dalam pendidikan karakter. Sebagai contoh,
pemahaman nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal dapat
membentuk sikap selektif yang memperhatikan kepentingan
bersama.

Untuk memberikan pemahaman lebih konkret, kita dapat

mengeksplorasi studi kasus keberhasilan implementasi sikap
selektif dalam suatu komunitas atau wilayah. Misalnya, sebuah
daerah yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam sektor
pertanian tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan
kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat belajar dari
praktik-praktik positif yang sudah teruji.
Sikap Bijak Menghadapi Kemajuan IImu Pengetahuan dan Teknologi
Pentingnya bersikap bijak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan budaya
Indonesia. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
kaya akan keberagaman budaya, penting untuk menjaga dan
menghormati nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
diperlukan sikap bijak yang mempertimbangkan nilai-nilai
luhur dan tradisi yang menjadi bagian integral dari identitas
bangsa. Sikap bijak ini mencakup pemahaman mendalam
terhadap kearifan lokal, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang
telah terbentuk.

Dalam ranah hukum, sikap bijak terhadap kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu diwujudkan melaluiregulasidan
undang-undang yang relevan. Negara harus memiliki kerangka
hukum yang mampu mengatur dan mengawasi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan kepentingan
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nasional. Sebagai contoh, Hukum Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja memberikan dasar hukum bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan
keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Pentingnya sikap selektif juga terlihat dalam dampak
sosial dan ekonomi kemajuan iptek. Sebuah sikap yang selektif
memungkinkan negara untuk memanfaatkan teknologi guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan
bahwa kesenjangan sosial tidak semakin melebar. Pengembangan
iptek juga harus menciptakan lapangan pekerjaan dan
meningkatkan produktivitas ekonomi, sehingga memberikan
kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek,
sikap selektif juga perlu memperhatikan aspek etika dan moral.
Keberadaan teknologi yang semakin canggih, seperti kecerdasan
buatan (AI) dan rekayasa genetika, menimbulkan pertanyaan
etis yang memerlukan perhatian serius. Negara perlu memiliki
pandangan etis yang jelas dan pedoman moral yang dapat
menjadi landasan dalam menerima atau menolak kemajuan
iptek tertentu.

Membangun sikap selektif juga melibatkan peran
pendidikan. Sistem pendidikan harus mampu membekali
generasi muda dengan pemahaman yang mendalam tentang
kemajuan iptek, serta mengajarkan nilai-nilai kehati-hatian
dan pertimbangan etis. Dalam kurikulum pendidikan, perlu
diintegrasikan materi yang membahas dampak kemajuan iptek,
serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa
tentang pentingnya sikap selektif.

Pentingnya melibatkan berbagai pihak atau stakeholder
dalam proses pengambilan keputusan terkait kemajuan iptek juga
menjadi poin krusial. Partisipasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, dan sektor bisnis dapat memberikan kontribusi
positif dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak kemajuan
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iptek. Mekanisme konsultasi publik dan dialog antar-stakeholder
dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan yang tepat
antara kemajuan iptek dan kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh konkret, studi kasus mengenai pembangunan
infrastruktur teknologi dan dampaknya dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas. Misalnya, penerapan jaringan 5G
memiliki potensi besar untuk meningkatkan koneksi dan
inovasi di berbagai sektor, tetapi perlu dielola dengan hati-hati
agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
dan lingkungan. Oleh karena itu, menerapkan sikap bijak
dalam mengadopsi teknologi 5G menjadi sangat penting untuk
mencapai keseimbangan yang diinginkan.

Sikap Cerdas Terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang
Politik

Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
terhadap sektor politik di Indonesia merupakan aspek yang
tidak bisa diabaikan. Dalam menghadapi kemajuan iptek di
bidang politik, penting untuk membangun sikap cerdas yang
tidak hanya mencerminkan kelangsungan demokrasi, tetapi
juga menjaga kedaulatan negara dan nilai-nilai Pancasila. Bagian
ini akan menguraikan secara mendalam mengenai urgensi dan
tantangan dalam membangun sikap cerdas terhadap pengaruh
kemajuan iptek di ranah politik.

Sikap cerdas terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang
politik semakin penting mengingat pergeseran paradigma dalam
dunia politik. Revolusi industri 4.0 membawa dampak signifikan
terhadap tata kelola politik, mulai dari proses pemilihan
umum hingga pengambilan keputusan strategis. Perubahan ini
memerlukan adaptasi dan respons yang cerdas dari pihak yang
berkepentingan, termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan sikap cerdas haruslah berlandaskan pada
landasan filosofis yang kokoh, khususnya nilai-nilai Pancasila
sebagai ideologi negara. Sikap cerdas tidak boleh melanggar
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prinsip-prinsip dasar negara, seperti kemanusiaan yang adil dan
beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan demikian, kemajuan
iptek di bidang politik harus diarahkan untuk memperkuat
fondasi nilai-nilai dasar bangsa.

Dalam konteks hukum, sikap cerdas dapat diperkuat melalui
kerangka regulasi yang jelas dan adaptif terhadap kemajuan
iptek di bidang politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu adalah contoh konkret bagaimana regulasi dapat
beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memastikan
integritas pemilu, dan melindungi proses demokrasi dari potensi
gangguan atau manipulasi.

Aspek keamanan dan kedaulatan negara menjadi
pertimbangan utama dalam membangun sikap cerdas terhadap
kemajuan iptek di bidang politik. Fenomena cyber warfare,
propaganda digital, dan serangan siber dapat membahayakan
kestabilan politik suatu negara. Oleh karena itu, negara perlu
menerapkan langkah-langkah proaktif untuk melindungi sistem
politiknya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembentukan sikap cerdas juga bergantung pada
pendidikan politik yang berkualitas. Pendidikan politik tidak
hanya mengajarkan warga negara tentang hak dan kewajibannya,
tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
cara menghadapi pengaruh kemajuan iptek di dunia politik.
Kurikulum pendidikan politik perlu diperbarui dan disesuaikan
agar mencerminkan realitas politik yang berkembang.

Sikap cerdas juga mencakup partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan politik. Pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dapat memperkuat keterlibatan warga
negara dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang sesuai
dengan kepentingan rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar hukum bagi
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pemberian informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan.

Sebagai ilustrasi, studi kasus tentang penggunaan teknologi
dalam pemilihan umum dapat menjadi contoh yang relevan.
Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk kampanye politik,
pemantauan pemilu, dan pelaporan hasil suara memberikan
dampak signifikan terhadap proses demokrasi. Namun, kasus-
kasus potensial seperti penyebaran berita palsu atau manipulasi
data juga menunjukkan perlunya sikap selektif untuk menjaga
integritas proses pemilihan.

Pembangunan sikap selektif juga harus dilandasi oleh etika
politik dan tanggung jawab digital. Praktik politik yang fair,
transparan, dan jujur perlu diterapkan secara konsisten, baik
dalam ruang politik konvensional maupun di dunia maya. Etika
politik yang baik akan membantu menjaga keseimbangan antara
kemajuan iptek dan integritas politik.

Sikap Selektif Terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang
Ekonomi

Sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) di bidang ekonomi menjadi kunci utama
dalam memandu Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju
transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara
yang terus berkembang, Indonesia memiliki tantangan besar
dan peluang seiring dengan dinamika global. Sub Bab ini akan
mengulas secara rinci urgensi sikap selektif di bidang ekonomi,
mengarah pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berdaya saing.

Sikap yang bijak dalam menghadapi transformasi ekonomi
melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat
berkaitan dengan perkembangan ekonomi global yang berfokus
pada pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan sikap
cerdas dalam mengintegrasikan inovasi dan teknologi ke dalam
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struktur ekonomi nasional. Kemampuan untuk memilih dan
mengarahkan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
akan membantu Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Pembentukan sikap cerdas di bidang ekonomi perlu
didukung oleh dasar hukum yang kokoh. Hukum Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan hukum
bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan
elektronik, yang merupakan hasil dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di sektor ekonomi. Sikap cerdas harus
mencerminkan ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan
panduan bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi.

Pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi
fondasi utama dalam membentuk sikap cerdas di bidang
ekonomi. Pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan
industri, pelatihan keterampilan, dan pendidikan teknologi
informasi perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja
yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Hal
ini sejalan dengan Hukum Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan guru.

Sikap cerdas di bidang ekonomi juga harus mencakup
prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi tidak boleh meninggalkan kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Hukum Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa memberikan landasan hukum bagi pengembangan
ekonomi di tingkat desa, termasuk penggunaan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sikap cerdas di bidang ekonomi juga melibatkan tanggung
jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan. Hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sikap
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cerdas perlu mencakup pemilihan teknologi dan inovasi yang
mendukung prinsip keberlanjutan dan menjaga keanekaragaman
hayati.

Sebagai contoh, studi kasus mengenai dampak Revolusi
Industri 4.0 dalam sektor manufaktur dapat menjadi ilustrasi yang
jelas. Penerapan teknologi otomatisasi, Internet of Things (IoT),
dan kecerdasan buatan dalam produksi dapat meningkatkan
efisiensi dan daya saing industri manufaktur. Tetapi, diperlukan
sikap cerdas untuk memastikan bahwa dampak positif ini sejalan
dengan pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan
yang mungkin muncul.

Sikap selektif di bidang ekonomi juga memerlukan kolaborasi
antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
Inisiatif seperti kemitraan publik-swasta (PPP) dan pelibatan
aktif perusahaan dalam penyusunan kurikulum pendidikan
vokasi dapat menjadi langkah konkret dalam mengarahkan
pengaruh kemajuan iptek sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Moralitas dalam dunia bisnis dan kewajiban sosial
perusahaan (CSR) menjadi elemen penting dalam sikap cerdas
di sektor ekonomi. Hukum Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perusahaan memiliki
tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Sikap cerdas melibatkan
seleksi usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan
finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Cara Dibutuhkan untuk Mewujudkan Sikap Selektif di Bidang

Ekonomi:

a. Pemahaman Mendalam tentang Kemajuan Iptek dan
Dampaknya di Bidang Ekonomi
Langkah pertama dalam membangun sikap selektif adalah
pemahaman mendalam tentang perkembangan iptek dan
bagaimana dampaknya terasa dalam konteks ekonomi. Ini
mencakup pemahaman tentang revolusi industri, kecerdasan
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buatan, dan teknologi blockchain, serta bagaimana teknologi
ini dapat memengaruhi sektor-sektor ekonomi kunci.
Penguatan Pendidikan dan Literasi Digital

Membekali masyarakat dengan pengetahuan dan literasi
digital yang memadai adalah kunci untuk mengembangkan
sikap selektif. Kurikulum pendidikan perlu disusun
dengan memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan
perkembangan teknologi, dan pelatihan literasi digital perlu
diperluas agar masyarakat mampu memahami, menilai, dan
mengelola informasi dengan bijak.

Pengembangan Kebijakan Ekonomi Berbasis Teknolog
Pemerintah perlu memainkan peran proaktif dalam
merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi yang
berbasis teknologi. Ini mencakup investasi dalam riset dan
pengembangan, insentif bagi perusahaan yang menerapkan
teknologi berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan
regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan
keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kolaborasi Multi-Stakeholder untuk Pengambilan Keputusan
Sikap selektif bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah.
Kolaborasi multi-stakeholder, melibatkan pemerintah,
sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, diperlukan
untuk mengambil keputusan yang bijak. Mekanisme
dialog dan konsultasi publik dapat menjadi sarana efektif
untuk memastikan berbagai perspektif diakomodasi dalam
pengambilan keputusan.

Evaluasi Dampak Sosial dan Lingkungan

Penting untuk mengintegrasikan evaluasi dampak sosial
dan lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang
melibatkan kemajuan iptek. Dengan mempertimbangkan
dampak ini secara holistik, sikap selektif dapat lebih efektif
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial.
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Pemberdayaan UMKM melalui Iptek

Sikap selektif perlu berfokus pada pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan
iptek. Ini mencakup dukungan dalam mengadopsi solusi
digital, pelatihan keterampilan digital, dan akses terhadap
platform perdagangan elektronik. Keberlanjutan UMKM
adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi secara
keseluruhan.

Keberlanjutan dan Inklusivitas dalam Transformasi Digital
Sikap selektif perlu mengutamakan prinsip keberlanjutan
dan inklusivitas dalam setiap langkah transformasi digital.
Peningkatan aksesibilitas teknologi, peningkatan inklusivitas
gender, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal
dalam proses transformasi adalah langkah-langkah yang
penting.

Peningkatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data
Seiring dengan kemajuan iptek, keamanan siber dan
perlindungan data menjadi sangat penting. Sikap selektif
mencakup pembangunan kebijakan dan regulasi yang
memastikan bahwa setiap inovasi teknologi juga diimbangi
dengan langkah-langkah untuk melindungi keamanan data
pribadi dan bisnis.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Sikap selektif di bidang ekonomi perlu melibatkan masyarakat
secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Mekanisme partisipasi publik, seperti audiensi publik dan
konsultasi masyarakat, dapat membantu menciptakan
kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan
kekhawatiran masyarakat.

Penyusunan Roadmap Strategis untuk Transformasi Ekonomi
Sikap selektif bukanlah langkah sekali jalan. Diperlukan
penyusunan roadmap strategis yang dapat membimbing
transformasi ekonomi dalam jangka panjang. Roadmap
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ini harus mencakup target-target spesifik, indikator
keberhasilan, serta mekanisme evaluasi dan penyesuaian.

Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan di Sosial Budaya
Pentingnya mengembangkan sikap selektif terhadap pengaruh
kemajuan iptek di sosial budaya terletak pada upaya menjaga
keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai tradisional.
Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa tidak semua
aspek kemajuan iptek dapat dengan mudah diadopsi tanpa
menyelaraskan dengan konteks budaya yang ada. Oleh karena itu,
pembentukan sikap selektif harus diarahkan pada pemahaman
mendalam tentang nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan norma yang
membangun identitas bangsa.

Sikap cerdas juga melibatkan kesadaran terhadap
konsekuensi sosial yang mungkin muncul dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Masyarakat harus menyadari bahwa
setiap kemajuan tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga
menimbulkan tantangan baru. Contoh konkret dapat dilihat
dari perkembangan teknologi digital yang, meskipun membuka
akses ke informasi global, juga memunculkan isu terkait privasi
dan keamanan data. Dalam konteks ini, Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang
relevan untuk membentuk sikap cerdas terhadap kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang ini.

Sikap cerdas juga dapat diaplikasikan dalam konteks
keberlanjutan lingkungan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi seringkali disertai oleh dampak negatif terhadap
lingkungan, seperti polusi udara dan pencemaran air. Oleh
karena itu, masyarakat harus memilih dan mendukung kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, sejalan
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



Dalam mengembangkan sikap cerdas terhadap teknologi
ramah lingkungan, perlu adanya edukasi mengenai pentingnya
pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya secara
berkelanjutan. Program-program yang mendukung inovasi-
inovasi berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti energi
terbarukan dan pengelolaan limbah, menjadi langkah konkret
yang dapat diambil oleh masyarakat.

Sikap cerdas juga melibatkan pertimbangan etika dalam
penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Masyarakat harus dapat menilai apakah suatu teknologi dapat
diaplikasikan tanpa mengancam hak asasi manusia. Sebagai
contoh, dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan
(AI), perlu dijaga agar tidak ada pelanggaran terhadap privasi
dan kebebasan individu. Penerapan Undang-Undang Hak Asasi
Manusia menjadi penting dalam konteks ini.

Penggunaan teknologi harus diatur sedemikian rupa untuk
melindungi hak-hak dasar setiap individu, dan masyarakat perlu
memilih serta mendukung inovasi yang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam hal ini, kritisisme
terhadap teknologi pengawasan dan pemantauan perlu
diterapkan sebagai bentuk sikap cerdas untuk menjaga kebebasan
warga negara.

Sebagai langkah proaktif, masyarakat juga perlu
mengembangkan sikap cerdas dengan mendorong inovasi lokal
dan kemandirian teknologi. Dalam menghadapi globalisasi,
penting bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen
teknologi, tetapi juga produsen dan pengembangnya. Penerapan
Undang-Undang Paten menjadi landasan hukum yang
mendukung perkembangan inovasi di tingkat lokal.

Dengan demikian, sikap cerdas tidak hanya bersifat defensif
terhadap pengaruh luar, tetapi juga proaktif dalam menghasilkan
inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa
Indonesia. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui
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pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi menjadi strategi
yang mendukung upaya menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan inovasi lokal.

Refleksi

Setelah Anda menelaah isi dari bagian ini, tentu Anda semakin
menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
memiliki dampak signifikan pada kehidupan seluruh manusia. Oleh
karena itu, setiap individu perlu bersiap diri menghadapi berbagai
pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi tersebut. Pertimbangkan langkah-langkah apa yang
telah Anda ambil untuk menghadapi dampak kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek kehidupan Anda!

Bentuk Perilaku untuk Menghadapi Pengaruh Kemajuan Iptek

Lingkungan Keluarga Lingkungan Sekolah | Lingkungan Masyarakat

4.

5.

Rangkuman

Kata kunci yang perlu dipahami saat menjelajahi materi di bab
ini adalah dampak negatif, dampak positif, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi.

Pokok Materi:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu berdampak
padakehidupan suatubangsa, baik dampak yang menguntungkan
maupun merugikan.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
berpengaruh kuat terhadap nilai-nilai seperti keterbukaan,
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kebebasan, dan demokrasi dalam pemikiran dan keinginan
masyarakat  Indonesia.

3. Kelebihan alat komunikasi yang ditandai dengan hadirnya
internet secara langsung mempermudah kita untuk mengakses
informasi dari berbagai belahan dunia, memberikan kontribusi
positif pada proses transfer pengetahuan yang sangat bermanfaat.

4. Dalam wusaha pengembangan melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, setiap individu Indonesia perlu
memiliki kebijaksanaan dan memegang teguh prinsip-prinsip
moral. Dengan demikian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak
lingkungan hidup. Namun, jika pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dilakukan tanpa kebijaksanaan dan tanpa
mempertimbangkan nilai moral, risiko merusak lingkungan

menjadi lebih besar.

5. Ada tiga pilihan sikap yang bisa diambil oleh masyarakat
Indonesia dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi ini. Pertama, menolak sepenuhnya segala pengaruh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek
kehidupan. Kedua, menerima tanpa penyaringan terlebih dahulu
semua dampak yang ditimbulkan. Ketiga, bersikap selektif
terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menolak hal-hal
negatifnya.

PENILAIAN DIRI

1. Penilaian Sikap
Sekarang, mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah
langkah-langkah yang kita ambil telah mendukung upaya
mengurangi dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi? Mohon baca daftar perilaku di bawah ini, lalu
isi kolom kegiatan dengan frekuensi biasa yang Anda lakukan
(selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah) dengan menandai
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tanda silang (x), dan sertakan alasan di balik tindakan tersebut.
Harap diingat untuk mengisi dengan keadaan sebenarnya.

Pengalaman Pribadi

No. Pernyataan Alasan
Selalu | Sering | Kadang- Tidak

kadang Pernah

1. | Memanfaatkan
internet untuk

kegiatan belajar.

2. | Menunjukkan sikap
hormat terhadap
kepentingan

orang lain saat
berinteraksi di

media sosial.

3. | Menggunakan
media sosial untuk
memperluas
lingkaran
pertemanan.

4. | Memberikan
dukungan pada

produk-produk
lokal.

5. | Menyanyikan lagu
nasional dengan

penuh semangat.

6. | Menunjukkan
penghargaan
terhadap teman
yang memiliki latar
belakang suku,
agama, ras, budaya,
dan gender yang
berbeda.
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2.

Melaksanakan
kesepakatan
bersama, meskipun
memiliki
perbedaan dengan
keinginan atau

pendapat pribadi.

Menjadi penengah
dalam penyelesaian
konflik di dalam
kelas.

Menghargai
pandangan orang
lain meskipun
berbeda dengan

pendapat sendiri.

10.

Menggunakan
bahasa Indonesia
yang baik dan
benar saat
berkomunikasi
dengan teman yang
berasal dari daerah
dan suku bangsa

yang berbeda.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Explorasi Dampak Kemajuan Iptek

a.

b.

Siswa dikelompokkan ke dalam enam kelompok besar.
Setiap kelompok memilih fokus pada bidang tertentu
yang terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek), seperti ekonomi, pendidikan, atau
lingkungan.

Anggota kelompok bekerja sama untuk mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan dampak
kemajuan iptek pada bidang yang mereka pilih.
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Tiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi dari
sumber-sumber tersebut, termasuk perubahan, tantangan,
dan potensi dampak positif.

Kelompok menyusun laporan hasil penelitian mereka,
termasuk analisis dampak kemajuan iptek dalam bidang
yang mereka teliti.

Kelompok menyajikan laporan hasil penelitian mereka
dalam bentuk panel diskusi di kelas.

Setiap kelompok memberikan tanggapan konstruktif atau
pertanyaan terhadap presentasi kelompok lain.
Kelompok merangkum laporan hasil penelitian mereka
setelah mendapatkan umpan balik dari kelompok lain,
menegaskan pentingnya sikap selektif dalam menghadapi
berbagai dampak kemajuan iptek.

RINGKASAN BAB 3

1. Mengidentifikasi Dampak Kemajuan Iptek Terhadap NKRI

Perkembangan iptek memberikan kontribusi positif
terhadap kehidupan sosial, pembangunan nasional, dan
penguatan negara.

Perlu mewaspadai dampak negatif kemajuan iptek, seperti
potensi konflik sosial, ketidaksetaraan, dan tantangan etika
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai

Pengaruh Kemajuan Iptek

Masyarakat, bangsa, dan pemerintah memiliki tanggung
jawab untuk mengembangkan iptek secara bertanggung
jawab agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat.

Sikap selektif diperlukan untuk menyikapi dampak
kemajuan iptek dengan mempertimbangkan nilai-nilai
moral, keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya
terhadap kehidupan masyarakat dan negara.
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Bab ini membahas dampak kemajuan iptek terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara rinci, bab ini membahas
dampak positif dan negatifkemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara. Pembahasan melibatkan pembangunan sikap
selektif dalam menghadapi berbagai dampak kemajuan iptek,
termasuk tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan perlunya
kehati-hatian dalam menyikapi pengaruh iptek terhadap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Uji Kompetensi BAB 3

SOAL PILIHAN GANDA

1. Apayang dimaksud dengan dampak positif kemajuan iptek bagi
NKRI?
a. Dampak yang memberikan manfaat bagi pembangunan
nasional dan kesejahteraan masyarakat.
b. Dampak yang hanya memberikan manfaat pada individu
tertentu.
c. Dampak yang bersifat merugikan bagi lingkungan.
d. Dampak yang tidak relevan dengan kehidupan bermasyarakat.
2. Apa yang menjadi dampak negatif dari kemajuan iptek bagi
NKRI?
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
b. Tantangan etika dalam penggunaan teknologi.
c.  Memperkuat nilai-nilai kebersamaan.
d.  Mempercepat pembangunan infrastruktur.

3. Apa yang dimaksud dengan sikap tanggung jawab dalam
pengembangan  iptek?
a. Mengabaikan konsekuensi pengembangan iptek.
b. Mengutamakan kepentingan individu.
c. Bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.
d. Menyalahkan pemerintah atas perkembangan iptek.
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Apa yang menjadi tujuan sikap selektif terhadap pengaruh

kemajuan iptek?

a.  Mengadopsi setiap teknologi baru tanpa evaluasi.

b. Melibatkan nilai-nilai moral dan dampak jangka panjang
dalam penilaian.

c.  Menolak segala bentuk kemajuan iptek.

d. Tidak mempertimbangkan dampak sosial.

Pengembangan iptek yang tidak bertanggung jawab dapat
menyebabkan...

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Tantangan etika dalam penggunaan teknologi.

c. Keterbelakangan pembangunan nasional.

d. Penurunan tingkat pendidikan.

Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek melibatkan...
a. Menerima semua teknologi tanpa pertimbangan.

b. Evaluasi nilai-nilai moral dan dampak jangka panjang.

c. Penolakan total terhadap inovasi.

d. Tidak memperhitungkan dampak lingkungan.

Pengaruh positif kemajuan iptek dapat dilihat dari...
a. Peningkatan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
b. Perkembangan ekonomi yang merata.

c. Berkurangnya kebebasan individu.

d. Peningkatan konflik sosial.

Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek mencakup...
a. Menyalahkan pemerintah atas perkembangan iptek.

b. Tidak memperhatikan dampak sosial dari teknologi.

c. Bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.
d. Mengabaikan konsekuensi pengembangan iptek.

1Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI melibatkan...
a. Penguatan nilai-nilai kebersamaan.
b. Peningkatan ketidaksetaraan.
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10.

11.

12.

13.

14.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat.
d. Perkembangan pendidikan yang merata.

1Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek penting
untuk...

a. Menolak segala bentuk inovasi.

b. Melibatkan nilai-nilai moral dan dampak jangka panjang.

c.  Menerima setiap teknologi tanpa evaluasi.

d. Mengutamakan kepentingan individu.

1Dampak positif kemajuan iptek yang berkaitan dengan
kehidupan bermasyarakat adalah...

a. Peningkatan kesenjangan sosial.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Berkurangnya partisipasi masyarakat.

d. Penurunan tingkat pendidikan.

1Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dapat
melibatkan...

a. Tidak mempertimbangkan dampak sosial.

b. Evaluasi nilai-nilai moral dan dampak jangka panjang.

c.  Menolak setiap perubahan teknologi.

d. Menerima inovasi tanpa pertimbangan.

1Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dapat
mengakibatkan...

a. Berkurangnya ketidaksetaraan dalam masyarakat.

b. Konflik sosial dan keretakan kebersamaan.

c. Perkembangan ekonomi yang merata.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat.

1Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek mencakup...
a. Mengabaikan konsekuensi pengembangan iptek.

b. Mengutamakan kepentingan individu.

c. Bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.
d. Tidak memperhatikan dampak sosial dari teknologi.
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15. 1Pengaruh positif kemajuan iptek bagi NKRI dapat tercermin
dalam...
a. Berkurangnya tingkat pendidikan.
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c. Penguatan nilai-nilai kebersamaan.
d. Penurunan kesejahteraan masyarakat.

SOAL ESSAY

1. Jelaskan dua contoh konkrit bagaimana kemajuan iptek
memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

2. Gambarkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat
kemajuan iptek di berbagai aspek kehidupan. Berikan contoh
dan diskusikan solusi yang mungkin untuk mengatasi dampak
tersebut.

3. Bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat
mengimplementasikan ~ sikap  tanggung jawab  dalam
pengembangan iptek? Jelaskan peran individu dan pemerintah
dalam memastikan pengembangan iptek yang bertanggung
jawab.

4. Tuliskan dua strategi konkrit yang dapat dilakukan oleh individu
atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan sikap selektif
terhadap dampak kemajuan iptek. Berikan alasan mengapa
strategi tersebut efektif.

SOAL URAIAN

1. Jelaskan secara rinci bagaimana kemajuan iptek dapat
berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.
Diskusikan apakah ada kebijakan atau tindakan yang dapat
diambil untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

2. Menurut Anda, bagaimana kemajuan iptek dapat memengaruhi
nilai-nilai kebangsaan di Indonesia? Berikan contoh konkret dan
diskusikan apakah hal ini memiliki dampak positif atau negatif.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA




Diskusikan peran pendidikan dalam membentuk sikap selektif
masyarakat terhadap kemajuan iptek. Apakah sistem pendidikan
di Indonesia telah cukup efektif dalam membangun kesadaran
terhadap dampak positif dan negatif kemajuan iptek?
Identifikasi dan analisis tantangan etika yang muncul seiring
dengan kemajuan iptek di era digital. Diskusikan apakah regulasi
yang ada sudah cukup untuk mengatasi tantangan ini atau perlu
adanya penyesuaian lebih lanjut.
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DINAMIKA PERSATUAN DAN
KESATUAN DALAM KONTEKS
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

elamat datang pada Bab 4 buku ajar Pendidikan Pancasila dan
SKewarganegaraan (PPKN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA). Pada bab ini, kita akan menjelajahi "Dinamika Persatuan
dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Sebagai generasi penerus bangsa, pemahaman yang mendalam
terhadap prinsip-prinsip dasar negara dan keberagaman yang
menjadi kekayaan Indonesia sangatlah penting. Dalam perjalanan
pembelajaran ini, kita akan merenungi makna "NKRI harga mati"
sebagai pilar utama yang menopang eksistensi dan keberlanjutan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia, dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan
bahasa, memasuki sebuah bab dalam sejarahnya yang menuntut
pemahaman mendalam tentang persatuan dan kesatuan. Dinamika
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yang muncul dari keberagaman ini menempatkan peran utama
bagi setiap warga negara untuk memahami dan menjaga persatuan,
sekaligus menghargai keanekaragaman yang menjadi warisan nenek
moyang kita

Bab ini akan mengupas secara komprehensif bagaimana
persatuan dan kesatuan dapat terwujud dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diamanatkan oleh Pancasila
sebagai dasar negara.

VI Rl

HARGA ?m*rv

“NKRI Harga Mati”

Gambar 4.1 Pengaruh negatif dari kemajuan iptek diminimalisasi salah
satunya melalui proses pendidikan di sekolah yang berbasis pada nilai-nilai
Pancasila

Sumber: www.beritajakarta.com

Suatu ungkapan yang sering kita dengar dan kita amalkan adalah
“NKRI harga mati” Ungkapan ini bukan sekadar slogan, tetapi
sebuah komitmen yang mendalam dan kokoh terhadap kesatuan dan
persatuan bangsa. “NKRI harga mati” bermakna bahwa keutuhan
dan keberlanjutan Indonesia sebagai satu negara tidak dapat
dipertaruhkan. Ini merupakan komitmen setiap warga negara untuk
tetap bersatu, meskipun dihadapkan pada perbedaan-perbedaan
yang ada.

Dalam konteks sejarah, ungkapan ini merujuk pada semangat
perjuangan para pahlawan bangsa yang gugur demi merebut dan
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mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, “NKRI harga mati” menjadi
panggilan moral dan etika bagi setiap generasi untuk menjaga
persatuan, memelihara kerukunan, dan menghargai keanekaragaman
yang ada.

Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi fondasi kuat dalam
membangun persatuan dan kesatuan. Dalam bab ini, kita akan
menggali makna-makna mendalam dari setiap sila Pancasila dan
bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi perekat yang mengikat
seluruh lapisan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya
“berbeda-beda namun tetap satu,” juga akan menjadi fokus dalam
memahami bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan yang
memperkuat, bukan melemahkan, kesatuan bangsa.

Seiring dengan pemahaman akan nilai-nilai dasar negara,
kita juga akan menganalisis tantangan-tantangan yang mungkin
muncul dalam menjaga kesatuan bangsa. Mulai dari isu-isu identitas,
perbedaan sosial, hingga dinamika politik, pemahaman terhadap
tantangan-tantangan ini akan memberikan dasar bagi siswa untuk
berpikir kritis dan proaktif dalam menjaga persatuan.

Untukmenguatkan pemahaman,babinijugaakan mengeksplorasi
contoh-contoh konkret tentang bagaimana keberagaman tercermin
dalam kehidupan sehari-hari. Melalui cerita, studi kasus, dan
analisis, siswa akan diajak untuk melihat bahwa keberagaman adalah
kekayaan yang dapat memperkuat persatuan, bukan sebagai potensi
perpecahan.

Bab ini akan diakhiri dengan kegiatan-kegiatan refleksi dan
diskusi, di mana siswa akan diminta untuk merenungkan peran
mereka dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Melalui
dialog dan interaksi, diharapkan setiap siswa dapat menginternalisasi
makna “NKRI harga mati” dan menjadi agen perubahan yang
berkontribusi positif terhadap keberlanjutan persatuan bangsa.

Dengan pembelajaran yang menyeluruh dan mendalam pada
bab ini, diharapkan siswa tidak hanya akan memiliki pemahaman
yang kuat terhadap konsep persatuan dan kesatuan, tetapi juga dapat
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mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga

negara yang bertanggung jawab dan mencintai tanah airnya. Mari

bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, karena “NKRI harga

mati” bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan jiwa yang

mengikat kita sebagai satu bangsa.

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.

Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)

Negara Kesatuan, atau Unitarisme, adalah suatu bentuk organisasi
negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah
pusat. Dalam konteks Indonesia, Unitarisme menegaskan bahwa
seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan. Konsep ini sejalan dengan semangat persatuan
dan kesatuan yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia.
Menurut Unitarisme, pemerintah pusat memiliki wewenang
yang mutlak untuk mengatur seluruh aspek kehidupan negara.

Para pendiri bangsa Indonesia, atau Founding Fathers,
merumuskan Unitarisme dalam Pembukaan UUD 1945.
Mereka menyadari pentingnya menjaga keutuhan wilayah
dan keberagaman yang ada. Ir. Soekarno, sebagai proklamator
kemerdekaan, menegaskan bahwa Unitarisme adalah pilihan
yang tepat untuk Indonesia, mengingat keberagaman yang
dimiliki oleh bangsa ini.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum
yang berdasar atas ketuhanan yang maha esa, yang berkedaulatan
rakyat, dengan kewarganegaraan dan bentuk negara Kesatuan
Republik Indonesia.” Pasal ini menegaskan bahwa NKRI adalah
suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Unitarisme tidak bermakna penegasan homogenitas,
melainkan sebuah landasan untuk melindungi dan menghargai
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keberagaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun
memiliki satu pemerintah pusat, memberikan kebebasan bagi
daerah-daerah untuk mengelola dan melestarikan kebudayaan
dan adat istiadat setempat. Hal ini sejalan dengan semangat
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan bahwa dalam
perbedaan, kita tetap satu.

Pemerintahan Indonesia menerapkan Unitarisme melalui
pembagian wilayah administratif menjadi provinsi, kabupaten,
dan kota. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur
kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memiliki
kewenangan tertentu dalam mengelola urusan lokal. Namun,
keputusan pemerintah daerah tetap harus sejalan dengan
kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Unitarisme juga menjadi alat efektif dalam penanganan
konflik dan upaya separatisme di beberapa daerah. Dengan
menegaskan kedaulatan negara secara utuh, pemerintah dapat
menjaga stabilitas dan mengatasi potensi perpecahan. Pendekatan
ini sesuai dengan semangat persatuan yang diperjuangkan oleh
para pahlawan bangsa.

Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator, pernah
menyatakan, "Kesatuan Indonesia adalah suatu keharusan. Kita
tidak mungkin hidup dalam keadaan terpecah-belah menjadi
beberapa negarakecil yanglemah." Pernyataan ini mencerminkan
pemahaman bahwa hanya melalui kesatuan, bangsa Indonesia
dapat mencapai kemajuan dan kejayaan.

Meskipun hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
telah diakui dan dijunjung tinggi, terdapat beberapa tantangan
dan ancaman yang dapat mengancam persatuan. Isu separatisme,
ekstrimisme, dan intoleransi perlu diatasi dengan bijaksana dan
melalui pendekatan yang holistik agar keutuhan bangsa tetap
terjaga.
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Tugas Kelompok

Hai teman-teman! Kita akan membahas sebuah topik yang sangat
relevan dan krusial untuk kita sebagai warga negara Indonesia,
yaitu "Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia." Sebagai kelompok, mari kita
fokus pada pemahaman dan peran hakikat negara kesatuan
dalam menjaga keutuhan bangsa.
Diskusi Konsep Unitarisme:
a. Bagaimana kalian memahami konsep Negara Kesatuan atau
Unitarisme?
b. Apa yang menjadi landasan filosofis Unitarisme dalam
konteks Indonesia?
c. Explorasi Hakikat Negara Kesatuan:
Bagaimana kita dapat menjelaskan hakikat Negara Kesatuan
Republik Indonesia?
e. Apa arti penting Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat
(1) dalam menggambarkan hakikat ini?

Tugas Kelompok

Simulasi Pembuatan Kebijakan Lokal

a. Bagi kelompok menjdi pemerintah daerah yang ingin
mengembangkan kebijakan lokal berdasarkan prinsip
Hakikat Negara Kesatuan. Identifikasi bidang apa yang bisa
diatur tanpa melanggar prinsip kesatuan.

b. Diskusikan peran pemuda dalam menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.

c. Buatlah strategi atau inisiatif yang dapat dilakukan oleh
pemuda untuk mendukung hakikat Negara Kesatuan.

d. Pilih satu kasus atau kejadian di Indonesia yang pernah
mengancam kesatuan. Analisislah dan cari solusi atau
langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



2.

e. Setiap kelompok diminta untuk membuat presentasi
singkat (maksimal 10 menit) untuk menjelaskan hasil tugas
kelompok.

. Sesi diskusi akan dibuka untuk pertanyaan dan tanggapan
dari kelompok lain.

Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

v IV
siiiasee?d

Gambar 4.2 Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung
menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Dalam membahas Dinamika Persatuan dan Kesatuan
Republik Indonesia, kita perlu mendalami hakikat Negara
Kesatuan yang menjadi pondasi keberlanjutan dan keutuhan
bangsa. Hakikat ini tercermin dalam karakteristik unik Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebuah entitas yang memadukan
beragam suku, budaya, agama, dan geografi. Untuk memahami
lebih dalam, mari kita eksplorasi karakteristik khusus yang
melekat pada NKRIL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkenal karena
keberagamannya. Dengan lebih dari 300 suku, 700 bahasa, dan
berbagai agama, Indonesia merupakan rumah bagi masyarakat
yang hidup bersama dalam harmoni. Keberagaman ini bukanlah
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suatu hambatan, melainkan kekuatan yang melahirkan kekayaan
budaya dan kehidupan sosial yang unik di dunia.

Dalam UUD 1945 Pasal 36B ayat (1), dijelaskan, “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” Ketentuan ini
menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap keberagaman
dan keberlanjutan budaya setiap masyarakat hukum adat.

Pancasila, sebagai dasar negara, memainkan peran sentral
dalam membentuk hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila bukan hanya sekadar ideologi politik, tetapi juga
menjadi panduan moral dan spiritual bagi seluruh warga negara.
Sebagai manifestasi nilai-nilai persatuan, Pancasila menjadi titik
temu bagi setiap lapisan masyarakat, mengarahkan arah dan
tujuan bangsa.

Sejarah mencatat bahwa pembentukan Pancasila melibatkan
tokoh-tokoh terkemuka seperti Soekarno, Mohammad Hatta,
dan para tokoh pergerakan nasional lainnya. Pada 1 Juni 1945,
Soekarno menyampaikan pidato di hadapan Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang
menandai lahirnya dasar negara Pancasila.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda
tapi tetap satu,” menjadi pilar lain yang menegaskan hakikat
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, prinsip
ini mengajarkan pentingnya menghormati dan merangkul
keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai potensi konflik.

UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) menegaskan, “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.” Ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak mengurangi
tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kesatuan dan
kedaulatan negara.
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Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tercermin
dalam sistem otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada
daerah bukan berarti melemahkan kesatuan negara, melainkan
memungkinkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif
terhadap kebutuhan lokal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi
pelaksanaan otonomi daerah. Dengan memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, prinsip
kesatuan negara tetap terjaga, dan keberagaman daerah menjadi
bagian integral dari keberagaman bangsa.

Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk
kesadaran persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda.
Dalam rangka membentuk karakteristik hakikat Negara
Kesatuan, pendidikan nasional perlu mengintegrasikan nilai-nilai
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat keberagaman
dalam kurikulumnya.

Sebagai contoh, program pembelajaran sejarah dan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat dirancang untuk
mengajarkan siswa tentang perjuangan bangsa dalam mencapai
kemerdekaan serta nilai-nilai persatuan yang diwariskan oleh
para pendiri bangsa.

Tugas Kelompok

Hai teman-teman kelompok! Dalam rangka memahami lebih
dalam tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kita akan menjalani sebuah tugas kelompok yang akan membawa
kita melihat lebih dekat karakteristik-karakteristik yang menjadi
landasan keberlangsungan dan keutuhan negara kita. Mari kita
bersama-sama menggali konsep ini dan menyusun pemahaman
yang kokoh.

a. Identifikasi dan jelaskan keberagaman yang ada di Indonesia,

seperti suku, budaya, dan agama.
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b. Diskusikan bagaimana keberagaman ini dapat menjadi
kekuatan dalam menciptakan identitas bangsa.

c. Jelaskan peran Pancasila dalam membentuk karakteristik
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral bagi warga
negara dalam menjaga kesatuan?

e. Diskusikan makna dan implikasi prinsip Bhinneka Tunggal
Ika.

f.  Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari untuk menjaga persatuan?

g. Pilih satu kasus implementasi otonomi daerah dan analisis
dampaknya terhadap kesatuan negara.

h. Diskusikan apakah otonomi daerah dapat memperkuat atau
melemahkan kesatuan.

i. Setiap kelompok menyajikan hasil analisis karakteristik
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. Sertakan grafik, diagram, atau infografis yang mendukung
presentasi.

k. Setelah setiap presentasi, berikan kesempatan kepada kelompok
lain untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
komentar.

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
dari Masa Ke Masa

Proses menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Kebersamaan dan
kesatuan rakyat, yang merupakan pondasi utama dalam menjaga
NKRI, tidak selalu tetap stabil. Keharmonisan dan kesatuan bangsa
Indonesia terus mengalami perubahan yang dinamis. Terkadang,
kesatuan tersebut begitu kokoh, namun pada waktu lain, ia diuji
oleh gerakan pemberontakan yang berupaya memisahkan diri dari
NKRI, serta ancaman-ancaman teror yang berpotensi menciptakan
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perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Namun demikian, patut

kita syukuri bahwa ancaman dan gangguan tersebut tidak berhasil

melemahkan NKRI; sebaliknya, negara ini semakin teguh dan

menunjukkan keberadaannya kepada dunia.

1.

Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan
(18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)

Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan babak awal yang
menentukan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada 17
Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh
Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi tonggak bersejarah
yang menandai awal perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun
saat itu Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan,
semangat persatuan dan kesatuan telah tumbuh kuat.

Proklamasi kemerdekaan yang diumumkan di Jakarta
pada 17 Agustus 1945 menjadi manifestasi tekad dan semangat
persatuan bangsa. Meskipun bangsa Indonesia masih harus
menghadapi berbagai rintangan, seperti agresi militer Belanda,
semangat perjuangan terus menguat, dan kesatuan dalam
perbedaan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.

Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 telah menandai
tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Semangat ini terus
berkobar dalam perjuangan kemerdekaan, menciptakan ikatan
yang kuat di antara generasi muda yang menjadi garda terdepan
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pada 18 Agustus 1945, hari yang sama dengan pembacaan
Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945
diresmikan. Undang-Undang Dasar ini mencerminkan tekad
untuk membentuk negara yang bersatu dan merdeka. Pasal
1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah
negara hukum yang berdasar atas ketuhanan yang maha esa,
yang berkedaulatan rakyat, dengan kewarganegaraan dan bentuk
negara Kesatuan Republik Indonesia."
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Bung Tomo, seorang pahlawan nasional, dikenal sebagai
"Bapak Proklamator” karena peran pentingnya dalam
membacakan teks Proklamasi kepada rakyat Surabaya pada 10
November 1945. Tindakan heroiknya memperkuat semangat
persatuan dan kesatuan, menunjukkan bahwa perjuangan
kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama.

Pada era ini, terjadi munculnya gerakan separatis yang
bertujuan mendirikan negara baru yang ingin memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa
gerakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pemberontakan PKI Madiun 1948

Pada tanggal 18 September 1948, terjadi pemberontakan
yang dipimpin oleh Muso dalam upaya mengganti dasar
negara Pancasila dengan ideologi komunis dan mendirikan
Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini melibatkan
pengambilalihan wilayah Pati dan menyertakan tindakan kejam
seperti pembunuhan dan penculikan. Tanggal 30 September
1948, TNI dan rakyat berhasil mengatasi pemberontakan ini
dengan operasi yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan
Kolonel Sungkono. Mereka berhasil mengejar dan membersihkan
daerah terdampak, sehingga Muso dan Amir Syarifuddin dapat
ditangkap dan dihukum mati.

Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwiryo memimpin
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dengan tujuan mendirikan
Negara Islam Indonesia. Proklamasi pendirian Negara Islam
Indonesia (NII) terjadi pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong,
Jawa Barat. Operasi Pagar Betis di Gunung Geber dilakukan oleh
Pasukan TNI dan rakyat untuk mengatasi pemberontakan yang
dilakukan oleh Kartosuwiryo. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo
berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
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Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia
Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)
Setelah masa revolusi, Indonesia harus menghadapi berbagai
tantangan dan mengelola kesatuan dalam keragaman di tengah
perkembangan politik dan ekonomi. Periode ini memberikan
kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas nasional
Indonesia.

Periode awal Republik Indonesia ditandai dengan konflik
dan perebutan kekuasaan. Pemberontakan di beberapa daerah,
seperti DI/TII di Jawa Barat dan RMS di Maluku, menunjukkan
kompleksitas dalam menjaga kesatuan. Pemerintahan terus
berupaya menanggapi tantangan ini dengan meneguhkan prinsip
persatuan.

Pancasila, sebagai ideologi negara, memainkan peran
kunci dalam menjaga kesatuan. Kabinet Ali Sastroamidjojo
merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menegaskan
pentingnya nilai-nilai tersebut dalam pembangunan nasional.

Operasi Trikora pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno
sebagai upaya untuk merebut kembali Irian Barat dari pemerintah
Belanda menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk menjaga
kesatuan wilayah. Pada 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan
Indonesia setelah berlangsungnya perundingan di New York.

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah turut memainkan peran dalam memelihara
kesatuan. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, keduanya
memiliki tekad yang kuat untuk mendukung pembangunan
bangsa.
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Gambar 4.3 Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Pada masa Republik Indonesia Serikat, terjadi gerakan-

gerakan pemisahan di beberapa wilayah Indonesia, seperti:

a.

Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, gerakan ini
muncul karena keyakinan akan adanya seorang pemimpin
yang membawa keamanan dan pemerintahan yang adil
APRA bertujuan mempertahankan negara federal di
Indonesia dengan memiliki tentara di negara bagian RIS.
Pemberontakan ini terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung
dan berhasil ditumpas oleh Pasukan Siliwangi.
Pemberontakan Andi Azis di Makassar

Dipimpin oleh Andi Aziz, pemberontakan ini dimulai di
Sulawesi Selatan pada April 1950. Terjadi ketegangan antara
kelompok anti-federal dan pro-federal terkait bergabungnya
NIT dengan RI. Pemerintah mengeluarkan perintah agar
Andi Aziz menyerahkan diri, dan pasukan dikerahkan untuk
menangani pemberontakan tersebut. Andi Aziz ditangkap, dan
pasukan berhasil menduduki Makassar pada 21 April 1950.
Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil,
pemberontakan ini menolak pembentukan NKRI dan
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mengumumkan berdirinya RMS pada 25 April 1950. RMS
ingin merdeka dan berpisah dari RI karena merasa Maluku
memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang cukup.
Pemberontakan ini berhasil diatasi melalui ekspedisi militer
yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, mengakibatkan
sebagian anggota RMS melarikan diri ke Belanda.

Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi
Liberal (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959): Masa ini penuh dinamika
dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadi
perubahan sistem pemerintahan, kebijakan sosial-politik, dan
pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Kita akan merinci
perkembangan tersebut serta menganalisis dampak dekrit
presiden terhadap politik dan persatuan nasional.

Setelah masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan
pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Pembubaran ini menandai upaya
pemulihan persatuan dan kesatuan, menegaskan kembali
kedaulatan negara.

Masa ini berlangsung dalam konteks Perang Dingin, di mana
pengaruh ideologi dan dukungan internasional memainkan
peran penting dalam politik nasional. Dinamika internasional
memberikan dampak pada perkembangan dalam negeri,
memperumit tugas menjaga persatuan.

Demokrasi Liberal membawa kelahiran dan pertumbuhan
partai-partai politik. Partai-partai tersebut, seperti Masyumi,
Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI),
aktif dalam proses politik, membentuk aliansi dan mendukung
atau mengkritik pemerintahan.

Selama masa Demokrasi Liberal, terjadi tujuh kali pergantian
kabinet. Pergantian tersebut mencerminkan dinamika politik
yang tinggi dan upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan
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internal dan eksternal. Setiap pergantian kabinet membawa

implikasi terhadap kebijakan nasional dan dinamika persatuan.

Kabinet Natsir I (6 September 27 - 1950 April 1951): Kabinet
pertama setelah masa Republik Indonesia Serikat, dipimpin
oleh Mohammad Natsir.

Kabinet Sukiman (27 April 3 - 1951 April 1952): Dalam
kabinet ini, konflik dengan Belanda terus berlanjut.
Kabinet Wilopo (3 April 30 - 1952 Juli 1953): Dikendalikan
oleh Perdana Menteri Wilopo, menanggapi situasi ekonomi
dan politik yang sulit.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (30 Juli 9 - 1953 April 1955):
Menghadapi tantangan konflik bersenjata di daerah-daerah
tertentu.

Kabinet Burhanuddin Harahap (9 April 12 - 1955 Agustus
1955): Pemerintahan yang singkat menghadapi situasi
politik yang kompleks.

Kabinet Ali Sastroamidjojo III (12 Agustus 24 - 1955 Maret
1956): Menanggapi situasi politik dan menghadapi konflik
di Sumatra Barat.

Kabinet Djuanda (24 Maret 9 - 1956 April 1957): Membawa
kebijakan pembangunan nasional.

Gambar 4.4 Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu
pertama di Republik Indonesia

Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden yang mengakhiri Demokrasi Liberal dan membentuk
Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mencabut Konstitusi Sementara
1950 dan mengembalikan kekuasaan presiden. Perubahan ini
memengaruhi arah politik dan kehidupan nasional.

Meskipun mengakhiri era Demokrasi Liberal, Dekrit
Presiden juga menandai awal periode Demokrasi Terpimpin.
Perubahan ini memberikan dampak besar pada sistem politik
dan mengarah pada konsolidasi kekuasaan di tangan presiden.

Peran Pemimpin dan Tokoh-Tokoh Nasional

Soekarno, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia
Serikat, memegang peranan kunci dalam memimpin dan
menyatukan beragam entitas negara bagian. Visinya tentang
“Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) mencoba
mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan ideologi.

Mohammad Hatta, sebagai Wakil Presiden dan pemikir
kemerdekaan, berperan dalam merumuskan prinsip-prinsip
kesatuan dalam federalisme. Namun, dia juga memberikan
peringatan terhadap risiko disintegrasi.

Dinamika Perubahan Menuju Persatuan Kembali

Masa Republik Indonesia Serikat diwarnai oleh pertentangan
internal dan eksternal. Perbedaan pandangan antara negara
bagian, konflik bersenjata, dan campur tangan pihak luar
memperumit proses integrasi.

Kendati sarat dengan konflik, proses persatuan kembali
dimulai sejak awal 1950-an. Pengakuan bahwa federalisme tidak
berhasil membawa stabilitas dan persatuan menjadi landasan
perubahan menuju negara kesatuan.

Pada 17 Agustus 1950, puncak kesatuan terjadi dengan
pembubaran Republik Indonesia Serikat dan pengumuman
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kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan ini
diambil dalam semangat untuk merajut kembali kesatuan dan
menghadirkan Indonesia sebagai negara yang bulat dan utuh.

Keputusan untuk kembali pada dasar negara Pancasila
menjadi tonggak bersejarah. Keputusan tersebut menegaskan
kembali bahwa kesatuan Indonesia tidak dapat dinegosiasikan
dan Pancasila menjadi pegangan utama dalam mencapai tujuan
nasional.

Dampak Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dekrit Presiden memulai era konsolidasi kekuasaan di tangan
presiden. Meskipun menciptakan stabilitas politik, ini juga
membawa dampak pada kebebasan politik dan partisipasi
masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika
persatuan.

Dalam konteks persatuan, pemerintah mengalihkan fokus
pembangunan nasional dari aspek demokrasi menuju penguatan
ketahanan nasional dan pembangunan ekonomi. Hal ini memicu

transformasi dalam dinamika persatuan dan kesatuan.

Gerakan Separatis pada periode ini

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, periode Demokrasi
Liberal yang berlangsung antara 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli
1959 menciptakan dinamika politik yang kompleks. Salah satu
tantangan besar yang dihadapi pemerintahan adalah munculnya
gerakan separatis Darul Islam (DI) atau juga dikenal sebagai
Tentara Islam Indonesia (TII) di berbagai daerah, termasuk Aceh
di Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Gerakan separatis DI/TII berakar pada ketidakpuasan
sejumlah kelompok terhadap pemerintahan pusat yang dianggap
tidak mewakili kepentingan lokal. Di Aceh, faktor agama dan
tradisi lokal ikut memperkuat semangat separatis. Sementara
itu, di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, motivasi lebih
bersifat ekonomi dan politik.
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Aceh, dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan
dan Islam di Indonesia, menjadi episentrum perlawanan DI/
TII. Gerakan ini dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh yang
menginginkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh.
Pemberontakan ini mencapai puncaknya pada awal 1950-an dan
menciptakan ketegangan yang serius dengan pemerintah pusat.

Di Sulawesi Selatan, gerakan separatis DI/TII dipicu oleh
ketidakpuasan terhadap redistribusi tanah dan eksploitasi
ekonomi oleh pemerintah pusat. Tokoh seperti Andi Azis dan
Andi Mappanyukki memimpin perlawanan di wilayah ini,
menuntut otonomi ekonomi dan politik yang lebih besar.

Kalimantan Selatan juga menjadi lokasi perlawanan DI/TII
yang signifikan. Gerakan ini melibatkan sejumlah tokoh seperti
Kahar Muzakkar yang memimpin pasukan gerilya dengan tujuan
mendirikan negara Islam. Motivasi utama gerakan ini adalah
ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap
korup dan tidak adil.

Pemerintah pusat merespons gerakan separatis ini dengan
keras. Operasi militer dilakukan untuk mengatasi pemberontakan
dan mengembalikan stabilitas keamanan. Tindakan keras
ini seringkali memicu kontroversi karena dilaporkan terjadi
pelanggaran hak asasi manusia.

Dampak dan Pembubaran Gerakan

Pada akhir periode Demokrasi Liberal, pemerintah berhasil
mengatasi sebagian besar gerakan separatisme DI/TII. Beberapa
pemimpin gerakan tewas atau ditangkap, sementara yang lain
melarikan diri atau menyerahkan diri. Meskipun gerakan ini
tidak mencapai tujuannya, dampaknya terhadap stabilitas dan
perkembangan daerah-daerah terkait terasa hingga beberapa
tahun ke depan.
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Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Lama (5 Juli
1959 sampai dengan 11 Maret 1966 )

Pemberontakan PRRI/Permesta menjadi episentrum signifikan
dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 1958 hingga awal tahun
1961 dan melibatkan sejumlah daerah di Indonesia, terutama
Sumatera Barat, Riau, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemberontakan
ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat yang baru
saja mengalami transisi dari Demokrasi Liberal ke Orde Baru.

Pada saat itu, kondisi politik Indonesia tengah tidak stabil,
dipengaruhi oleh ketegangan antara pemerintah pusat dan
daerah-daerah yang merasa kurang terwakili. PRRI muncul
sebagai reaksi terhadap sentralisasi kebijakan pemerintah pusat
yang dianggap merugikan kepentingan daerah. Permesta, di sisi
lain, merupakan aliansi militer dan politik di beberapa wilayah
yang juga menentang dominasi Jakarta.

Pemberontakan PRRI/Permesta dipicu oleh berbagai faktor,
termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik
pusat, ketidaksetujuan terhadap dominasi militer di daerah-
daerah tersebut, serta keinginan untuk mewujudkan otonomi
yang lebih besar. Pemerintahan Soekarno yang didukung oleh
Partai Komunis Indonesia (PKI) juga menjadi sorotan utama
yang memicu ketidakpuasan di kalangan militer dan elite politik
regional.

Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI menyatakan
pemberontakannya secara terbuka, menyusul deklarasi yang
dilakukan oleh Permesta di Sulawesi. Pemerintah pusat langsung
merespons dengan keras, menyebabkan terjadinya konflik
bersenjata yang berkepanjangan. Para pemimpin pemberontakan,
seperti Soekiman dan AH Nasution di Sumatera Barat, berusaha
untuk membentuk pemerintahan alternatif yang menantang
kekuasaan pusat.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XIl SMA



Pemerintah pusat di bawah Soekarno menjalankan berbagai
tindakan untuk mengatasi pemberontakan ini. Operasi militer
besar-besaran dilancarkan untuk menghancurkan basis militer
PRRI/Permesta. Pemerintah juga menggandeng pasukan militer
dariluar negeri, seperti Pasukan Gurkha dari Inggris dan bantuan
teknis dari Amerika Serikat, untuk menumpas pemberontakan.

Pemberontakan PRRI/Permesta berakhir pada tahun
1961 setelah pemerintah pusat berhasil menguasai situasi.
Para pemimpin pemberontakan ditangkap, beberapa tewas
dalam pertempuran, dan sebagian melarikan diri ke luar
negeri. Meskipun berhasil dipadamkan, pemberontakan ini
meninggalkan luka mendalam dalam sejarah persatuan dan
kesatuan Indonesia. Pembantaian dan kebijakan represif yang
diambil oleh pemerintah pusat memicu kontroversi dan debat
tentang hak asasi manusia.

Pemberontakan ini memberikan pembelajaran berharga
tentang pentingnya dialog dan kesepakatan politik dalam
menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kejadian ini juga
menunjukkan kompleksitas dinamika politik, ekonomi, dan
sosial dalam merawat keutuhan bangsa. Pasca-pemberontakan,
Indonesia mulai merenung dan mencari bentuk pemerintahan
yang lebih inklusif, menghindari kesalahan yang dapat merusak
persatuan bangsa.

Pemberontakan PRRI/Permesta tidak hanya menjadi ujian bagi
kestabilan politik Indonesia tetapi juga memperkuat tekad untuk
menjaga persatuan dan kesatuan. Keberhasilan pemerintah pusat
dalam mengatasi pemberontakan ini memberikan pijakan untuk
membangun fondasi negara kesatuan yang lebih kokoh. Meskipun
menghadapi tantangan serius, Indonesia berhasil mempertahankan
visi persatuan dalam keragaman sebagai dasar negara.

Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966) ditandai
oleh perubahan sistem pemerintahan dari Demokrasi Liberal
menjadi Demokrasi Terpimpin. Meskipun pemerintah bertujuan
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menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin seringkali disertai dengan beberapa
penyimpangan yang memengaruhi dinamika politik dan sosial
Indonesia. Mari kita eksplorasi beberapa aspek penyimpangan
tersebut.
a. Pengendalian Politik
Salah satu penyimpangan utama adalah dominasi kekuasaan
oleh Presiden Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin
diinterpretasikan sebagai kebijakan yang memberikan
wewenang besar pada presiden untuk mengendalikan politik
dan pemerintahan.

Partai-partai politik dibubarkan, dan hanya satu partai,
yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mendapatkan
dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini mengurangi
pluralitas politik dan menghilangkan mekanisme check and
balance.

b.  Politik Ekonomi
Dalam upaya untuk meningkatkan kontrol negara atas sektor
ekonomi, banyak perusahaan asing nasionalisasi. Namun,
kebijakan ini seringkali tidak efektif dan menimbulkan
ketidakpastian bagi investor.

Pergeserankearahsosialisme dalam pembangunan ekonomi
menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian ekonomi,
merugikan sektor swasta dan menciptakan ketidakstabilan.

Keterlibatan Indonesia dalam konfrontasi dengan
Malaysia, yang dimulai pada tahun 1963, menciptakan
ketegangan dalam hubungan internasional. Konflik ini
memuncak dalam kebijakan anti-Britania Raya dan
mengakibatkan isolasi politik Indonesia.

Posisi Indonesia yang berubah-ubah dalam hubungan
internasional, terutama antara blok Barat dan Blok Timur,
menimbulkan  ketidakpastian dalam diplomasi dan
kerjasama internasional
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Penyelesaian dan Dampak
Gerakan 30 September (G30S) dan Pengaruhnya:
Penyimpangan politik dalam bentuk Gerakan 30 September
pada tahun 1965 memicu peristiwa tragis dan perubahan
besar dalam kebijakan politik dan ideologi Indonesia.
Supersemar dan Akhir Demokrasi Terpimpin: Dalam
situasi krisis, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada
Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
pada tahun 1966, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan
membuka jalan menuju Orde Baru.

Tugas Mandiri

Selamat datang, siswa! Dalam tugas mandiri ini, kita akan

mengeksplorasi dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada
Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966). Silakan ikuti
langkah-langkah berikut:

a.

Identifikasi Perubahan Sistem Pemerintahan: Jelaskan
secara singkat bagaimana sistem pemerintahan berubah
dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin pada
Masa Orde Lama.

Analisis dampak dominasi kekuasaan oleh Presiden
Soekarno terhadap dinamika politik dan kesatuan nasional
Indonesia.

Pelajari dan jelaskan konsep nasionalisasi industri serta
perubahan dalam sistem ekonomi pada masa tersebut.
Bagaimana hal ini mempengaruhi stabilitas ekonomi?
Riset tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
Bagaimana konflik ini memengaruhi hubungan Indonesia
dengan negara-negara lainnya dan bagaimana dampaknya
terhadap diplomasi internasional?

Teliti perubahan posisi Indonesia dalam hubungan dengan
blok Barat dan Blok Timur. Bagaimana dinamika ini
menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri?
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. Jelaskan peristiwa G30S dan bagaimana kejadian ini
mempengaruhi kebijakan politik dan ideologi Indonesia.

g. Analisis peran Supersemar dalam penyerahan kekuasaan
kepada Soeharto. Bagaimana peristiwa ini mengakhiri era
Demokrasi Terpimpin?

h. Buatlah kesimpulan dari penelitian Anda. Bagaimana
dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde
Lama mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan?

i. Bagaimana pandangan Anda tentang upaya mencapai
persatuan dan kesatuan di masa tersebut? Apakah ada aspek
yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk masa kini?

j. Gunakan informasi yang Anda temukan untuk membuat
presentasi singkat. Sampaikan temuan Anda dengan
menggunakan slide, gambar, atau diagram jika diperlukan.

k. Bagikan temuan dan kesimpulan Anda dalam kelas.
Diskusikan bersama teman-teman tentang berbagai
perspektif terkait dengan dinamika Persatuan dan Kesatuan
Bangsa pada Masa Orde Lama.

Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966
sampai dengan 21 Mei 1998)
Pada Maret 1966, Indonesia mengalami pergolakan politik
yang mengubah arah sejarah negara dengan berakhirnya
pemerintahan Presiden Sukarno dan dimulainya era Orde Baru
yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Masa Orde Baru membawa
perubahan signifikan dalam dinamika persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia. Meskipun era ini menciptakan stabilitas
politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun, beberapa
penyimpangan konstitusional menonjol muncul, menggoyahkan
fondasi demokrasi dan keseimbangan kekuasaan.

Masa Orde Baru dimulai sebagai respons terhadap krisis
politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pasca-Gestapu
(Gerakan September Tiga Puluh) pada tahun 1965. Gagalnya
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Gerakan tersebut menjadi alasan untuk menggulingkan
pemerintahan Sukarno dan mendirikan rezim militer yang
kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Meskipun tujuannya
adalah merestorasi stabilitas, namun rezim ini juga mengekang
kebebasan sipil dan menekan oposisi politik.

Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan
konstitusional yang signifikan, menghancurkan prinsip-prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu penyimpangan
yang mencolok adalah manipulasi proses pemilihan umum dan
pembentukan partai politik. Soeharto menggunakan kendali
penuh terhadap lembaga-lembaga politik untuk memastikan
dominasi Golkar, partai resmi Orde Baru, sementara partai
oposisi dipinggirkan atau dilarang secara sistematis.

Selain itu, penekanan terhadap hak-hak individu dan
kelompok menjadi jelas. Pemerintah Orde Baru secara sistematis
meredam kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.
Pembatasan ini terutama terjadi terhadap kelompok-kelompok
yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas rezim.
Praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia juga semakin
merajalela, dengan banyaknya laporan tentang penangkapan
sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara
misterius.

Sistem pemerintahan Orde Baru, meskipun berhasil
menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang
pesat, memiliki kelemahan fundamental yang menyebabkan
ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan dalam struktur
kekuasaan. Salah satu kelemahan utama adalah dominasi
militer dalam pemerintahan. Keberadaan militer yang kuat
mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan
keputusan politik, menyisakan sedikit ruang bagi partisipasi sipil
dalam proses demokratis.

Selain itu, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dan
militer menciptakan kurangnya keseimbangan kekuasaan di
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antara lembaga-lembaga negara. Ini menghasilkan pemerintahan
yang otoriter, dengan kontrol penuh terhadap segala aspek
kehidupan masyarakat. Kelemahan ini memperkuat hegemoni
politik dan ekonomi kelompok tertentu, meninggalkan sebagian
besar rakyat Indonesia tanpa akses yang adil terhadap kebijakan
dan sumber daya.

Pengaruh negatif dari penyimpangan konstitusional
dan kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak dapat diabaikan.
Ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang diperkuat oleh
rezim ini menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat.
Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan politik menjadi
semakin meresahkan, memperlebar kesenjangan antara penguasa
dan rakyat.

Meskipun era Orde Baru dipenuhi dengan kontrol ketat
terhadap oposisi, namun beberapa gerakan perlawanan muncul,
menantang otoritas rezim. Mahasiswa, aktivis, dan sejumlah
intelektual ~membentuk  gerakan-gerakan  demokratisasi,
menuntut reformasi politik dan perlindungan hak asasi manusia.
Peristiwa penting seperti Tragedi Tanjung Priok (1984) dan
Tragedi Semanggi (1998) menjadi bukti-bukti bahwa semangat
persatuan dan kesatuan masih tetap hidup meskipun adanya
tekanan politik.

Pada akhirnya, tekanan dari dalam dan luar negeri
mendorong transisi politik pada tahun 1998. Demonstrasi
besar-besaran dan tekanan internasional memaksa Soeharto
mengundurkan diri, membuka pintu menuju era Reformasi.
Transisi ini menciptakan momentum baru untuk memperbaiki
kerusakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan
undang-undang yang lebih demokratis, pemilihan umum yang
lebih terbuka, dan upaya rekonsiliasi nasional menjadi langkah-
langkah awal untuk memperbaiki kerentanan sistem yang
terpapar selama Orde Baru.
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Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei
1998-sekarang)

Masa Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada 21 Mei 1998
dengan lengsernya Presiden Soeharto, menjadi era baru yang
membawa perubahan signifikan dalam dinamika persatuan
dan kesatuan bangsa. Sejak saat itu, Indonesia mengalami
perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang menantang,
sambil menjalani transformasi yang mendalam dalam konteks
keberagaman budaya, agama, dan suku. Subbab ini akan
mengulas perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
dari Masa Reformasi hingga saat ini, dengan fokus khusus pada
dinamika gerakan separatis yang muncul dan berbagai respons
pemerintah.

Reformasi dimulai setelah berakhirnya Orde Baru yang
dipimpin oleh Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Protes
mahasiswa dan tekanan masyarakat memaksa Soeharto
mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, membuka pintu bagi
perubahan besar di Indonesia.

Masa Reformasi ditandai oleh kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah yang bertujuan memberikan kebebasan lebih
besar kepada daerah untuk mengelola pemerintahan mereka
sendiri. Ini menjadi langkah signifikan dalam memahami
dinamika persatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Aceh menjadi pusat perhatian dengan kelanjutan gerakan
separatis Aceh Merdekayangtelah ada sebelum Reformasi. Konflik
di Aceh memuncak pada tahun 2005 dengan penandatanganan
MoU antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), mengakhiri konflik bersenjata.

Konflik juga berlanjut di Papua, di mana gerakan Papua
Merdeka (OPM) terus memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Dinamika politik dan konflik di Papua menjadi bagian penting
dalam perkembangan persatuan dan kesatuan nasional.
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Selain Aceh dan Papua, terdapat dinamika berbeda di
beberapa wilayah lain seperti Maluku dan Sulawesi, yang
mengalami ketegangan dan konflik etnis dan agama, yang juga
memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Indonesia merespons gerakan separatis dengan
menggunakan pendekatan dialog dan memberikan status
otonomi khusus di beberapa daerah. Pendekatan ini menciptakan
upaya mendalam untuk mencari solusi damai dan menghargai
keberagaman budaya dan identitas lokal.

Komnas HAM memainkan peran kunci dalam memastikan
hak asasi manusia di wilayah yang terkena dampak konflik.
Pemantauan dan intervensi Komnas HAM menjadi instrumen
penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan
hak-hak individu.

Masa Reformasi membawa perubahan signifikan dalam
dinamika politik Indonesia. Pembukaan ruang demokrasi
dan kebebasan berpendapat menciptakan partisipasi politik
yang lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada
gilirannya memengaruhi representasi nasional.

Pemilu menjadi ajang untuk mengukuhkan persatuan dan
kesatuan nasional. Berbagai partai politik dengan platform
dan visi yang berbeda-beda bersaing dalam kerangka NKRI,
menunjukkan keragaman politik yang sehat.

Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan
multikulturalisme sebagailandasan untuk menciptakan kesatuan.
Kebijakan ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap
keberagaman etnis, budaya, dan agama di seluruh Indonesia.

Pendidikan memegang peran kunci dalam menjaga
persatuan dan kesatuan. Kurikulum sekolah secara khusus
dirancang untuk membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah
air, sambil menghargai keragaman budaya.

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi membawa
dampak besar terhadap persatuan dan kesatuan. Media sosial
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menjadi platform untuk berbagi informasi dan pandangan, tetapi
juga dapat menciptakan ketegangan jika tidak dikelola dengan
bijaksana.

Pendidikan literasi digital menjadi penting untuk
mengajarkan masyarakat cara menggunakan media sosial
dengan bijaksana, memerangi penyebaran informasi palsu, dan
membangun dialog yang konstruktif.

Selain itu, perubahan dalam Undang-Undang Dasar
1945 juga merubah susunan pemerintahan Indonesia. Jika
dibandingkan dengan versi sebelum direvisi, UUD NRI 1945
mengalami penambahan dan pengurangan lembaga-lembaga
negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dijabarkan perubahan
mendasar dalam tata pemerintahan Indonesia setelah revisi
Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai

dengan Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)).

b. MPR menjadi lembaga bikameral, terdiri dari anggota DPR

dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).

c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat

(Pasal 6A ayat (1)).

d. Presiden menjabat selama lima tahun dan bisa dipilih
kembali untuk satu periode (Pasal 7).

Hak asasi manusia dijamin dan ditegaskan (Pasal 28A-28]).
DPA dihapuskan sebagai lembaga tinggi negara.

Presiden bukan lagi mandataris MPR.

MPR tidak lagi menetapkan GBHN.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi
Yudisial (KY) (Pasal 24B dan 24C).

Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31 ayat (4)).

5 0q oo

-

—

k. Tidak diperkenankan mengubah bentuk negara kesatuan
(Pasal 37 ayat (5)).
. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapuskan.
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Tugas Mandiri

Menjelajahi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Era
Reformasi

Halo, teman-teman! Dalam tugas mandiri ini, kita akan menyelidiki
perkembangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi
(Periode 21 Mei 1998-sekarang). Ikuti petunjuk berikut dengan
cermat:

Identifikasi Peristiwa Reformasi: Pilih satu peristiwa penting
yang terjadi pada masa Reformasi, misalnya, reformasi politik 1998,
pemilihan presiden langsung, atau upaya penegakan HAM. Jelaskan
secara singkat peristiwa tersebut.

Pengaruh Terhadap Persatuan Bangsa: Analisis bagaimana
peristiwa yang Anda pilih memengaruhi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia. Apakah ada dampak positif atau negatif?

Peran Masyarakat dalam Reformasi: Teliti peran masyarakat
dalam mendukung atau menentang reformasi. Cari contoh gerakan
atau aksi yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat.

Kontribusi terhadap Persatuan Bangsa: Diskusikan bagaimana
partisipasi masyarakat dalam Reformasi dapat memberikan
kontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran Media Massa: Temukan informasi tentang peran media
massa dalam menyebarkan informasi selama masa Reformasi.
Bagaimana media membantu atau mungkin menghambat terciptanya
persatuan bangsa?

Keberagaman Opini: Analisis keberagaman opini yang muncul
di media selama masa Reformasi. Bagaimana keberagaman ini
mempengaruhi persepsi masyarakat tentang persatuan?

Dampak Teknologi dan Globalisasi: Teliti dampak perkembangan
teknologi dan globalisasi terhadap hubungan antarwarga negara dan
kesadaran nasional. Apakah ada dampak positif atau negatif?
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Kesimpulan: Buatlah kesimpulan dari penelitian Anda. Apa yang
telah Anda pelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
pada Masa Reformasi?

Refleksi Pribadi

Bagaimana pemahaman Anda tentang persatuan dan kesatuan bangsa
berubah setelah mengeksplorasi materi ini? Apakah ada peran yang
dapat Anda mainkan untuk memperkuat persatuan bangsa?

Presentasi dan Diskusi Kelas

Buatlah Presentasi Singkat: Gunakan informasi yang Anda temukan
untuk membuat presentasi singkat. Sampaikan temuan Anda dengan
menggunakan slide, gambar, atau diagram jika diperlukan.

Bagikan temuan dan kesimpulan Anda dalam kelas. Diskusikan
bersama teman-teman tentang peran masyarakat, media, dan
teknologi dalam membentuk persatuan bangsa.

Tugas mandiri ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman
Anda tentang sejarah Indonesia pada Masa Reformasi dan
meningkatkan kesadaran Anda terhadap pentingnya persatuan dan
kesatuan bangsa. Selamat mengerjakan!

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia akan
terus terjamin selama semua warga negaranya menunjukkan
sikap nasionalisme dan patriotisme. Agar kamu dapat menilai
sejauh mana sikap nasionalisme dan patriotisme telah diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, silakan lengkapi daftar tanda-
tanda pelaksanaan di bawah ini dengan memberikan tanda
selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah.
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Sikap Prilaku

Selalu

Sering

Kadang-
kadang

Tidak

Pernah

Alasan

Berdoa supaya
Indonesia makin
berkembang dan tetap
bersatu.

Lebih memilih barang
buatan Indonesia
daripada yang dari luar

negeri.

Senang dan bangga
kalau atlet atau pelajar
Indonesia berhasil di

luar negeri.

Gak cepat menyerah
kalau ada hal sulit atau

tantangan.

Memberikan
penghargaan pada
karya-karya yang
dihasilkan oleh

masyarakat Indonesia.

Belajar dengan tekun
untuk menyambut hari

esok.

Berusaha dengan gigih
untuk mengatasi setiap
kesulitan yang dihadapi.

Berani menyuarakan
kebenaran, meskipun
hal tersebut sulit
dilakukan.

Siap untuk membela
negara jika dihadapkan

pada ancaman musuh.

10.

Tidak bersikap terlalu
santai selama masa

liburan sekolah.
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C. Uji Kompetensi

SOAL PILIHAN GANDA

Jawab dengan seksama pertanyaan-pertanyaan berikut. Pilihlah

jawaban yang paling sesuai dan tepat berdasarkan materi yang telah

dipelajari.

1. Apayangdimaksud dengan konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)?

a.

b.

C.

d.

Sistem pemerintahan dengan presiden dan parlemen.
Sistem pemerintahan dengan kekuasaan terpusat di tingkat
pusat.

Sistem pemerintahan yang otonom di semua daerah.

Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa lokal.

2. Mana yang bukan termasuk karakteristik Negara Kesatuan
Republik Indonesia?

a.
b.

C.

d.

Kesatuan hukum.

Keanekaragaman budaya dan suku.
Pemerintahan terpusat di tingkat daerah.
Kesatuan bahasa resmi.

3. Apa yang menjadi fokus utama persatuan dan kesatuan pada

Masa Revolusi Kemerdekaan?

a. Pemilihan presiden.
b. Pemberlakuan bahasa Indonesia.
c. Pemberontakan separatis.
d. Pembentukan konstitusi.
4. Apa yang menjadi ciri khas persatuan dan kesatuan pada Masa
Orde Baru?
a. Sistem multipartai.

b.
C.
d

Demokrasi liberal.
Paham nasionalisme dan kebhinekaan.
Pemberian kebebasan pers.
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5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung persatuan

dan kesatuan pada Masa Reformasi?

a.

b.

C.

d.

Menyebarkan sentimen separatisme.
Terlibat dalam kerusuhan politik.
Mengorganisir demonstrasi damai.
Membentuk negara baru.

6. Apa peran penting bahasa Indonesia dalam menciptakan

kesatuan bangsa?

a.

b.

C.

d.

Menjaga keberagaman budaya.
Menyebarkan propaganda politik.
Memperkuat identitas nasional.
Menyulitkan komunikasi antardaerah.

7. Apayang menjadi tantangan utama bagi persatuan dan kesatuan

pada Masa Demokrasi Liberal?

a.

b.

C.

d.

Sentimen nasionalis yang kuat.

Munculnya gerakan separatis di beberapa daerah.
Kepemimpinan yang bersifat otoriter.
Pembentukan negara federal.

8. DPergeseran posisi Indonesia dalam hubungan internasional

terutama terjadi pada masa apa?

a.

b.

C.

d.

Masa Orde Baru.

Masa Reformasi.

Masa Revolusi Kemerdekaan.
Masa Demokrasi Liberal.

9. Bagaimana dampak perkembangan teknologi dan globalisasi

terhadap persatuan bangsa?

a.

b.
c.
d

Menciptakan isolasi nasional.

Mendorong pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman.
Mengurangi peran media massa.

Menjaga kedaulatan budaya.
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10.

11.

12.

13.

14.

Apa dampak utama dari Gerakan 30 September (G30S) terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa?

a.

b.
C.
d

Meningkatkan stabilitas politik.

Menyebabkan konflik bersenjata di berbagai daerah.
Menciptakan periode Demokrasi Terpimpin.

Menyebabkan perubahan signifikan dalam politik luar

negeri.

Apa dampak perubahan sistem ekonomi pada Masa Orde Lama

terhadap persatuan bangsa?

a.

b.

C.

d.

Meningkatkan kerjasama internasional.

Menciptakan ketidakseimbangan ekonomi antardaerah.
Menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang merata.
Mendorong keberagaman budaya.

Apa yang disimbolkan oleh Supersemar dalam konteks akhir

Demokrasi Terpimpin?

a.
b.

C.

d.

Pengakuan kedaulatan daerah.

Penyerahan kekuasaan kepada Soeharto.
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penggantian sistem presidensial dengan parlementer.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Masa Reformasi

membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?

a.
b.

C.

d.

Mendorong sentimen etnis.
Memperkuat otonomi daerah.
Mempromosikan demokrasi dan HAM.
Menentang kesetaraan gender.

Bagaimana posisi Indonesia dalam hubungan dengan Blok Barat

dan Blok Timur memengaruhi persatuan dan kesatuan?

a.

b.
C.
d

Meningkatkan isolasi nasional.
Menciptakan ketidakpastian diplomasi.
Memperkuat identitas nasional.
Mendorong diversifikasi budaya.
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15. Mengapa bahasa Indonesia dianggap penting sebagai perekat
bangsa?
a. Menciptakan divisi antardaerah.
b. Memudahkan komunikasi antarwarga negara.
c. Menjaga keberagaman budaya.
d. Membuat negara menjadi lebih terisolasi.

Selamat mengerjakan! Silakan tuliskan jawaban Anda dan
diskusikan hasilnya bersama teman-teman Anda.

SOAL ESSAY

1. Jelaskan secara singkat konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)
dan mengapa konsep ini penting dalam konteks Indonesia?

2. Sebutkan dan jelaskan tiga karakteristik utama Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang membedakannya dari negara lain.

3. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dijaga
selama Masa Revolusi Kemerdekaan? Sebutkan peran pentingnya.

4. Apadampak penerapan Pembangunan Lima Tahun dan ideologi
Pancasila sebagai dasar negara terhadap persatuan dan kesatuan
pada Masa Orde Baru?

5. Mengapa bahasa Indonesia dianggap sebagai perekat bangsa?
Berikan contoh konkret yang mendukung pernyataan Anda.

6. Jelaskan bagaimana perubahan sistem ekonomi pada Masa Orde
Lama dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Analisis bagaimana partisipasi aktif masyarakat pada Masa
Reformasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Bagaimana perubahan posisi Indonesia dalam hubungan

dengan Blok Barat dan Blok Timur memengaruhi persatuan dan
kesatuan?
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10.

11.

12.

Apa dampak positif dan negatif perkembangan teknologi serta
globalisasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia?
Jelaskan pentingnya kesatuan bahasa Indonesia sebagai sarana
komunikasi nasional dan penghormatan terhadap keberagaman
budaya.

Apa tantangan terbesar bagi persatuan dan kesatuan bangsa pada

Masa Demokrasi Liberal? Berikan contoh konkret.

Jelaskan peran Supersemar dalam konteks akhir Demokrasi
Terpimpin dan dampaknya terhadap persatuan nasional.

SOAL ESSAY URAIAN

1.

Uraikan perubahan posisi Indonesia dalam hubungan
internasional dan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan.
Berikan contoh studi kasus yang relevan.

Jelaskan dinamika persatuan dan kesatuan pada Masa Orde
Lama. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan
nasional pada periode tersebut.

Uraikan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa dijaga atau
terganggu selama Masa Republik Indonesia Serikat. Berikan
contoh konkret.

Analisis peran masyarakat dalam mendukung persatuan dan
kesatuan pada Masa Reformasi. Sebutkan peristiwa atau aksi
konkret yang mencerminkan partisipasi masyarakat.

Jelaskan perubahan politik dan sosial yang mempengaruhi
persatuan dan kesatuan bangsa selama Masa Demokrasi Liberal.
Berikan studi kasus yang mendukung argumen Anda.

Mengapa penting untuk mempertahankan bahasa Indonesia
sebagai perekat bangsa? Berikan contoh bagaimana penggunaan
bahasa lokal dapat menguatkan atau melemahkan persatuan.

BAB 4




7. Uraikan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi
serta globalisasi terhadap identitas dan persatuan bangsa
Indonesia. Berikan studi kasus yang relevan.

Selamat mengerjakan! Silakan pilih dan jawab pertanyaan
sesuai dengan pemahaman Anda tentang materi ini.
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